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Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 

maka dengan penyertaan Tuhan Pemerintah Kota Tomohon dapat menyelesaikan 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023. 

Hal ini juga merupakan amanat Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akunrtabilitas Instansi Pemerintah/SAKIP, bahwa setiap Instansi Pemerintah 

diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang 

merupakan bagian dari SAKIP yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabillitas 

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang 

baik dan dipercaya oleh masyarakat. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja 

pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tomohon tahun 2021-2026. Pada dasarnya laporan 

kinerja ini menyajikan tentang gambaran kinerja Pemerintah Kota Tomohon di tahun 

kedua RPJMD Kota Tomohon, capaian-capaian target kinerja yang telah ditetapkan baik 

yang terealisasi 100% maupun yang belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan, 

faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun yang menghambat pencapaian 

target-target kinerja yang diukur berdasarkan indikator input, output serta outcomes dari 

setiap sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. 
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon telah disusun dan 

semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, evaluasi dan perbaikan 

pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya untuk peningkatan kinerja Pemerintah 

Kota Tomohon di tahun yang akan datang. 

Terima kasih. 

Pakatuan wo Pakalawiren 

 

Tomohon,  Maret  2024  
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 

merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Pembangunan 

Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026 dan 

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui 

Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini merupakan kewajiban 

dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang 

telah dilakukan selama Tahun 2023. Penyusunan LKjIP Daerah Kota Tomohon Tahun 

2023 merupakan hasil kinerja Tahun 2023 atau tahun kedua dalam pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, disamping menyajikan faktor- 

faktor keberhasilan, juga memaparkan faktor -faktor yang menjadi kendala dan 

hambatan. Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator 

sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Walikota dan Wakil 

Walikota Tomohon sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021- 

2026, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal. 

Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran.  Dalam rencana kinerja dan 

perjanjian kinerja 2023 ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh 

tiga) indikator kinerja sasaran yaitu: 1. Meningkatnya toleransi antar umat beragama 

dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta 

terlaksanya kehidupan berdemokrasi, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata 

capaian kinerja sasaran 86,51 predikat ñtinggiò. 2. Meningkatnya perekonomian Kota 

Tomohon, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 83.67 

predikat ñtinggiò. 3. Meningkatnya Kualitas dan daya saing SDM, Pencapaian indikator 

sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 99,11 predikat ñsangat tingguò. 

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon, Pencapaian indikator 

sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 113,02 predikat ñsangat tinggiò. 

5. Meningkatkan dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan 
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dan berkelanjutan, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja 

sasaran 79,52 predikat ñtinggiò. 6. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan 

budaya lokal, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 

63,96 predikat ñrendahò. 7. Meningkatnya produksi komoditas pertanian, Pencapaian 

indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 95,24 predikat 

ñsangat  tinggiò. 8. Meningkatnya ketahanan pangan, Pencapaian indikator sasaran 

dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 68,14 predikat ñsedangò. 9. Melaksanakan 

Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Pencapaian 

indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 93,14 predikat 

ñsangat tinggiò. 

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kota Tomohon 

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 632.808.516.000 dengan realisasi sebesar 

Rp. 616.085.641.555,93 tercapai sebesar 97,36%. Dalam rangka meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh Perangkat Daerah berupaya untuk 

memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui pelaksanaan seluruh program dan indikator 

kinerja yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan 

memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana 

dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja 

dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu 

menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa 

mendatang. 



v  

Tabel  i.1  

Capaian  Indikator  Kinerja  Utama  Pemerintah  Kota  Tomohon 

Tahun 2023  

NO SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET REALISASI  CAPAIAN  

 
 

 
 
 

 

 

1 

Meningkatnya 
toleransi 

antar umat 
beragama 
dan 

terpeliharany 
a keamanan 

dan 
ketertiban 

dalam 
kehidupan 
bermasyaraka 

t serta 
terlaksanya 

kehidupan 
berdemokrasi 

 
 

 
 
 

 

 

1 

 
 

 
 

 

Indeks 

Kerukunan 
Umat beragama 
/  Indeks Kota 

Toleran 

 
 

 
 
 

 

 

Skor 

 
 

 
 
 

 

 

6,3 

 
 

 
 
 

 

 

5,45 

 
 

 
 
 

 

 

86,51 

 
 

 
2 

 

Meningkatnya 
perekonomia 

n Kota 
Tomohon 

1 

Laju 
pertumbuhan 

ekonomi 
Persentase 6,11-6,18 5,32 87,07 

2 Indeks Gini Poin 0,33 0,339 97,27 

3 
Angka 

kemiskinan 
Persentase 4,2 5,60 66,67 

 

 
 

 
3 

 

 
Meningkatnya 

Kualitas dan 
daya saing 

SDM 

1 

Indeks 

Pembangunan 
manusia 

Angka 76,81 78,10 101,68 

2 

Tingkat 
Pengangguran 
terbuka 

Persentase 6,55-7,05 8,52 79,15 

3 

Indeks 
Pembangunan 

Gender (IPG) 
Angka 77,25 90 116,50 

 

 

4 

Meningkatkan 
derajat 

kesehatan 
masyarakat 

Kota 
Tomohon 

1 
Turunnya 
angka stunting 

Persentase 16 12 125 

 

2 
Umur harapan 

hidup 

 

Tahun 

 

72,1 

 

72,84 

 

101,03 
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5 

Meningkatkan 
dan 

pembanguna 
n Kota 

terpadu, 
berkualitas 

berwawasan 
Lingkungan 
dan 

berkelanjutan 

1 
Indeks 
infrastruktur  

Indeks 87,5 77,87 88,99 

2 

Indeks kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

Indeks 82 63,12 76,98 

 

3 

Persentase 

rumah tinggal 
bersanitasi 

layak 

 

Persentase 

 

98 

 

96,26 

 

98,22 

4 
Akses air 
minum layak 

Persentase 93 50,10 53,87 

 

 

6 

Meningkatnya 
kunjungan 

wisatawan 
dan 
pemajuan 
budaya lokal 

1 

Peningkatan 
PAD dari sektor 

pariwisata 

Juta 
Rupiah 

1.155 322,515 27,92 

2 

Lama tinggal 
wisatawan 
(length of stay) 

Hari 3 3 100 

 

7 

Meningkatnya 

produksi 
komoditas 

pertanian 

 

1 
Produktivitas 

bahan pangan 

 

Kwa/ha 

 

63 

 

60 

 

95,24 

 
 

 

8 

 

 

Meningkatnya 

ketahanan 
pangan 

 

1 

Cadangan 
beras 

Pemerintah 
Kota 

 

Ton 

 

37 

 

11,8 

 

31,89 

 
2 

Pola Pangan 
Harapan 
Ketersediaan 

 
Skor 

 
87,6 

 
91,45 

 
104,39 

 

 
 

 
 

 

9 

 

 

 

Melaksanakan 
Reformasi 

Birokrasi dan 
Mewujudkan 
tata kelola 

pemerintah 
yang baik 

1 
Indeks 

Reformasi 
Birokrasi 

Nilai 64-67 64,58 100,91 

2 

Opini terhadap 

laporan 
keuangan 

WTP WTP WTP 100 

3 Indeks SPBE Nilai 3 3,00 100 

 

4 

Skor Kinerja 
penyelenggaraa 

n Pemerintah 
Daerah 

 

Skor 

 

3,8 

 

2,5406 

 

73,641) 

5 
Nilai SAKIP 
Kota 

nilai 71-74 64,71 91,14 
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Namun sangat disadari capaian-capaian tersebut bukan tanpa halangan yang 

dihadapi dan masih diperlukan banyak pembenahan permasalahan yang membentang 

dan harus dikerjakan ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Kota Tomohon 

kedepan. 
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A. Latar  Belakang  

 

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini 

diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum 

Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib 

Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, 

Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, danAzas Akuntabilitas. Azas 

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tujuan umum dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan 

daya saing daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

BAB I 

PENDAHULUAN  
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); telah memberikan 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas Instansi Pemerintah 

dalam menjalankan kinerja Pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada perecanaan kinerja 

yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam 

perjanjian kinerja.  

Sebagai upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja instansi 

pemerintah yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas, sudah 

dimulai sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1999 melalui Instruksi 

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Berdasarkan instruksi tersebut, pemerintah mulai mendorong 

setiap instansi pemerintah untuk mengubah orientasi kinerja output ke 

orientasi outcome (hasil) atau lebih sering disebut dengan akuntabilitas 

kinerja (performance accountability ), dalam mendukung terselenggaranya 

tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance). 

Pemerintah Kota Tomohondalam menegakkan prinsip-prinsip good 

governance, telah berupaya melaksanakan aspek-aspek reformasi birokrasi 

dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 

yangmenyangkut aspek manajemen perubahan, penataan perundang- 

undangan sebagai produk hukum daerah,kelembagaan, sistem 

ketatalaksanaan,peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan 

publik, penguatan pengawasan internal, dan pelaporan akuntabilitas. 
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Pelaksanaan tugas - tugas untuk pencapaian kinerja Pemerintah Kota 

Tomohon didukung oleh Perangkat Daerah sebagai penyelenggara 

administrasi, penyusunan dan pengambilan kebijakan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatan. 

Dalam kurun waktu lima tahun sesuai rencana stratejik, maka tahun 

2023 ini merupakan tahun ketigadalam penyampaian Laporan 

KinerjaInstansi Pemerintah, sebagai kelanjutan pelaksanaan pengukuran 

dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Tomohon. 

 
B. Kondisi  Kota  Tomohon  

1.  Letak  Dan  Kondisi  Geografis  

Letak astronomis Kota Tomohon berada pada 01º 18' 51" Lintang 

Utara dan 124º 49' 40" Bujur Timur.Kota Tomohon memiliki suhu udara 

sejuk sebab berada pada kawasan pegunungan dan diapit oleh dua gunung 

berapi aktif, yaitu Gunung Lokon dan Mahawu. 

Jarak Kota Tomohon dengan beberapa kabupaten/kota dan daerah 

lainnya di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut. 

Gambar  1.1  
Jarak  Kota  Tomohon  dengan  Kabupaten/Kota  se Provinsi  Sulawesi  Utara  
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Posisi kota Tomohon sangat strategis dalam konteks regional Sulawesi 

dari aspek perekonomian bahkan transportasi. Berdasarkan data dalam 

Perpres Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional, bahwa Kota Tomohon merupakan salah satu Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW) yang secara langsung berkaitan dengan Kota Manado 

sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dari segi bangkitan 

perekonomian regional, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang di 

dalamnya terintegrasi dengan Pelabuhan International Bitung dan Jalan Tol 

Manado Bitung. Menjadi ekspektasi dari Kota Tomohon dengan adanya 

berbagai infrastruktur dan kebijakan Nasional di Sulwesi Utara akan 

memberi dampak bagi perekonomian masyarakat. 

 

2.  Geologi  

Secara geologis, Kota Tomohon memiliki kawasan cagar alam geologi 

yang terdapat di Kelurahan Lahendong sebagaimana dalam Perda Sulut 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang RTRW Tahun 2014-2034, bahwa lokasi 

dimaksud memiliki keunikan proses geologi, yakni dengan kemunculan 

solfatara dan fumarola, air atau uap panas (fluida). Fenomena ini 

merupakan alami dari daerah yang berada pada kawasan 

vulkanis.Kenampakan vulkanis tersebut secara langsung adalah terdapatnya 

Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Lahendong yang menghasilkan panas 

bumi sebagai sumber energi listrik berupa Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Selain Kawasan Lahendong yang merupakan penghasil panas bumi 

untuk sumber energi listrik.Pada lokasi dimaksud telah menjadi tempat 

wisata dengan aktivitas lainnya baik bagi penduduk lokal maupun luar 

daerah, dimana hampir setiap harinya dijadikan lokasi pemandian air panas. 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 

5 

 

 

3.  Pemerintahan  

Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Harry Sabarno 

atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2003. 

Kegiatan pemerintahan Kota Tomohon telah dimulai tahun 2005, 

sebelumnya Tomohon merupakan ibu Kota kecamatan dan bagian dari 

Wilayah Kabupaten Minahasa. Pada tahun 2008 pemerintah Kota Tomohon 

meliputi 5 Kecamatan dan 40 Desa/Kelurahan kemudian pemekaran wilayah 

pada tahun 2009 menjadi 44 desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 

tahun 2023 sebesar 102.724 jiwa serta memiliki luas w ilayah 169,10 km².  

 
 

Tabel 1.1 

Kecamatan  di  Kota  Tomohon  
 

Kecamatan  
Letak Kantor  

Pemerintahan  
Kelurahan  Lingkungan  

Luas  

Km 2
 %  

Tomohon Utara Kel. Kakaskasen Tiga 10 67 42,28 28,72 

Tomohon Selatan Kel. Walian 12 84 32,95 22,38 

Tomohon Tengah Kel. Talete Dua 9 51 9,41 6,39 

Tomohon Barat Kel. Woloan Satu 8 65 40,69 27,64 

Tomohon Timur Kel. Paslaten Satu 5 32 21,88 14,86 

Sumber: Kota Tomohon dalam Angka Tahun 2023 

 
Batas-batas wilayah Kota Tomohon secara rinci adalah sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara: Wilayah Kecamatan Tomohon Utara yang berbatasan 

dengan Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombulu Kabupaten 

Minahasa; 

b. Sebelah Timur: Wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang berbatasan 

dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Utara 

Kabupaten Minahasa; 
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c. Sebelah Selatan: wilayah Kecamatan Tomohon Selatan yang 

berbatasan dengan Kecamatan Sonder dan Kecamatan Remboken 

Kabupaten Minahasa; dan 

d. Sebelah Barat: Wilayah Kecamatan Tomohon Barat yang berbatasan 

dengan Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Mandolang Kabupaten 

Minahasa. 

C. Kelembagaan  

Menyadari betapa pentingnya pengelolaan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tomohon yang beragam 

tersebut maka Kepala Daerah dalam hal ini Walikota memegang amanat 

yang sangat penting dalam pengaturan dan pemanfaatan sumber-sumber 

daya tersebut. Dalam menjabarkan tugas dan fungsinya Walikota Tomohon 

selaku Kepala Daerah mempunyai tugas sebagaimana Paragraf kedua pasal 

25 dan pasal 27, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

1.  Tugas  Dan  Fungsi  Walikota  

a. Tugas  : 

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 

2) Mengajukan rancangan Peraturan daerah. 

3) Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama DPRD. 

4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 

5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 
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6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang ï undangan. 

7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 
b.  Fungsi  : 

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, maka Walikota 

Tomohon selaku Kepala Daerah memiliki fungsi antara lain : 

1. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 

2. Memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan di Kota Tomohon. 

3. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan di Kota Tomohon. 

 

2.  Tugas  Dan  Fungsi  Sekretaris Daerah  

a. Tugas  

Membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan 

dinas daerah dan badan penunjang. 

 

b.  Fungsi  

a) penyusunan kebijakan daerah; 

b) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan Badan 

penunjang; 

c) pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan 

daerah; 

d) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; 

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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3.  Tugas  Dan  Fungsi  Sekretaris Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  

a. Tugas  

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta menyediakan dan 

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

b.  Fungsi  

a) menyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b) menyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c) memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; 

d) menyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD. 

 

4. Tugas  Dan  Fungsi  Dinas -Dinas  

a. Tugas  

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. 

b.  Fungsi  

a) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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5. Tugas  Dan  Fungsi  Badan  

a. Tugas  

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. 

b.  Fungsi  

a) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

6. Tugas  Kecamatan  

a) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum; 

b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum;  

d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan 

Walikota; 

e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

f)  Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan; 

g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan 

lain dan / atau kelurahan ; 
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h) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota 

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kota yang 

ada di kecamatan; 

i) Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan. 

 
7. Struktur Organisasi  

Bentuk dan susunan pemerintah adalah sebagai berikut : 

1. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

2. Pemerintah daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut walikota dibantuoleh 

Organisasi Perangkat Daerah. Adapun struktur Organisasi Pemerintah Kota 

Tomohon berdasarkan PP. No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

terdiri dari :  

¶ Walikota dan Wakil Walikota 

¶ 1 Sekretaris Daerah 

¶ 3 Asisten 

¶ 3 Staff Ahli 

¶ 1 Sekretariat Dewan 

¶ 21 Dinas 

¶ 6 Badan 

¶ 5 Kecamatan 

¶ 44 Kelurahan 

¶ 2 Perusahaan Daerah 
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Dalam implementasi otonomi daerah, salah satu aspek yang cukup strategis 

adalah aspek kelembagaan perangkat daerah. Kelembagaan perangkat daerah 

berdasarkan pasal 120 dan 128 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan 

menyebutkan perangkat daerah Kabupaten Kota adalah sebagai pembantu kepala 

daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang terdiri dari :  

Tabel  1.2  

Kelembagaan  Perangat  Daerah  Kota  Tomohon  

No.  Perangkat  Daerah  Tahun  2023  

1. Sekretariat Daerah Kota 1 

2. Sekretariat DPRD 1 

3. Dinas-dinas Daerah 21 

4. Badan-badan 6 

5. Kecamatan 5 

6. Perusahaan Daerah 2 

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon 

 
Adapun perangkat daerah tersebut adalah 

1. Dinas-dinas Daerah terdiri  dari : 

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 

2) Dinas Kesehatan Daerah. 

3) Dinas PU dan Penataan Ruang 

4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

5) Dinas sosial 

6) Dinas Tenaga Kerja 

7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

8) Dinas Pangan 

9) Dinas Lingkungan Hidup 
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10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

11) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

12) Dinas Perhubungan 

13) Dinas Komunikasi dan Informatika  

14) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

16) Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

17) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

18) Dinas Pariwisata 

19) Dinas pertanian Dan Perikanan 

20) Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

21) Satuan Polisi Pamong Praja 

 
2. Badan-badan daerah terdiri  dari : 

1) Inspektorat;  

2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

3) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 

4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

3. Perusahaan Daerah, terdiri  dari : 

1) PD. Pasar Tomohon; 

2) PDAM Tomohon. 
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8. Sumberdaya  Aparat  Pemerintah  Kota  Tomohon  

Sumberdaya aparatur pemerintah kota tomohon untuk Tahun 2023 

sebagaimana berikut ini: 

1. Jumlah pegawai : 2.450 orang 

2. Keadaan menurut kepangkatan : 
 

Gol IV : 567 orang 

Gol III  : 1712 orang 

Gol II  : 291 orang 

Gol I : 1 orang 

 

Tabel  1.3  
Jumlah  ASN di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Tomohon 

Berdasarkan Golongan/Ruang  

GOLONGAN 
RUANG 

D C B A JUMLAH  

1. IV 1 55 228 283 567 

2. III  711 315 339 347 1712 

3. II  105 147 15 24 291 

4. I 1 0 0 0 1 

J U M L  A H 2450  

Sumber: BKPSDM Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 

 
D. Analisis  Perkembangan  Stratejik  

Sebagai suatu organisasi yang dinamis, Pemerintah Kota Tomohon 

dituntut untuk mampu mengikuti perubahan dan dinamika tuntutan 

masyarakat serta perubahan lingkungan, maupun kebijakan strategik dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) 

mampu menjadi suatu kebutuhan ketika organisasi sudah tidak lagi sesuai 

dengan kebutuhan lingkungannya. Pemerintah Kota Tomohon sebagai 
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organisasi publik harus mampu menyesuaikan dengan perubahan 

lingkungan yang terjadi.  

Faktor eksternal yang mempengaruhi Pemerintah Kota Tomohon 

diperhadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis antara lain: 

1. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan 

tata kelola pemerintahan yang baik 

2. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mempengaruhi 

bidang sosial budaya, kehidupan beragama 

3. Pertumbuhan penduduk yang signifikan, peluang tenaga kerja dari 

luar yang terbuka,  

4. Tantangan dalam bidang ekonomi yaitu terbukanya peluang 

perdagangan bebas, masuknya barang impor pertanian, perkebunan, 

kehutanan, peternakan, perikanan dan bahan industry, serta 

rendahnya kualitas pariwisata serta perdagangan. 

5. Aspek partisipasi masyarakat yang rendah mempengaruhi 

terwujudnya pencapaian pelayanan prima, dimana hal ini dipengaruhi 

oleh rendahnya 

kontrol masyarakat dalam ragam pelayanan baik dari segi biaya, 

waktu, maupun persyaratan penyelenggaraan pelayanan, tanggung 

jawab terhadap produk layanan, sehingga praktek pelayanan diluar 

sistem masih sulit dikendalikan. 

6. Masih kurangnya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor 

pendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. 
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Faktor internal yang mempengaruhi lingkungan Pemerintah Kota 

Tomohon yang sekaligus mempengaruhi perilaku administrasi dalam 

kerangka upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tomohon yang 

dikaitkan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut:  

1. Peranan kepemimpinan yang tangguh yang berfokus kepada 

peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia 

Pemerintah Kota Tomohon. 

2. Perubahan perilaku dan budaya kerja baru, melalui komunikasi yang 

profesional, hubungan kerja yang sinergis serta pemanfaatan teknologi 

3. informasi (e-government) yang dimotivasi oleh komitmen yang tinggi 

kepada keberhasilan pelaksanaan tugas. 

4. Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan yang harus tetap 

ditingkatkan dan dipertahankan dan telah menempatkan Pemerintah 

Kota Tomohondalam release BPK mendapatkan Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) di tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015,  tahun 

2016,  tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 

2021. 

5. Adanya pemetaan permasalahan kendala dan tantangan yang dihadapi 

serta disain metodologi yang cermat dan rencana kerja yang terinci 

untuk melakukan perbaikan dan perubahan. 

6. Penghayatan yang kuat terhadap visi, sebagai yang membangkitkan 

semangat dan menumbuhkan komitmen yang kuat.  

7. Adanya pelatihan teknis dan fungsional, yang berorientasi kepada 

adanya kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan secara bersama. 

8. Keseimbangan yang harmonis dalam upaya memberikan penghargaan 

kepada perbaikan pemberian kesejahteraan bagi pegawai. 
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Dari faktor-faktor di atas yang mempengaruhi kondisi Rencana 

Strategis Pemerintah Kota Tomohon, maka perlu dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis manajemen SWOT yang uraiannya sebagai 

berikut:  

a. Analisa  Lingkungan  Internal  

 
1.  Strenghts  (S)  

¶ Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon 

¶ Cakupan tupoksi yang dapat mengkoordinasikan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

¶ Dukungan kesejahteraan PNS cukup memadai. 

¶ Memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung 

koordinasi, sikronisasi, pengendalian dan pengawasan 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

¶ Memiliki RPJPD, RPJMD sebagai acuan sasaran prioritas. 

¶ Memiliki dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur. 

¶ Memiliki sarana dan prasarana yang memadai. 

¶ Memiliki dukungan dana yang memadai. 

¶ Komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

 
2.  Weaknesses  (W)  

 
¶ Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum memenuhi 

kebutuhan organisasi serta penyebarannya yang belum merata. 

¶ Belum optimalnya kualitas pelayanan administratif  dan publik 

¶ Belum optimalnya penggunaan sistim data base berbasis teknologi 

¶ Rendahya sinkronisasi antara perencanaan dan kinerja PD 
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b.  Analisa  Lingkungan  Eksternal  

 

3.  Opportunities  (O)  

¶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

¶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah. 

¶ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga 

dan Pemerintah Daerah 

¶ Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon tahun 

2021-2026 

¶ Terbukanya Peluang investasi yang luas di Kota Tomohon seiring 

keberhasilan pelaksanaan eventTomohon Internasional Flower 

Festival. 

¶ Terbentuknya kerjasama yang baik antara pemerintah kota 

dengan stakeholder (pemangku kepentingan) 
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¶ Adanya stabilitas keamanan yang dapat menjamin stabilitas 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di daerah 

¶ Visi ñTomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera.ò. 

 

4.  Threaths  (T)  

¶ Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang 

professional 

¶ Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

¶ Tuntutan reformasi birokrasi dan good governance 

¶ Kecenderungan egosektoral PD dibawah kementerian pembina 

teknis 

¶ Eforia reformasi yang berlebihan serta interpretasi yang sempit 

dalam menyikapi otonomi daerah 

 
Hasil analisis SWOT menghasilkan strategi dalam pencapaian 

indikator kinerja yang dijabarkan dalam Program sebagai berikut:  

 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Pengelolaan Pendidikan 

Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang Kesehatan 

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman 

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 
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Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 

Program Penataan Bangunan Gedung 

Program Penyelenggaraan Jalan 

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

Program Pengembangan Perumahan 

Program Kawasan Permukiman 

Program Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman Kumuh 

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 

Program Peningkatan 

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 

Program Penanggulangan Bencana 

Program Pemberdayaan Sosial 

Program Rehabilitasi Sosial 

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 

Program Penanganan Bencana 

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Program Penempatan Tenaga Kerja 

Program Hubungan Industrial 

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 

Program Perlindungan Perempuan 

Program Peningkatan Kualitas Keluarga 

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 

Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 

Program Perlindungan Khusus Anak 

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

Program Pengawasan Keamanan Pangan 
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Program Penanganan Kerawanan Pangan 

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati (Kehati) 

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

Program Pengelolaan Persampahan 

Program Pendaftaran Penduduk 

Program Pencatatan Sipil 

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Program Pengelolaan Profil Kependudukan 

Program Pengendalian Penduduk 

Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 

Program Pemberdayaan Usaha 

Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 

Program Pengembangan Umkm 

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

Program Promosi Penanaman Modal 

Program Pelayanan Penanaman Modal 

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman 

Modal 

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 
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Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

Program pembinaan sejarah 

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 

Program Pembinaan Perpustakaan 

Program Pengelolaan Arsip 

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

Program Pemasaran Pariwisata 

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif 

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

Program Penyuluhan Pertanian 

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 

Program Pengembangan Ekspor 

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 

Program Perekonomian Dan Pembangunan 

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd 

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 
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Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Program Kepegawaian Daerah 

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Program Penyelenggaraan Pengawasan 

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

Program Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan 

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter 

Kebangsaan 

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Dan Budaya 

Program Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial 
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E. Isu  Strategis  

Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Tomohon di 

tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 

1. Kemandirian ekonomi yang maju, berkualitas dan 

berkeadilan. 

2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing 

3. Tata kelola pemerintahan yang efektif  dan efisien. 

4. Optimalisasi infrastruktur  dan penataan ruang. 

5. Lingkungan hidup berkualitas, peningkatan ketahanan 

bencana, optimalisasi pengelolaan persampahan dan 
penyediaan air bersih. 

6. Peningkatan sistem dan produktivitas hasil pertanian. 

7. Peningkatan Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia. 
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A. RENCANA STRATEJIK  
 

 
Perencanaan Kinerja merupakan janji rencana kerja Pemerintah Kota 

Tomohon. Perjanjian Kinerja itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan  

kualitas pelayanan publik, mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih 

efektif, transparan dan akuntabel.  

Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Tomohon tahun 

2023 adalah sasaran dan target kinerja yang mengacu pada Perda tentang 

RPJMD melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Tomohon Tahun 2021-2026. Yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) yang mengacu pada RPJMD tersebut serta hasil pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan tersebut memuat visi dan 

misi serta tujuan dan sasaran yang hendak di capai. 

Rincian RPJMDP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB II 

PERENCANAAN  KINERJA  
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1 
 

  

  

  

  

  

 

2 
     

 

Pernyataan  VISI  
 

 

 
Penjelasan  Visi  

Pernyataan Visi dia atas memiliki makna filosofi yang akan dijabarkan 

berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan 

perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentinagan (stakeholders) dalam 

setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan. 
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Untuk merealisasikan Visi dan memberikan arahan tentang tujuan yang 

akan diwujudkan dan untuk memberikan fokus terhadap program yang akan 

dilaksanakan serta untuk memberikan gambaran strategis Pemerintah Kota 

Tomohon, ditetapkan misi sebagai berikut :  

 

Pernyataan  MISI  

Guna mewujudkan Visi masa depan masyarakat Kota Tomohon, 

maka misi yang harus diemban oleh Pemerintah Kota Tomohon adalah : 

 

 

3 
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Pernyataan  Tujuan  

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tomohon 

sebagaimana yang diuraikan terdahulu, maka visi dan misi tersebut 

dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa 

penetapan tujuan :  
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Sasaran 

Misi 1  

Sasaran 

Misi 2  

Sasaran 

Misi 3  

 

 
Pernyataan  Sasaran  

Sasaran Pemerintah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari masing- 

masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 periode secara 

bulanan, semesteran atau tahunan melalui serangkaian program . Penetapan 

program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan 

pengalokasian sumber daya organisasi. 

Sasaran Pemerintah Kota Tomohon terdiri  dari : 
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Sasaran 

Misi 5  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

B. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN  KINERJA  TAHUN 2023  

Pencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik 

Tahun 2021 sampai Tahun 2026, Pemerintah Kota Tomohon telah 

menetapkan Perencanaan Kinerja Tahun 2023 mencakup sasaran-sasaran 

strategis, indikator kinerja  dan target sebagai berikut :  

Sasaran 

Misi 4  
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1.  Perencanaan  Kinerja  Tahun  2023  

 
 

Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Pemerintah Kota TomohonTahun 2021-2026, selengkapnya 

diurai dalam tabel sebagai berikut :  

 
Misi  I  : 

Menjaga  dan  melestarikan  Kota  Tomohon  sebagai  Kota  Religius  

 

Tabel 2.1 
Perencanaan  Kinerja  dari  Misi  I  

TUJUAN SASARAN 

1.1 Terwujudnya masyarakat religius 

yang saling menghargai dan 

memiliki karakter kebangsaan 

1. Meningkatnyatoleransi antar 

umat beragama dan 
terpeliharany a keamanan dan 

ketertiban dalam kehidupan 
bermasyaraka t serta 
terlaksananya kehidupan 

berdemokrasi 

Sumber: RPJMD Kota Tomohon tahun 2021-2026 

 
Misi  2:  

Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Berbagai  Sektor  

Tabel 2.2 

Perencanaan  Kinerja  dari  Misi  2 

TUJUAN SASARAN 

2.1 Terwujudnya kesejahteraa n 

masyarakat yang 

berkualitas, adil dan merata 

1. Meningkatnya perekonomia n Kota 

Tomohon 

2. Meningkatnya kualitas dan daya 

saing SDM 
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3 

Meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat Kota 
Tomohon 

4 Meningkatnya Infrastruktur  dan 
Pembangunan Kota Terpadu, 

Berkualitas, Berwawasan 
Lingkungan dan Berkelanjutan 

Sumber: RPJMD Kota Tomohon tahun 2021-2026 
 
 

 
Misi  3 : 

Menjadikan  Tomohon  sebagai  kotawisata  dunia  
 

Tabel 2.3 
Perencanaan  Kinerja  dari  Misi  3 

TUJUAN SASARAN 

3.1 Terwujudnya Kota Tomohon 
sebagai tujuan wisatadunia 

melaluipengelolaan 
pariwisata dan kebudayaan 

yang produktif dan 
profesional 

1 Meningkatnya kunjungan 

wisatawan dan pemajuanbudaya 

lokal 

Sumber: RPJMD Kota Tomohon tahun 2021-2026 
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Misi  4 : 

Memajukan  sistem  pertanian  dalam  rangka  mewujudkan  kedaulatan 
pangan  

 
Tabel 2.4 

Perencanaan  Kinerja  dari  Misi  4 

TUJUAN SASARAN 

4.1 Terwujudnya peningkatan 

produksi komoditas pertanian 

untuk mewujudkan kedaulatan 

pangan 

1 Meningkatnya produksi 

komoditas 
pertanian 

2 Meningkatnyaketahanan pangan 

Sumber: RPJMD Kota Tomohon tahun 2021-2026 

 
Misi5  : 

Mewujudkan  Pelayanan  Pemerintah  Yang  Bersih,  Efektif,  Dan 

Berintegritas  
 

Tabel 2.5 
Perencanaan  Kinerja  dari  Misi  5 

TUJUAN SASARAN 

5.1 Terlaksanany a Reformasi 
Birokrasi yang Efektif dan 

Efisien 

1. Melaksanakan reformasi 
birokrasi dan mewujudkan 

tata kelola pemerintahan 

yang baik 

Sumber: RPJMD Kota Tomohon tahun 2021-2026 
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2.  Perjanjian  Kinerja  Tahun  2023  

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen 

pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk 

mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi.  Dokumen ini memuat 

sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 dilakukan dengan mengacu kepada 

RPJMD, RKPD 2022, IKU dan APBD. Pemerintah Kota Tomohon telah 

menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:  

Tabel  2.6  
Perjanjian  Kinerja  Perubahan  Pemerintah  Kota  Tomohon 

Tahun 2023  

 

NO SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET 

 

 
 

 
1 

Meningkatnya toleransi 

antar umat beragama 

dan terpeliharanya 
keamanan dan 
ketertiban dalam 

kehidupan 
bermasyarakat serta 

terlaksanya kehidupan 
berdemokrasi 

 

 
 

 
1 

 

 

Indeks Kerukunan 
Umat beragama / 
Indeks Kota 

Toleran 

 

 
 

 
Skor 

 

 
 

 

 
6,3 

 

 

2 

 
Meningkatnya 

perekonomian Kota 
Tomohon 

1 
Laju pertumbuhan 

ekonomi 
Persentase 6,11-6,18 

2 Indeks Gini Poin 0,33 

3 Angka kemiskinan Persentase 4,2 

 
 

 

 
3 

 
 

 
Meningkatnya Kualitas 

dan daya saing SDM 

1 

Indeks 
Pembangunan 
manusia 

Angak 
 

76,81 

 
2 

Tingkat 
Pengangguran 

terbuka 

 
Persentase 

 
6,55-7,05 

 
3 

Indeks 
Pembangunan 

Gender (IPG) 

 
Angak 

 
77,25 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023 

34 

 

 

 

 

4 

Meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat 
Kota Tomohon 

1 
Turunnya angka 

stunting 
Persentase 16 

2 
Umur harapan 
hidup 

Tahun 72,1 

 

 
 

 
5 

 

Meningkatkan 
infrastruktur dan 

pembangunan Kota 
terpadu, berkualitas 
berwawasan Lingkungan 

dan berkelanjutan 

1 
Indeks 

infrastruktur  
Indeks 87,5 

2 
Indeks kualitas 
Lingkungan Hidup 

Indeks 
 

82 

 

3 

Persentase rumah 
tinggal bersanitasi 
layak 

 

Persentase 
 

98 

4 
Akses air minum 
layak 

Persentase 93 

 

 
6 

 

Meningkatnya 
kunjungan wisatawan 
dan pemajuan budaya 

lokal 

 

1 

Peningkatan PAD 

dari sektor 
pariwisata 

 

Juta rupiah 
 

1155 

2 

Lama tinggal 

wisatawan (length 
of stay) 

Hari 
 

3 

7 
Meningkatnya produksi 

komoditas pertanian 
1 

Produktivitas 

bahan pangan 
Kwa/ha 

 
63 

 

 
8 

 

 
Meningkatnya 

ketahanan pangan 

 

1 
Cadangan beras 

Pemerintah Kota 

 

Ton 
 

37 

 
2 

Pola Pangan 
Harapan 

Ketersediaan 

 
Skor 

 
87,6 

 
 

 
 

 

 
9 

 
 

 

 

Melaksanakan Reformasi 

Birokrasi dan 
Mewujudkan tata kelola 

pemerintah yang baik 

1 
Indeks Reformasi 
Birokrasi 

Nilai 64-67 

2 
Opini terhadap 
laporan keuangan 

WTP 
 

WTP 

3 Indeks SPBE Nilai 
 

3 

 
4 

Skor Kinerja 
penyelenggaraan 

Pemerintah 
Daerah 

 
Skor 

 
3,8 

5 Nilai SAKIP Kota nilai 71-74 

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Kota Tomohon tahun 2023 
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3.  Pengukuran  Kinerja  Tahun  2023  
 

 
Tabel  2.7  

Pengukuran  Indikator  Kinerja  Utama  Pemerintah  Kota  Tomohon 

Tahun 2023  

NO SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA  
SATUAN TARGET REALISASI  CAPAIAN  

 
 

 
 

 
 

 
1 

Meningkatnya 
toleransi 

antar umat 
beragama 

dan 
terpeliharany 

a keamanan 
dan 
ketertiban 

dalam 
kehidupan 

bermasyaraka 
t serta 
terlaksanya 
kehidupan 
berdemokrasi 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 
 

 
Indeks 

Kerukunan 
Umat beragama 
/  Indeks Kota 

Toleran 

 
 

 
 

 
 

 
Skor 

 
 

 
 

 
 

 
6,3 

 
 

 
 

 
 

 
5,45 

 
 

 
 

 
 

 
86,51 

 
 

 

2 

 
Meningkatnya 

perekonomia 
n Kota 

Tomohon 

 
1 

Laju 

pertumbuhan 
ekonomi 

 
Persentase 

 
6,11-6,18 

 
5,32 

 
87,07 

2 Indeks Gini Poin 0,33 0,339 97,27 

 
3 

Angka 

kemiskinan 

 
Persentase 

 
4,2 

 
5,60 

 
66,67 

 
 

 

 
3 

 

 

Meningkatnya 

Kualitas dan 
daya saing 

SDM 

 
1 

Indeks 

Pembangunan 
manusia 

 
Angka 

 
76,81 

 
78,10 

 
101,68 

 
2 

Tingkat 

Pengangguran 
terbuka 

 
Persentase 

 
6,55-7,05 

 
8,52 

 
79,15 

3 

Indeks 

Pembangunan 
Gender (IPG) 

Angka 77,25 90 116,50 

4 
Meningkatkan 

derajat 
1 

Turunnya 

angka stunting 
Persentase 16 12 125 
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 kesehatan 

masyarakat 
Kota 
Tomohon 

 

2 

 

Umur harapan 
hidup 

 

Tahun 

 

72,1 

 

72,84 

 

101,03 

 

 
 

 

 
5 

Meningkatkan 

dan 
pembanguna 

n Kota 
terpadu, 
berkualitas 

berwawasan 
Lingkungan 

dan 
berkelanjutan 

1 
Indeks 

infrastruktur  
Indeks 87,5 77,87 88,99 

 
2 

Indeks kualitas 
Lingkungan 

Hidup 

 
Indeks 

 
82 

 
63,12 

 
76,98 

 
3 

Persentase 
rumah tinggal 

bersanitasi 
layak 

 
Persentase 

 
98 

 
96,26 

 
98,22 

4 
Akses air 

minum layak 
Persentase 93 50,10 53,87 

 

 

6 

Meningkatnya 

kunjungan 
wisatawan 

dan 
pemajuan 
budaya lokal 

1 

Peningkatan 
PAD dari sektor 

pariwisata 

Juta 

Rupiah 
1.155 322,515 27,92 

2 

Lama tinggal 
wisatawan 

(length of stay) 
Hari 3 3 100 

 
7 

Meningkatnya 
produksi 

komoditas 
pertanian 

 
1 

Produktivitas 
bahan pangan 

 
Kwa/ha 

 
63 

 
60 

 
95,24 

 
 

 
8 

 

 

Meningkatnya 

ketahanan 
pangan 

 
1 

Cadangan 
beras 
Pemerintah 
Kota 

 
Ton 

 
37 

 
11,8 

 
31,89 

 

2 
Pola Pangan 
Harapan 
Ketersediaan 

 

Skor 

 

87,6 

 

91,45 

 

104,39 

 

 

 

9 

Melaksanakan 

Reformasi 
Birokrasi dan 

Mewujudkan 
tata kelola 

pemerintah 
yang baik 

1 
Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Nilai 64-67 64,58 100,91 

 
2 

Opini terhadap 
laporan 

keuangan 

 
WTP 

 
WTP 

 
WTP 

 
100 

3 Indeks SPBE Nilai 3 3,00 100 
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4 

Skor Kinerja 

penyelenggaraa 
n Pemerintah 
Daerah 

 

Skor 

 

3,45 

 

2,5406 

 

73,641)
 

5 
Nilai SAKIP 

Kota 
nilai 71-74 64,71 91,14 

 
Sumber : LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2023 

(*Data tahun 2023)  
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Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja 

Pemerintah Kota Tomohon kepada masyarakat selama satu tahun. Akuntabilitas 

Kinerja juga merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik. 

Pemerintah Kota Tomohon selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Kota Tomohon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian 

target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen 

RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2023, dan PK Perubahan Tahun 2023. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk 

mewujudkan visi dan misi pemerintah. Untuk mempermudah interpretasi atas 

pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang 

diberlakukan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII -C 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai 

berikut:  

BAB III 

AKUNTABILITAS  KINERJA  
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Tabel  3.1  
Skala  Nilai  Peringkat  Kinerja  

No.  
Interval  Nilai  Realisasi 

Kinerja  
Kriteria  Penilaian  Realisasi  Kinerja  

1 91 > Sangat Tinggi 

2 76 <  90 Tinggi 

3 66 <  75 Sedang 

4 51 <  65 Rendah 

5 <  50 Sangat Rendah 

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 

 
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian 

indikator sasaran menggunakan asumsi 

a. Jika semakin tinggi realisasi, menunjukan pencapaian kinerja yang semakin 

baik, atau sebaliknya realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin 

rendah/ jelek adalah:  

Presentase  Pencapaian 
Rencana Tingkat 

Capaian  

 
=  

Realisasi  

Rencana  

 
X 100  

 

b. Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian sasaran 

kinerja semakin rendah/jelek, atau sebaliknya realisasi semakin rendah 

pencapaian kinerjasemakin baik menggunakan perumusan: 

Presentase Pencapaian  
Rencana  Tingkat 
Capaian  

 
=  

Rencana  ï (Realisasi -Rencana)  
Rencana  

 
X 100  

 
A. CAPAIAN  KINERJA ORGANISASI  

 
Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pencapain sasaran strategis Pemerintah Kota Tomohon. 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon telah tercantum dalam 

Keputusan Walikota Tomohon Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023. Dengan demikian kinerja 
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utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga 

IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 

instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan 

dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan 

akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon melakukan reviu terhadap Indikator 

Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, 

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu 

organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator  Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon 

tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:  

 

Tabel  3.2  

Capaian  Indikator  Kinerja  Utama  Pemerintah  Kota  Tomohon 

Tahun 2023  

NO SASARAN 
INDIKATOR  

KINERJA  
SATUAN TARGET REALISASI  CAPAIAN  

 

 
 
 

 
 

 

 
1 

Meningkatnya 

toleransi 

antar umat 

beragama 

dan 

terpeliharany 

a keamanan 

dan 

ketertiban 

dalam 

kehidupan 

bermasyaraka 

t serta 

terlaksanya 

kehidupan 

berdemokrasi 

 

 
 
 

 
 

 

 
1 

 

 
 
 

 
Indeks 

Kerukunan 

Umat beragama 

/  Indeks Kota 

Toleran 

 

 
 
 

 
 

 

 
Skor 

 

 
 
 

 
 

 

 
6,3 

 

 
 
 

 
 

 

 
5,45 

 

 
 
 

 
 

 

 
86,51 

 

 

 

2 

 

Meningkatnya 

perekonomia 

n Kota 

Tomohon 

 

1 

Laju 

pertumbuhan 

ekonomi 

 

Persentase 

 

6,11-6,18 

 

5,32 

 

87,07 

2 Indeks Gini Poin 0,33 0,339 97,27 

3 
Angka 

kemiskinan 
Persentase 4,2 5,60 66,67 

3 
Meningkatnya 

Kualitas dan 
1 

Indeks 

Pembangunan 
Angka 76,81 78,10 101,68 
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 daya saing 

SDM 

 manusia     

 

2 

Tingkat 

Pengangguran 

terbuka 

 

Persentase 

 

6,55-7,05 

 

8,52 

 

79,15 

 

3 

Indeks 

Pembangunan 

Gender (IPG) 

 

Angka 

 

77,25 

 

90 

 

116,50 

 

 

4 

Meningkatkan 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Kota 

Tomohon 

1 
Turunnya 

angka stunting 
Persentase 16 12 125 

 

2 

 

Umur harapan 

hidup 

 

Tahun 

 

72,1 

 

72,84 

 

101,03 

 
 

 
 

 

5 

Meningkatkan 
dan 

pembanguna 
n Kota 
terpadu, 

berkualitas 
berwawasan 

Lingkungan 
dan 

berkelanjutan 

1 
Indeks 

infrastruktur  
Indeks 87,5 77,87 88,99 

 

2 

Indeks kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

 

Indeks 

 

82 

 

63,12 

 

76,98 

 

3 

Persentase 

rumah tinggal 

bersanitasi 

layak 

 

Persentase 

 

98 

 

96,26 

 

98,22 

4 
Akses air 

minum layak 
Persentase 93 50,10 53,87 

 

 

6 

Meningkatnya 

kunjungan 

wisatawan 

dan 

pemajuan 

budaya lokal 

1 
Peningkatan 
PAD dari sektor 
pariwisata 

Juta 

Rupiah 
1.155 322,515 27,92 

 
2 

Lama tinggal 

wisatawan 

(length of stay) 

 
Hari 

 
3 

 
3 

 
100 

 

7 

Meningkatnya 

produksi 

komoditas 

pertanian 

 

1 

 

Produktivitas 

bahan pangan 

 

Kwa/ha 

 

63 

 

60 

 

95,24 

 
 

 
8 

 

 

Meningkatnya 

ketahanan 

pangan 

 

1 

Cadangan 

beras 

Pemerintah 

Kota 

 

Ton 

 

37 

 

11,8 

 

31,89 

 

2 

 

Pola Pangan 

Harapan 

Ketersediaan 

 

Skor 

 

87,6 

 

91,45 

 

104,39 

9 
Melaksanakan 

Reformasi 
1 

Indeks 

Reformasi 
Nilai 64-67 64,58 100,91 
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 Birokrasi dan 

Mewujudkan 

tata kelola 

pemerintah 

yang baik 

 Birokrasi     

 
2 

Opini terhadap 

laporan 

keuangan 

 
WTP 

 
WTP 

 
WTP 

 
100 

3 Indeks SPBE Nilai 3 3,00 100 

 
4 

Skor Kinerja 

penyelenggaraa 

n Pemerintah 

Daerah 

 
Skor 

 
3,8 

 
2,5406 

 
73,641) 

5 
Nilai SAKIP 

Kota 
nilai 71-74 64,71 91,14 

Sumber: Dari berbagai sumber 
1)Memakai target, realisasi tahun 2022. 

ĂTabel 3.3  

Pencapaian  Indikator  Kinerja  Sasaran  Pemerintah  Kota  Tomohon 

Tahun 2023  

No Predikat  
Rata -rata %  

Capaian  
Jumah  Indikator  

1 Sangat Tinggi ü 90% 11  

2 Tinggi 75 ï 89.99 8 

3 Sedang 65 ï 74.99 2 

4 Rendah 50 ï 64.99 2 

5 Sangat Rendah 0 ï 49.99 0 

Jumlah  23  
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Tabel  3.4  

Capaian  Kinerja  Sasaran  Strategis  Pemerintah  Kota  Tomohon 

Tahun 2023  

 

 
No 

 

Sasaran 

Strategis  

 

Jumlah 

Indikator  

Rata - 

rata 

Capaian 

Kinerja  

Sasaran  

 

0 ï 49.9  

Sangat 

Rendah  

 

50 ï 

64.99  

Rendah  

 

65 ï 

74.99  

Sedang  

75 ï 

89.99  

Tinggi  

 

>90  

Sangat 

Tinggi  

 
 
 

 
 
 

 
1 

Meningkatnya 

toleransi antar 

umat beragama 

dan 

terpeliharanya 

keamanan dan 

ketertiban 

dalam 

kehidupan 

bermasyarakat 

serta 

terlaksanya 

kehidupan 

berdemokrasi 

 
 
 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
 
 

 
86,51 

    
 
 

 
 
 

 
ã 

 

 

2 

Meningkatnya 

perekonomian 

Kota Tomohon 

 

3 

 

83,67 

    

ã 

 

 
3 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

daya saing 

SDM 

 
3 

 
99,11 

    
 
ã 

 

 

4 

Meningkatkan 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Kota Tomohon 

 

 

2 

 

 

113,02 

     

 

ã 

 

 
 

 
 

 

5 

Meningkatkan 

infrastruktur 
dan 

pembangunan 
Kota terpadu, 
berkualitas 

berwawasan 
Lingkungan 
dan 

berkelanjutan 

 

 
 

 
 

 
4 

 

 
 

 
 

 
79,52 

    

 
 

 
 

 
ã 

 

 

 

6 

Meningkatnya 

kunjungan 

wisatawan dan 

pemajuan 

budaya lokal 

 

 

2 

 

 

63,96 

  

 

ã 
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7 

Meningkatnya 

produksi 

komoditas 

pertanian 

 

1 

 

95,24 

    
 

ã 

 

8 

Meningkatnya 

ketahanan 

pangan 

 

2 

 

68,14 

  
 

ã 

  

 
 

 
9 

Melaksanakan 

Reformasi 

Birokrasi dan 

Mewujudkan 

tata kelola 

pemerintah 

yang baik 

 
 

 
5 

 
 

 
93,14 

     
 

 
ã 

 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama 

(IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 

instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Untuk 

mengukur keberhasilan visi dan misi pembangunan di Kota Tomohonselang periode 

lima tahun sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJMD) Kota Tomohon tahun 2021-2026 telah ditetapkan tolok ukur beserta 

target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Sesuai 

RPJMD Kota Tomohon tahun 2021-2026, diambil sasaran, indikator, sartuan, dan 

target bersesuaian yaitu target untuk tahun 2023 (Lihat Tabel 3.2). Dalam upaya 

untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon melakukan 

reviu terhadap Indikator  Kinerja Utama (IKU), dalam melakukan reviu dengan 

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 menunjukan hasil 

sebagai berikut: 
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SASARAN 

STRATEGIS  1  : 

 
 

Tabel  3.5  

Capaian  Kinerja  Sasaran  ñMeningkatnya toleransi  antar  umat  beragama  dan  terpeliharanya  keamanan  dan 
ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksanya kehidupan berdemokrasiò Tahun 2023 

 

 

 

No 

 

 

Indikator 

Kinerja  

 

 

Satuan  

 
Realisasi 

Tahun 

awal  

Tahun  2021  Tahun  2022  TAHUN 2023  
Target 

Tahun 

2026  

(Akhir 

Tahun  

RPJMD)  

Capaian 

s/d 

Tahun 

2023 

(%)  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

 

 
1 

Indeks 
Kerukunan 

Umat 
beragama / 
Indeks Kota 
Toleran 

 

 
Skor 

 

 
6,183 

 

 
6,2 

 

 
6,183 

 

 
99,73 

 

 
6,3 

 

 
6,133 

 

 
97,35 

 

 
6,3 

 

 
5,451) 

 

 
86,5 

 

 
6,6 

 

 
94,52 

Sumber: 1)Indeks Kota Toleran Tahun 2023, www.setara-institute.org 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 
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1.  Indeks  Kerukunan  Umat  Beragama  /  Indeks  Kota  Toleran  
 

Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah 

kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi 

sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai 

jaminan konstitusi,  hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan 

tata kelola pemerintahan yang inklusif. Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 

merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk 

mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota 

Toleran 2023 merupakan publikasi ke-7 SETARA Institute sejak dipublikasikan 

pertama kali pada tahun 2015. Indeks Kerukunan Umat Beragama ini mengukur 

tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Menurut Lembaga 

SETARA Institusi ditetapkan 4 variabel dengan 8 indikator yang menjadi penilaian, 

yaitu:  

1. Regulasi Pemerintah Kota 

Indikator 1: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hokum 

pendukung lainnya. 

Indikator  2: Ada tidaknya kebijakan diskriminatif.  

2. Regulasi Sosial 

Indikator  3: Peristiwa intoleransi. 

Indikator  4: Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi. 

3. Tindakan Pemerintah 

Indikator  5: Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi. 

Indikator 6: Tindakan nyata terkait isu toleransi.  

4. Demografi Sosio-Keagamaan 

Indikator  7: Heterogenitas keagamaan penduduk. 

Indikator 8: Inklusi sosial keagamaan.  

Terkait dengan indikator Indeks Kerukunan Umat beragama/Indeks Kota 

Toleran, setiap tahunnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tomohon melalui Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon. Sesuai Tabel 3.6 Tahun 2023, 

berdasarkan Laporan IKT Tahun 2023, Pemerintah Kota Tomohon memperoleh skor 

5,45. IKT Kota Tomohon tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 
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2022 dan menjadi urutan ke-17. Berdasarkan Skor IKT tersebut maka capaian Indeks 

Kota Toleran Kota Tomohon Tahun 2023 sebesar 86,5% dengan predikat kriteria 

penilaian realisasi kinerja ñtinggi ò. 

Tabel  3.6  

Skor  Lengkap  18  Kota  pada  Indeks  Kota  Toleran  2023  
 

Sumber: Indeks Kota Toleran Tahun 2023, www.setara-institute.org 

 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Terselenggaranya kegiatan dan pembentukan kerjasama dengan mitra 

kerja / Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 

2) Pemerintah Kota Tomohon telah menyalurkan bantuan operasional. 

3) Pemerintah Kota Tomohon telah menyalurkan bantuan rumah ibadah. 

4) Pemerintah Kota Tomohon telah menyediakan dukungan layanan 

keagamaan. 

 
ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

Dalam pelaksanaan indikator Indeks Kerukunan Umat beragama /  Indeks Kota 

Toleran masih terdapat Politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol- 

simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik 

http://www.setara-institute.org/
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tertentu  sehingga menggiring masyarakat ke arah konservatisme radikal 

secara pemikiran. 

 

ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh-tokoh 

agama dalam rangka meningkatkan sinergitas kerukunan umat beragama. 

2) Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk dapat menerima perbedaan 

di Kota Tomohon. 

3) Menumbuhkan sifat saling percaya dan saling memahami antar masyarakat 

4) Memberikan pemahaman bahwa realitas keberagaman dalam kehidupan 

masyarakat merupakan keniscayaan sosial. 

 

ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang berkaitan Indeks 

Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang 

berkompetensi. Sumber daya manusia dalam hal ini berasal dari unsur 

Pemerintah Kota Tomohon sebagai pelaksana program dan kegiatan dan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon sebagai 

penyelenggara seluruh program dan kegiatan. 

 
ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Pembinaan  dan  Pengembangan  Ketahanan  Ekonomi,  

Sosial  dan  Budaya  

dengan kegiatan Sosialisasi Tokoh ï Tokoh Agama se Kota Tomohon. 
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SASARAN 

STRATEGIS  2  : 

 

 

Tabel  3.7  
Capaian  Kinerja  Sasaran  ñMeningkatnya perekonomian  Kota  Tomohonò 

Tahun 2023  
 

 

 

No 

 

 

Indikator 

Kinerja  

 

 

Satuan  

 

Realisasi 

Tahun 

awal  

Tahun  2021  Tahun  2022  
 

Tahun  2023  

Target 

Tahun 

2026  

(Akhir 

Tahun  

RPJMD)  

Capaian 

s/d 

Tahun 

2023 

(%)  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

1 
Laju 
pertumbuhan 
ekonomi 

% -0,41 4,8-5 1,95 40,63 
5,61- 

6,61 
5,17 92,16 

6,11- 

6,18 
5,321) 87,07 

7,61- 

8,11 
68,91 

2 Indeks Gini Poin 0,360 0,35 0,354 98,86 0,34 0,374 90,00 0,33 0,3392) 97,27 0,295 85,08 

3 
Angka 
kemiskinan % 5,6 5,4 5,69 94,63 

5,46- 
4,86 

5,26 103,66 4,2 5,601) 66,67 3,36 33,33 

Sumber: 1)Kota Tomohon dalam Angka 2024, BPS Kota Tomohon 
2)BPS Provinsi Sulawesi Utara 2024 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 
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1.  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  
 

 

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah 

tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan 

pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, 

yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli 

masyarakat sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kemakmuran penduduk. 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon terus bertambah dari 

tahun 2021 sampai tahun 2023, walaupun kenaikan dari tahun 2022 

sampai tahun 2023 tidak melonjak drastis, tetapi secara umum kegiatan 

ekonomi di Kota Tomohon terus bertumbuh dibandingkan kegiatan 

ekonomi pada tahun 2021 (masa pandemi covid-19). Bangkitnya 

kegiatan ekonomi di Kota Tomohon diharapkan akan terjadi pada 

beberapa tahun ke depan dengan catatan tidak adanya kejadian global 

yang menekan kegiatan ekonomi Indonesia yang berdampak juga di 

Kota Tomohon. Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka 

capaian untuk indikator kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 87,07% 

dan dikategorikan ñtinggiò. 

Secara khusus, laju pertumbuhan ekonomi merujuk kepada Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mana merupakan jumlah nilai 

tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah. 

PDRB dapat disajikan dalam dua versi penilaian yaitu atas dasar harga 

konstan dan atas dasar hagar berlaku. Untuk harga berlaku, seluruh 

agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, 

sedangkan untuk harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga satu 

tahun dasar tertentu, dalam hal ini pada tahun 2010.  
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Tabel  3.8  

PDRB Atas  Dasar  Harga  Berlaku  Menurut  Lapangan  Usaha 
di Kota Tomohon (miliar rupiah), 2019 -  2023  

 

Sumber: Tomohon dalam Angka 2024, BPS Kota Tomohon 
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Tabel  3.9  

PDRB Atas  Dasar  Harga  Konstan  Menurut  Lapangan  Usaha 
di Kota Tomohon (miliar rupiah), 2019 -  2023  

 

Sumber: Tomohon dalam Angka 2024, BPS Kota Tomohon 
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Sesuai Tabel 3.8 dan Tabel 3.9, dapat dilihat bahwa sektor 

konstruksi merupakan sektor dengan kontribusi terbesar pada PDRB, 

untuk harga berlaku sektor ini menyumbang 20,36% dari total PDRB. 

Sedangkan jika melihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga 

konstan, dua sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu sektor jasa 

lainnya (11,88%) dan penyediaan jasa akomodasi makan dan minum 

(11,25%). Gambaran makro kegiatan ekonomi Kota Tomohon 

memperlihatkan wajah kota yang tidak lagi bertumpuh pada sektor 

pertanian. Konstruksi, jasa dan akomodasi makan minum nampaknya 

berperan penting dalam peningkatan perekonomian kota. 

 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Tersedianya sumber daya manusia yang berkompetensi memadai untuk 

melaksanakan proses pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber 

daya alam; 

2) Tersedianya teknologi yang memadai untuk percepatan pembangunan 

ekonomi kerja agar lebih efisien, berkualitas dan berkuantitas yang 

berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian;  

3) Adanya kerja keras, kerja cerdas, jujur dan sebagainya yang mendorong 

proses pembangunan ekonomi di Kota Tomohon; 

4) Faktor produksi, investasi, perdagangan luar negeri; 

5) Adanya kebijakan moneter dan inflasi serta keuangan negara; 

6) Tersedianya anggaran yang memadai dalam kelancaran pembangunan 

ekonomi di Kota Tomohon; 

7) Meningkatnya teknologi tepat guna; 

8) Terkendalinya pertumbuhan penduduk; 

9) Berakhirnya pandemi covid-19. 

 
ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Meningkatnya angka kemiskinan dari tahun sebelumnya; 

2) Masih terbatasnya jumlah produksi barang dan jasa; 
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3) Melonjaknya harga beberapa komoditas barang dan jasa, 

terutama beberapa jenis bahan pokok. 

 

ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Tomohon yang 

akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial; 

2) Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai 

sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah; 

3) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan 

vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) di Kota Tomohon; 

4) Meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian; 

5) Pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, 

akses, dan amenitas (3A) sebagai quick wins melalui pengembangan 

destinasi unggulan pariwisata tematik yakni wisata agrowisata, wisata 

sejarah, religi, dan tradisi -seni budaya; 

6) Menurunkan angka kemiskinan; 

7) Mengadakan operasi pasar terutama harga bahan pokok untuk 

menstabilkan harga; 

8) Meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa dengan berbagai 

intervensi pemerintah menyangkut kebijakan dan implementasinya;  

9) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan peningkatan laju pertumbuhan 

ekonomi Kota Tomohon. 

 

ü Analisis  atas  Efisiensi  Sumberdaya  

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang berkaitan dengan 

laju pertumbuhan ekonomi dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang 

berkompetensi. Sumber daya manusia dalam hal ini berasal dari unsur 

Pemerintah Kota Tomohon sebagai pelaksana program dan kegiatan dan 

Badan Pusat Statistik Kota Tomohon sebagai pengolah dan publikasi data-data 

pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon. 
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ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Perekonomian  dan  Pembangunan  

a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; 

b. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; 

c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 

d. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

e. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; 

f. Kegiatan Bimtek Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan; 

g. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 

di Bidang PERKIM, PUPR, Pertanahan dan Perhubungan; 

h. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan di Bidang 

PERKIM, PUPR, Pertanahan dan Perhubungan; 

i. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi dalam rangka Pengendalian 

Pembangunan; 

j. Kegiatan koordinasi pelaksanaan Sulut Expo; 

k.  Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD dan BLUD; 

l. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; 

m.  Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, dan 

Perikanan. 

2.  Indeks  Gini  
 

 

Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi 

pendapatan adalah Indeks Gini. Ini merupakan ukuran yang memenuhi 

empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang 

dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip indenpendensi skala (tidak 

bergantung pada perekonimian suatu daerah yang diukur), prinsip 

independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk) dan prinsip 

transfer (mengasumsikan semua pendapatan lainnya konstan). Indeks 

Gini sama dengan 0 menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang 

rendah (pemerataan sempurna) sedangkan nilai 1 menunjukkan tingkat 
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kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna). Tafsiran dari 

nilai Indeks Gini sebagai berikut: 

a. terletak antara 0,50 ï 0,70 menandakan pemerataan sangat 

timpang; 

b. terletak antar 0,36 ï 0,49 menunjukkan kesenjangan sedang; dan 

c. terletak antara 0,20 ï 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi 

(merata).  

Sesuai capaian tahun 2023, Indeks Gini Kota Tomohon sebesar 

0,339. Angka ini hampir sama dengan target sebesar 0,33 dan turun jika 

dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Tafsirannya sampai 

pada tahun 2023, di Kota Tomohon pendapatan masyarakat relatif 

tersebar merata. Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka 

capaian untuk indikator kinerja Indeks Gini sebesar 97,27% dan 

dikategorikan ñsangat tinggiò. 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Upah minimum di Kota Tomohon yang ditetapkan pada tingkat wajar 

membantu meningkatkan pendapatan pekerja dan mengurangi kesenjangan 

pendapatan antara pekerja dengan upah tinggi dan rendah;  

2) IPM Kota Tomohon yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya mengartikan 

fokus pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota menempatkan 

pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif sehingga memiliki potensi 

untuk mengurangi ketimpangan pendapatan; dan  

3) Pengeluaran Pemerintah Kota Tomohon yang merata pada sektor ï sektor 

yang dibutuhkan seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan dapat 

meningkatkan akses terhadap layanan tersebut yang berdampak pada 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata. 

 
ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun 2023 tidak serta merta 

mengurangi ketimpangan karena masih adanya ketimpangan nyata dalam 

hal pembangunan ekonomi, tertutama fokus pada sektor industri yang masih 

kurang di Kota Tomohon; 
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beras sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan subsidi listrik serta gas yang 

produktivitas tenaga kerja dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pasar 

mempersiapkan angkatan kerja dengan ketrampilan yang dibutuhkan pasar 

2) Masih kurangnya investasi mempengaruhi ketimpangan 

pendapatan. Harapannya dengan adanya peningkatan investasi di 

sektor ekonomi tertentu dapat menciptakan lapangan kerja baru.  

 
ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) 
 

sangat mempengaruhi akan sangat mempengaruhi penurunan gini ratio;  

2)  

Kesehatan; 

3)  

lapangan pekerjaan yang layak dan bantuan untuk masyarakat miskin; 

4)  

Kebutuhan Hidup Layak (KLH), pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan 
 

kerja;  

5)  
 

kerja;  

6)  

meningkatkan pendapatan Masyarakat; dan 

7) Perluasan kses ke fasilitas dan layanan kesehatan dan pendidikan. 
 

 
ü Analisis  atas  Efisiensi  Sumberdaya  

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang berkaitan dengan 

laju pertumbuhan ekonomi dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang 

berkompetensi. Sumber daya manusia dalam hal ini berasal dari unsur 

Pemerintah Kota Tomohon sebagai pelaksana program dan kegiatan dan 

Badan Pusat Statistik Kota Tomohon sebagai pengolah dan publikasi data-data 

pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon. 

Pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang dapat 

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk 

Penetapan kebijakan upah minimum proporsional dengan memperhatikan 

Penekanan kemiskinan melalui pemerataan kesempatan, penciptaan 

Peningkatan dan perbaikan infrastruktur  dasar, pendidikan dasar dan 

Pemerintah Kota Tomohon mengulirkan Program Keluarga Harapan (PKH), 
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ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Pemenuhan  Upaya  Kesehatan  Perorangan  dan 

Kesehatan Masayarakat  

Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, usia produktif,  usia lanjut,  ibu 

hamil, ibu bersalin, penderita penyakit kronis, gangguan jiwa, dan lainnya.  

2)  Program  Pengelolaan  Pendidikan  

Pembangunan, rehabilitasi sarana parasarana pendidikan dan peningkatan akses 

pendidikan ke semua lapisan masyarakat. 

3)  Program  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  

Pendataan fakir miskin, penjangkauan anak terlantar, dan fasilitas bantuan sosial 

kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomo masyarakat. 

4)  Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 

Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan Lembaga pelatihan 

kerja swasta, konsultsai produktivitas pada perusahaan kecil, dan pengukuran 

produktivitas tingkat daerah.  

5)  Pro gram  Pengembangan  Iklim  Penanaman  Modal  

Pembuatan peta potensi investasi Kota, dan penetapan pemberian fasilitas/ insentif 

di bidang penanaman modal. 

 

 

3.  Angka  Kemiskinan  
 

Sebagaimana amanat Sustainable Development Goals (SDGs) yang 

salah satunya untuk kelangsungan pembangunan manusia dan 

pemberantasan kemiskinan, dan juga arahan RPJMN, masalah 

kemiskinan dan pengangguran menjadi urusan prioritas. Penduduk 

miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita 

per bulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipanndang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Angka kemiskinan di Kota Tomohon pada tahun 2023 naik 

dibandingkan dengan tahun 2022 yang sama dengan angka kemiskinan 
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pada tahun 2020. Jadi, walaupun pendapatan masyarakat relatif tersebar 

merata (Lihat nilai Indeks Gini), tetapi terjadi penambahan jumlah 

penduduk miskin. Kenaikan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah 

untuk menurunkan kembali angka kemiskinan pada tahun mendatang. 

Sesuai Tabel 3.10, memang terjadi peningkatan garis kemiskinan dari 

tahun 2022 sampai tahun 2023 sebesar 46.827 jika dibandingkan dengan 

peningkatannya dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sebesar 20.744. 

Beberapa masyarakat atau kelompok masyarakat dengan pekerjan 

tertentu dari sebelumnya tidak miskin mungki n akan tergolong miskin. 

Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka capaian untuk 

indikator kinerja Tingkat Kemiskinan sebesar 66,67% dan dikategorikan 

ñsedangò. 

Tabel  3.10  
Garis  Kemiskinan,  Jumlah,  dan  Persentasi  Penduduk  Miskin  di  Kota 

Tomohon, Tahun 2016 ï 2023  
 

Sumber: Tomohon dalam Angka Tahun 2024, BPS Kota Tomohon 

 

Pembandingan dengan 15 (lima belas) Kabupaten Kota di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lihat Tabel 3.10), pada tahun 2023 Persentasi penduduk 

miskin di Kota Tomohon berada di angka kedua terendah setelah 

Kota Kotamobagu. 
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Tabel  3.11  

Persentasi  Penduduk  Miskin  Menurut  Kabupaten/Kota  (Ribu 
Jiwa), Tahun 2021 ï 2023  

Kab/Kota 
Tahun 

2021 2022 2023 

Kab. Bolaang Mengondow 7.58 7.04 7.37 

Kab. Minahasa 7.67 7.05 6.87 

Kab. Kepulauan Sangihe Talaud 11.02 10.50 11.01 

Kab. Kepulauan Talaud 9.00 8.25 8.46 

Kab. Minahasa Selatan 9.37 9.00 8.89 

Kab. Minahasa Utara 7.11 6.60 6.65 

Kab. Bolaang Mongondow Utara 8.03 7.31 7.90 

Kab. Kep. Siau Tagulandang 

Biaro 8.94 8.20 8.76 

Kab. Minahasa Tenggara 12.47 11.78 11.84 

Kab. Bolaang Mongondow 
Selatan 12.85 11.92 12.04 

Kab. Bolaang Mongondow 

Timur 6.10 5.85 5.80 

Kota Manado 6.19 5.85 5.79 

Kota Bitung 6.43 6.20 6.56 

Kota Tomohon 5.69 5.26 5.60 

Kota Kotamobago 5.74 5.19 5.03 

Sulawesi Utara 7.77 7.28 7.38 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024 

 
ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Perubahan rata-rata upah buruh per hari; 

2) Pemerintah Kota Tomohon semakin gencar memberikan stimulan berupa 

bantuan sosial bagi penduduk miskin; 

3) Adanya perubahan harga eceran tertinggi  (HET) beberapa komoditas 

pokok, seperti penurunan harga beras, telur, ayam dan sebagainya; dan 

4) Meningkatnya kuota penerima pelaksana program bantuan pangan non- 

tunai (BPNT); 

 
ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Hingga akhir tahun 2022 masih ada KPM yang belum mendapatkan 

bantuan sosial BNPT; 
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2) Meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan 

kesempatan kerja; dan 

3) Berkurangnya lapangan pekerjaan yang merupakan dampak dari adanya 

pandemic COVID-19. 

 
ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Diberikan bantuan pangan dan bantuan pangan non tunai (BPNT), program 

keluarga harapan (PKH), serta bantuan iuran jaminan kesehatan Kartu 

Indonesia Sehat (KIS); 

2) Peningkatan anggaran perlindungan dan jaminan sosial; 

3) Peningkatan rehabilitasi sosial; 

4) Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan; 

5) Melakukan pemberdayaan sosial dalam rangka peningkatan produktivitas 

kelompok miskin dan rentan; dan 

6) Pemerintah Kota Tomohon harus memberikan perhatian khusus kepada 

masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat melalui pendidikan dan program lainnya, menjaga upah 

minimum untuk memenuhi kebutuhan taraf hidup masyarakat, menjaga  

perkembangan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, dan 

melakukan banyak pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan 

keterampilan. 

 
ü Analisis  atas  Efisiensi  Sumberdaya  

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang berkaitan dengan 

laju angka kemiskinan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang 

berkompetensi. Sumber daya manusia dalam hal ini berasal dari unsur 

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon sebagai 

pelaksana program dan kegiatan serta Badan Pusat Statistik Kota Tomohon 

sebagai pengolah dan publikasi data-data pertumbuhan ekonomi Kota 

Tomohon. 
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ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Pemberdayaan  Sosial  

Pengembangan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial daerah 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

2)  Program  Rehabilitasi  Sosial  

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar 

Panti Sosial 

b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial 

3)  Program  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  

a. Pemeliharaan Anak-anak Terlantar 

b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 
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Tabel  3.12  
Capaian  Kinerja  Sasaran  ñMeningkatnya Kualitas  dan  daya  saing  SDMò 

Tahun 2023  
 

 

 
No 

 

Indikator 

Kinerja  

 

 
Satuan  

 
Realisasi 

Tahun 

awal  

 

Tahun  2021  

 

Tahun  2022  

 

TAHUN 2023  
Target  Tahun 

2026 (Akhir 

Tahun 

RPJMD)  

Capaian 

s/d 

Tahun 

2023  

(%)  
Target  Realisasi  %  Target  Realisasi  %  Target  Realisasi  %  

1 
Indeks 
Pembangunan 
manusia 

Angka 76,69 77 76,86 99,82 76,72 77,44 100,94 76,81 78,101) 101,68 77,14 101,24 

2 
Tingkat 
Pengangguran 
terbuka 

% 8,99 7,5 8,84 82,13 
7,02- 
7,73 

8,11 95,08 
6,55- 
7,05 

8,521) 79,15 5,05-5,55 46,49 

3 
Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

Angka 76,69 77 98,95 128,51 77,1 99,00 128,40 77,25 

 

902) 116.50 77,8 115,68 

Sumber: 1)Tomohon dalam Angka 2024, BPS Kota Tomohon 
2)LKJIP Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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1.  Indeks  Pembangunan  Manusia  
 

 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas 

hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 

tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: umur panjang dan 

hidup sehat (a long and healthy life ); pengetahuan ( knowledge); dan 

standar hidup layak (decent standard of living). Selama hampir dua 

dasawarsa, IPM terus digunakan dalam berbagai perencanaan 

pembangunan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta tantangan pembangunan, United Nation Develpoment 

Programms (UNDP) mengembangkan gagasan baru dalam penghitungan 

pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan 

penghitungan IPM dengan metode yang baru. Metode ini menggunakan 

indikator baru dalam penghitungan IPM. Indikator Angka Melek Huruf dan 

gabungan Angka Partisipasi Kasar diganti dengan Indikator  Harapan Lama 

Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator Produk Domestik Bruto 

(PDB) per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per 

kapita. Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan 

metode baru tahun 2014. Sejak saat itu, Indonesia telah meninggalkan 

penghitungan IPM dengan metode lama. Indikator yang digunakan di 

Indonesia sama dengan UNDP, kecuali PNB per kapita karena PNB per 

kapita tidak tersedia pada tingkat kabupaten/kota. Indikator ini diproksi 

dengan pengeluaran per kapita. 

a.  Angka  harapan  Hidup  

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Tomohon terus mengalami 

peningkatan sepanjang tahun (Lihat Tabel 3.13), tercatat dari tahun 

2021 sampai tahun 2023 terus bertambah hingga pada tahun 2023 

menjadi sebesar 72,84 tahun. Dari 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 

dari tahun 2021 sampai tahun 2023, Kota Tomohon memiliki angka 

harapan hidup tertinggi. 
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Tabel  3.13  

Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota 
Tahun 2021 ï 2023  

 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2021 2022 2023 

Bolaang Mongondow 69.45 69.78 70.07 

Minahasa 71.16 71.49 71.82 

Kepulauan Sangihe 70.18 70.51 70.78 

Kepulauan Talaud 70.24 70.57 70.91 

Minahasa Selatan 70.01 70.35 70.71 

Minahasa Utara 71.40 71.68 71.99 

Bolaang Mongondow 
Utara 67.73 68.05 68.33 

Kepulauan Sitaro 70.87 71.27 71.59 

Minahasa Tenggara 70.21 70.52 70.86 

Bolaang Mongondow 
Selatan 64.49 64.74 64.95 

Bolaang Mongondow 

Timur 67.94 68.24 68.51 

Kota Manado 71.90 72.18 72.50 

Kota Bitung 71.10 71.38 71.68 

Kota Tomohon 72.06 72.44 72.84 

Kota Kotamobagu 70.60 70.98 71.34 

Sulawesi Utara 71.76 72.08 72.40 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024 

 
b.  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam 

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di 

masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap 

bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk 

yan bersekolah per jumlah penduduk untuk umur  yang sama saat ini. HLS 

dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat 

digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di 

berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan 

(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka 

HLS Kota Tomohon sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2023 terus 

mengalami peningkatan walaupun tidak besar (Lihat Tabel 3.14). Pada 
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tahun 2023, HLS di Kota Tomohon meningkat menjadi 14,24 tahun dan 

tertinggi dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulwesi Utara Hal ini juga 

menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tomohon masih memiliki kemauan 

bersekolah yang tinggi. 

Tabel  3.14  

Harapan  Lama  Sekolah  Kabupaten/Kota 

Tahun 2021 -  2023  

 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2021 2022 2023 

Bolaang Mongondow 11.53 11.61 11.63 

Minahasa 14.15 14.17 14.18 

Kepulauan Sangihe 12.47 12.59 12.60 

Kepulauan Talaud 12.59 12.65 12.66 

Minahasa Selatan 12.83 12.98 12.99 

Minahasa Utara 12.92 13.06 13.07 

Bolaang Mongondow 
Utara 

12.17 12.34 12.38 

Kepulauan Sitaro 11.86 12.02 12.03 

Minahasa Tenggara 12.43 12.44 12.45 

Bolaang Mongondow 
Selatan 

12.30 12.31 12.33 

Bolaang Mongondow 
Timur 

11.86 11.88 11.90 

Kota Manado 14.16 14.17 14.19 

Kota Bitung 12.62 12.65 12.66 

Kota Tomohon 14.21 14.23 14.24 

Kota Kotamobagu 12.88 12.89 12.90 

Sulawesi Utara 12.94 12.95 12.96 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024 

 
c. Pengeluaran  Perkapita  

Rata ï rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama 

sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran 

untuk kosumsi makanaan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan 

konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik 

konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke 

dalam pengeluaran rata- rata sebulan. Sampai tahun 2023, pengeluaran 
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per kapita di Kota Tomohon sebesar 12.488 (Ribu Rupiah) (Lihat Tabel 

3.15). pengeluaran perkapita di Kota Tomohon tergolong besar jika 

dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Utara. Secara 

rinci, persentasi penduduk di Kota Tomohon dengan pengeluaran per 

kapita sebulan lebih dari Rp. 1.500.000 sebesar 37% (Lihat Grafik 3.1). 

Suatu anomali dengan garis kemiskinan Kota Tomohon pada tahun 2023 

sebesar Rp. 508.251 (Lihat kembali Tabel 3.10). Sedangkan menurut 

kelompok komoditas (Lihat Tabel 3.15), rata rata pengeluaran per kapita 

sebulan di Kota Tomohon pada tahun 2023, untuk kelompok makanan 

didominasi oleh pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi, padi ï 

padian dan ikan. Sedangkan untuk kelompok bukan makanan didominasi 

oleh perumahan dan fasilitas rumah tangga dan aneka barang/jasa. 

Tabel  3.15  

Pengeluaran  Per  Kapita  Disesuaikan  (Ribu  Rupiah)  Kabupaten/Kota 

Tahun 2021 -  2023  

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2021 2022 2023 

Bolaang Mongondow 10220 10614 10915 

Minahasa 12481 12690 13027 

Kepulauan Sangihe 11524 11631 11946 

Kepulauan Talaud 8558 8869 9146 

Minahasa Selatan 11554 11717 12090 

Minahasa Utara 11481 11593 11958 

Bolaang Mongondow 
Utara 

 
9143 

 
9285 

 
9652 

Kepulauan Sitaro 8145 8401 8742 

Minahasa Tenggara 10479 10753 11034 

Bolaang Mongondow 
Selatan 

 
8939 

 
9238 

 
9593 

Bolaang Mongondow 
Timur 

 
9115 

 
9390 

 
9741 

Kota Manado 13991 14399 14822 

Kota Bitung 12271 12665 12954 

Kota Tomohon 11851 12268 12488 

Kota Kotamobagu 10848 11151 11452 

Sulawesi Utara 10882 11179 11497 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024 
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Gambar  3.1  

Persentase  Penduduk  Menurut  Golongan  Pengeluaran  Per  Kapita  Sebulan 
di Kota Tmohon (%), Tahun 2023  

 

Sumber: Tomohon dalam Angka 2024, BPS Kota Tomohon 

 
Tabel  3.16  

Rata  ï Rata  Pengeluaran  Per  Kapita  Sebulan  Menurut  Kelompok 
Komoditas (Rupiah) di Kota Tomohon, Tahun 2022 -  2023  

Sumber: Tomohon dalam Angka 2024, BPS Kota Tomohon 
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Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat  

bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tomohon 

menjelaskan bagaimana penduduk Kota Tomohon dapat mengakses 

hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, 

pendidikan dan sebagainya melalui i n d i k a t o r angka harapan hidup, 

harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat yang 

didekati dengan nilai pengeluaran perkapita. Indeks Pembangunan Manusia di 

Kota Tomohon (Lihat Tabel 3.17) tahun 2023 sebesar 78,10 berada pada 

peringkat kedua di Provinsi Sulawesi Utara. Jika dibandingkan dengan 

target dan realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja IPM sebesar 

101,68% dan dikategorikan ñsangat tinggiò. 

 

Tabel  3.17  

Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kabupaten/Kota 
Tahun 2021 ï 2023  

 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2021 2022 2023 

Bolaang Mongondow 68.16 68.95 69.62 

Minahasa 75.73 76.18 76.96 

Kepulauan Sangihe 71.07 71.63 72.22 

Kepulauan Talaud 69.83 70.43 71.14 

Minahasa Selatan 72.32 72.89 73.66 

Minahasa Utara 74.11 74.69 75.31 

Bolaang Mongondow 
Utara 

 
67.39 

 
68.06 

 
68.64 

Kepulauan Sitaro 68.05 68.94 69.57 

Minahasa Tenggara 71.06 71.48 71.93 

Bolaang Mongondow 
Selatan 

 
65.42 

 
65.90 

 
66.40 

Bolaang Mongondow 
Timur 

 
66.55 

 
67.21 

 
67.95 

Kota Manado 79.20 79.66 80.14 

Kota Bitung 74.20 74.70 75.11 

Kota Tomohon 76.86 77.44 78.10 

Kota Kotamobagu 73.47 73.96 74.43 

Sulawesi Utara 73.30 73.81 74.36 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024 
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ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Daerah Kota Tomohon menyediakan unsur pendidikan berupa sarana dan 

prasarana pendidikan, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi, dan 

renovasi ruang kelas; serta meningkatkan jumlah tenaga pengajar di Kota 

Tomohon; 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Daerah Kota Tomohon menyelenggarakan pemberian Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada peserta didik yang memiliki 

latar belakang keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah, serta 

pemberian bantuan pendidikan kepada siswa kurang mampu; 

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Daerah Kota Tomohon melaksanakan kemitraan dengan 

lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan swasta; 

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota 

Tomohon menyediakan unsur Kesehatan, meningkatkan tenaga medis 

seperti dokter, bidan dan perawat di setiap pusat -pusat layanan 

Kesehatan; dan 

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota 

Tomohon membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan. 

 

ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Jumlah tenaga pendidik di Kota Tomohon yang belum memadai; 

2) Pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya refocusing dan realokasi 

anggaran sehingga terjadi pengurangan jumlah anggaran dan sasaran 

dalam pembangunan, renovasi, dan revitalisasi satuan pendidikan; 

3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketepatan usia anak 

untuk memasuki jenjang SD yang sesuai dengan kesiapan dan 

perkembangan psikologis anak; 
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4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pelayanan 

Kesehatan tidak dapat dijalankan dengan maksimal sehingga secara 

umum akan mempengaruhi target-target yang telah ditetapkan; dan  

5) Peningkatan angka pengangguran terbuka sebagai dampak dari pandemi 

covid-19 sehingga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan 

menurunya tingkat perekonomian.  

ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Daerah Kota Tomohon meningkatkan efektifitas penyaluran dan 

penggunaan dana BOS, serta memprioritaskan pemberian Kartu Indonesia 

Pintar (KIP) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada peserta didik 

yang belum termasuk dalam penerima KIP; 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota 

Tomohon melakukan peningkatan kemampuan dasar manusia terkait 

derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, serta terpenuhinya 

standar hidup layak; 

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Daerah Kota Tomohon memperhatikan dan meningkatkan pembangunan 

dan perbaikan sarana prasarana pendidikan seperti program ruang kelas 

baru, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan pembangunan sarana pendidikan 

lainnya; 

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Daerah Kota Tomohon meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga 

pendidik dan pembangunan fasilitas dan sarana Pendidikan; 

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Daerah Kota Tomohon meningkatkan koordinasi dengan 

lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan swasta untuk bersama 

menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, mengingat sebagian 

besar sekolah di Kota Tomohon dikelola oleh swasta; 
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6) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota 

Tomohon memperhatikan dan meningkatkan pembangunan fasilitas dan 

sarana kesehatan agar lebih terjangkau dan memadai; dan 

7) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota 

Tomohon meningkatkan kulitas tenaga kesehatan dan pemerataan bagi 

tenaga-tenaga kesehatan. 

ü Analisis  atas  Efisiensi  Sumberdaya  

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

penunjang indikator Indeks Pembangunan Manusia berasal dari sumber daya 

manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon sebanyak 

45 Pegawai Negeri Sipil dan 26 Tenaga Kontrak, Tenaga Pendidik/Pengajar 

(berdasarkan data dari DAPODIK Tahun 2022) sebanyak 742 guru Pegawai 

Negeri Sipil dan 354 guru honorer, Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, 

tenaga kesehatan sebanyak 1074 orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon dan seluruh stakeholders yang 

terlibat dalam pelaksanaan urusan ini. 

 
ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 

3) Program Non Formal 

4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

6) Program Standar Kompetensi Lulusan (Dana BOS) 

7) Program Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

8) Program Standar Sarana dan Prasarana 

9) Program Standar Pembiyaan Pendidikan 

10) Program Standar Penilaian Pendidikan 

11) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

a) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 
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- Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil 

- Pengelolaan pelayanan ibu bersalin 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan balita 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif  

- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis 

kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 

- Pengelolaan surveilans kesehatan 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA 

- Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 

- Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 

- Penyelenggaraan kabupetan/kota sehat 

- Operasional layanan rumah sakit 

- Operasional pelayanan puskesmas 

- Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota 

b) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 

- Pengelolaan data dan informasi kesehatan 

- Pengelolaan sistem informasi 

12) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan 

a) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota 

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai 

standar 

b) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber 

Daya Manusia kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber 

daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota 

13) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman 
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a) Pemberian izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal,  

usaha mikro obat tradisional (UMOT) 

- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan 

perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha 

mikro obat tradisional (UMOT) 

- Peneyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut 

pengawasan perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan 

optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) 

14) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

a) Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta 

masyarakat dan lintas ektor tingkat daerah kabupaten/kota  

Peningkatan upaya promosi kesehatan, Advokasi, pemberdayaan, 

kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat 

b) Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih sehat 

c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

 

2.  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  
 

 
Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah 

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka 

adalah orang yang termasuk dalam kategori mereka yang tidak memiliki 

pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan 

dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan 

tidak mencari perkerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat 

pekerjaan. Sampai tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kota 

Tomohon sebesar 8,84 % dan menurun pada tahun 2022 sebesar 8,11%, 

tetapi pada tahun 2023 tejadi kenaikan menjadi 8,52% (Lihat Tabel 
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3.18). Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka capaian 

untuk indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 79,15% 

dan dikategorikan ñtinggiò. 

 

Tabel  3.18  
Tingkat  Pengangguran  Terbuka  Kabupaten/Kota 

Tahun 2021 ï 2023  

 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2021 2022 2023 

Bolaang Mongondow 4.85 4.96 4.61 

Minahasa 6.14 7.00 7.65 

Kepulauan Sangihe 4.72 2.87 2.56 

Kepulauan Talaud 2.30 3.67 3.10 

Minahasa Selatan 4.90 5.77 4.98 

Minahasa Utara 8.12 7.09 7.17 

Bolaang Mongondow 
Utara 

 
5.23 

 
5.10 

 
4.48 

Kepulauan Sitaro 3.39 2.96 2.09 

Minahasa Tenggara 3.39 3.43 2.84 

Bolaang Mongondow 
Selatan 

 
4.60 

 
2.75 

 
2.55 

Bolaang Mongondow 
Timur 

 
5.99 

 
6.19 

 
5.35 

Kota Manado 12.17 10.47 8.85 

Kota Bitung 9.96 8.56 7.82 

Kota Tomohon 8.84 8.11 8.52 

Kota Kotamobagu 7.32 6.59 6.34 

Sulawesi Utara 7.06 6.61 6.10 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024 

Dalam rangka mengurangi angka pengangguran, Pemerintah Kota 

Tomohon masih perlu melakukan perluasan kesempatan kerja formal 

maupun informal. Di samping itu, upaya peningkatan kualitas  dan 

produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan usaha mandiri melalui 

optimalisasi fungsi dan pendayagunaan fasilitas yang ada harus menjadi 

fokus perhatian pula. Strategi lain yang perlu dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Tomohon untuk mengurangi angka pengangguran yaitu dengan 

menaikkan upah minimum. Dengan adanya peningkatan upah untuk menekan 

tingkat pengangguran, tentunya pemerintah harus mengambil peran penting dalam 
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melihat upah yang ada di Kota Tomohon, agar masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan upah yang didapatkan. 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota 

Tomohon menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan; dan 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota 

Tomohon memberikan pemahaman dan dorongan kepada para pencari 

kerja untuk meningkatkan kompetens diri dengan mengikuti pelatihan - 

pelatihan keterampilan yang diberikan. 

ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Pengangguran yang disebabkan jumlah angkatan kerja atau para pencari 

kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu 

menyerapnya. Jadi tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi 

terbuang percuma dan tingkat pendidikan masyarakat merosot; 

2) Penyebab pengangguran di Kota Tomohon juga dipengaruhi mutasi 

pekerjaan, saat para pekerja pindah, para pekerja ini akan menganggur 

sampai menemukan posisi di tempat baru; 

3) Tingkat persaingan kerja tinggi dan kurangnya tenaga kerja yang memi liki 

keterampilan khusus. 

4) Pekerja Baru Memasuki Dunia Kerja yang berasal dari siswa lulusan 

sekolah menengah, perguruan tinggi atau program gelar yang lebih tinggi. 

Mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan 

kualifikasi baru mereka. Itu a dalah penyebab pengangguran di Kota 

Tomohon oleh kaum muda; dan 

5) Rendahnya tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi di 

Kota Tomohon. 

 
ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota 

Tomohon melakukan kerjasama atau kemitraan dengan stakeholders untuk 

penerimaan tenaga kerja; 
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2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota 

Tomohon membuka lapangan kerja sebagai tujuan mengurangi 

pengangguran. Dengan adanya lowongan pekerjaan, maka orang yang 

tadinya menganggur akan melamar lowongan tersebut. Jika lowongan 

pekerjaannya banyak, maka peluang pencari kerja diterima juga semakin 

tinggi;  

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota 

Tomohon melaksanakan program pelatihan dan pendidikan dengan tujuan 

pembentukan keterampilan dan pengembangan potensi dapat membantu 

mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terampil akan 

memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan 

dibandingkan seseorang yang tidak memiliki keterampilan;  

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota 

Tomohon menyediakan platform penyedia info lowongan kerja. Dalam 

memberikan informasi yang valid bagi pencari kerja, pemerintah bisa 

bekerja sama dengan perusahaan penyedia info lowongan kerja dan 

perusahaan yang masih membuka kesempatan berkarir lewat bursa kerja 

online; dan 

5) Pemerintah Kota Tomohon perlu menaikkan upah minimum untuk menekan 

angka pengangguran agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan upah yang didapatkan. 

ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan indikator ini 

terdiri dari dua yaitu :  

1) Penggunaan Sumber Daya Manusia 

Upaya penggunaan Sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui multi 

pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan Tenaga Ahli dan 

Instruktur terlatih pada beberapa kegiatan,  

2) Penggunaan Sumber daya biaya 
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Pada tahun 2023 realisasi biaya/belanja untuk semua program adalah 

Rp. 7.119.190.733,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah 

Rp. 7.008.981.145,- . Persentase ini belum tercapai. 

 
ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Pelatihan  Kerja  dan  Pneingka tan  Produktivitas  Tenaga 

Kerja  

- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

- Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 

- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

2)  Program  Penempatan  Tenaga  Kerja  

Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) 

3)  Program  Hubungan  Industrial  

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 

bersama untuk Perusahaan yang Beroperasi dalam Satu Daerah 

Kabupaten/Kota 

- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok 

Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 

4)  Program  Pengelolaan  Energi  Baru  Terbarukan  

Penatausahaan Izin Pemanfataan Langsung Panas Bumi dalam Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

3.  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG)  
 

Menurut BPS, IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar 

pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan 

gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan 

menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk 

mengungkapkan ketimpangan antara laki ï laki dan perempuan. IPG dapat 

digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki 

dan perempuan. IPG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam 

kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi 
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dan politik mencakup partisipasi berpolitik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan 

keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi 

IPG. Data dasar tersebut memiliki satuan yang berbeda. Untuk itu terlebih dahulu 

dihitung nilai standarisasi agar mendapatkan agregasi guna mempermudah 

menghitung rata-rata. Untuk perhitungan masing-masing komponen perlu dihitung 

indeksnya terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan IPG. Nilai IPG berkisar antara 

0-100 persen, semakin mendekati 100 maka pembangunan gender semakin 

seimbang atau merata, semakin menjauhi 100 maka pembangunan gender makin 

timpang antar jenis kelamin.  

IPG Kota Tomohon dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tomohon melalui 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon. 

Sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 (Lihat Tabel 3.19) IPG Kota Tomohon 

mengalami kenaikan, walaupun kecil dan terlihat tinggi. Ini menunjukkan makin 

meratanya pembangunan gender di Kota Tomohon. Pada tahun 2023, IPG Kota 

Tomohon turun menjadi 90 (LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon), walaupun demikian Pemerintah Kota 

Tomohon masih menunggu sumber resmi yang diterbitkan oleh BPS. Jika memang 

terjadi penurunan, maka terdapat indikator penilaian yang dikoreksi cenderung 

sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Harapannya, publikasi BPS akan 

menunjukkan IPG Kota Tomohon yang semakin baik, yang sejalan dengan nilai IPM 

yang semakin meningkat sampai tahun 2023. 
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Tabel  3.19  

Indeks  Pembangunan  Gender  Kota  Tomohon 
Tahun 2021 -2022  

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2020 2021 2022 

Bolaang Mongondow 88.29 88.41 88.52 

Minahasa 96.53 96.02 96.30 

Kepulauan Sangihe 95.23 95.94 95.94 

Kepulauan Talaud 97.90 98.09 98.09 

Minahasa Selatan 88.74 88.78 88.80 

Minahasa Utara 96.40 96.24 96.24 

Bolaang Mongondow 
Utara 

86.77 87.02 87.35 

Kepulauan Sitaro 88.40 88.87 88.87 

Minahasa Tenggara 91.88 92.08 92.36 

Bolaang Mongondow 
Selatan 

79.70 80.09 80.42 

Bolaang Mongondow 
Timur 

90.84 90.98 91.10 

Kota Manado 96.23 96.41 96.42 

Kota Bitung 94.19 94.56 94.57 

Kota Tomohon 98.94 98.95 99.00 

Kota Kotamobagu 95.37 95.38 95.47 

Sulawesi Utara 94.42 94.61 94.89 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara tahun 2023 

Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka capaian untuk 

indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender sebesar 116,50% dan 

dikategorikan ñsangat tinggiò. 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikato r 

1) Adanya program Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan 

perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, dan program 

pencegahan kekerasan perempuan di Kota Tomohon; 

2) Adanya keterlibatan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan 

ekonomi; dan 

3) Pemerintah Kota Tomohon memberikan perhatian yang serius terhadap 

peningkatan kesejahteraan hidup perempuan berbagai aspek 

pembangunan, baik dalam akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat dari 

pembangunan.  Pembangunan  Responsif  Gender  dengan  strategi 
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Pengarustamaan Gender (PUG) dilaksanakan di semua bidang 

pembangunan serta selayaknya didukung oleh lembaga masyarakat, 

perguruan tinggi dan institusi atau lembaga lainnya.  

 
ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan sehingga tidak mampu 

untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan mitra sejajarnya;  

2) Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif; 

3) Kurangnya ketersediaan anggaran untuk menyebarluaskan KIE tentang 

Pengarusutamaan Gender maupun kegiatan yang berkaitan dengan 

dengan Pengarusutamaan Gender; 

4) Masih rendahnya peran perempuan dalam dunia kerja tidak lepas dari 

budaya patriarki yang menganggap bahwa bekerja adalah tugas lakilaki, 

sedangkan perempuan cukup berkutat pada masalah pekerjaan rumah 

tangga; dan 

5) Adanya kesenjangan upah pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, 

jam kerja, dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan 

perempuan, semakin besar kesenjangan upah yang diterima dibandingkan 

laki-laki serta rendahnya minat berwirausaha perempuan untuk menambah 

pendapatan. 

 
ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Bekerjasama dengan stakeholder terkait Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) tentang Pengarusutamaan Gender maupun kegiatan yang 

berkaitan dengan dengan Pengarusutamaan Gender, antara lain dengan 

PKK Kota Tomohon, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan institusi 

atau lembaga lainnya;  

2) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang 

pembangunan dan keterlibatan dan politik;  

3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG); 
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4) Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan 

melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan; 

5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak 

dari berbagai tindak kekerasan; 

6) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal;  

7) Pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban 

bencana dan konflik; 

8) Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan; 

9) Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas 

dalam rangka mendukung Pembangunan Manusia Berbasis Gender tumbuh 

kembang dan kelangsungan hidup; 

10)  Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, 

penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, 

penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan 

11) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. 

 
ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

penunjang indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tomohon 

berasal dari sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon yang terdiri dari 19 Pegawai 

diantaranya 6 Pejabat Struktural, 8 Pejabat Fungsional Tertentu dan 5 

Fungsional Umum dan seluruh stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan 

urusan ini. 

 
ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1) Program  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  pada  Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota  

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, 

Hukum, Sosial dan Ekonomi Sub kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 
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SASARAN 

STRATEGIS  4  : 

 
 

 

 
 

 
Tabel  3.20  

Capaian  Kinerja  Sasaran  ñMeningkatkan derajat  kesehatan  masyarakat  Kota  Tomohonò 

Tahun 2023  
 

 

 

No 

 

 
Indikator 

Kinerja  

 

 

Satuan  

 
Realisasi 

Tahun 

awal  

Tahun  2021  Tahun  2022  TAHUN 2023  
Target 

Tahun 

2026  

(Akhir  

Tahun 

RPJMD)  

Capaian 

s/d 

Tahun 

2023 

(%)  

 

Target  

 

Realisasi  

 

%  

 

Target  

 

Realisasi  

 

%  

 

Target  

 

Realisasi  

 

%  

 
1 

Turunnya 
angka 

stunting 

 
% 

 
1,3 

 
21,1 

 
18,3 

 
113.27 

 
18,4 

 
13,7 

 
125.54 

 
16 

 

121) 
 

125 
 

10 
 

80 

 

2 

Umur 

harapan 

hidup 

 

Tahun 

 

71,93 

 

71,94 

 

72,06 

 

100.17 

 

71,95 

 

72,44 

 

100,68 

 

72,1 

 

72,842) 

 

101,03 

 

72,35 

 

100,68 

Sumber: 1)Angka proyeksi, Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon tahun 2024 (masih menunggu publikasi hasil Survei Status 
Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023) 
2)BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024 
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1.  Turunnya  angka  stunting  
 

 
Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 

hari pertama kehidupan (HPK), akan berdampak pada kualitas 

sumberdaya manusia. Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh 

dan berkembang secara optimal. Stunting dimana kondisi balita memiliki 

panjang atau tinggi  badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. 

Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak 

faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada 

bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Stunting adalah persoalan 

multidimensional yang dampaknya berpengaruh pada masa depan 

manusia. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah penambahan zat gizi 

tertentu pada bahan pangan. Selama ini warga miskin mengalami 

masalah hidden hunger, karena makanan harian yang mengenyangkan 

ternyata miskin gizi mikro. Maka dari itu perlu pengayaan zat gizi pada 

bahan makanan rakyat, seperti garam, tepung terigu, minyak goreng dan 

beras. 

Pencegahan stunting menyasar berbagai penyebab langsung dan 

tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor 

di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta 

masyarakat. Terdapat 8 aksi konvergensi seperti Gambar 3.2 berikut ini. 
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Gambar  3.2  

Delapan  Aksi  Konvergensi  Stunting  dan  Penanggungjawab  
 

 

Sumber: Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan 
Pencegahan Stunting, Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, 2018 

 
Terkait dengan penanganan dan pencegahan stunting, Pemerintah Kota 

Tomohon telah mengeluarkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Peran dan Kewenangan Kelurahan dalam 

Penanganan dan Pencegahan Stunting. Sampai tahun 2024 ini, 

Pemerintah Kota Tomohon telah melaksanakan tahapan aksi konvergensi 

sampai pada aksi tiga, yaitu rembuk stunting.  

Sesuai hasil SSGI (Lihat Tabel 3.20) prevalensi stunting pada tahun 2021 

dan tahun 2022 untuk Kota Tomohon cenderung turun dan melampaui target 

yang telah ditetapkan, bahkan pada tahun 2021 (sebesar 13,7%) telah 

melampaui target nasional pada tahun 2024 sebesar 14%. Pada tahun 2023 

target prevelensi stunting diproyeksikan sebesar 12%, nilai ini sambil  

menunggu hasil resmi SSGI tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target 

dan realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja turunnya angka 

stunting sebesar 125% dan dikategorikan ñsangat tinggiò. 
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ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Terlaksananya program-program dan kegiatan yang mendukung 

penurunan permasalahan stunting di Kota Tomohon. 

2) Kerjasama lintas sektor yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan 

penanggulangan stunting. 

3) Fasilitas pelayanan kesehatan Kota Tomohon yang semakin menunjang 

dan terakreditasi dengan baik 

4) Tersedianya pelayanan kesehatan ibu hamil dan pelayanan persalinan bayi 

baru lahir. 

5) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang 

bagi ibu hamil, bayi dan balita.  

ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan indikator Prevalensi 

stunting paling sering dijumpai berasal dari faktor ibu dan pola asuh yang 

kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada 

anak juga menjadi penyebab anak stunting apabila ibu tidak memberikan 

asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, 

bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada 

pertumbuhan tubuh dan otak anak.  

 

ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Adanya pelatihan Pemberian Makanan Bayi pada Anak (PBA) bagi petugas 

dan kader, Sosialisasi dan Praktek PMBA di masyarakat, menurunkan 

angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan Antenatal Care (ANC) 

terpadu, Memberikan kelas ibu di tiap Puskesmas, dan mendorong 

masyarakat untuk aktif dalam kegiatan KP ibu. 

2) Pelaksanaan Edukasi dan Pencegahan Stunting dilakukan dari usia remaja 

serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk pencegahan dan 

penanggulangan stunting. 
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ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya 

Sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu pendukung 

dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan 

dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 

diketahui bahwa sumber daya manusia kesehatan terdiri dari 163 orang 

Tenaga Medis, 575 orang Tenaga Keperawatan, 117 orang Tenaga Kebidanan, 

38 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat, 21 orang Tenaga Kesehatan 

Lingkungan, 25 orang Tenaga Gizi, 13 orang Tenaga Ahli Laboratorium Medik, 

3 orang Tenaga Teknik Biomedika Lainnya, 19 orang Tenaga Keterapian Fisik, 

25 orang Tenaga Keteknisan Medis, dan 75 orang Tenaga Kefarmasian. 

 

ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Pemenuhan  Upaya  Kesehatan  Perorangan  dan  Upaya 

Kesehatan Masyarakat  

a) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

b) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan  : 

 
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan balita 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif  

- Pengelolaan pelayanan kesehatan gisi masyarakat 

- Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan 

- Operasional pelayanan puskesmas 

- Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan 

pemberdayaan masyarakat. 
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2.  Umur  Harapan  Hidup  
 

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan 

derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu 

daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial 

lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program 

pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik Daerah Kota Tomohon, Umur Harapan Hidup (UHH) Kota 

Tomohon dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan (Lihat  

kembali Tabel 3.13). Perlu ditegaskan lagi, bahwa sampai tahun 2023, 

Kota Tomohon memiliki umur harapan hidup tertinggi dari 15  

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, yang mana pada tahun 2023 

nilainya mencapai 72,84 tahun. Ini berarti terjadi peningkatan terhadap 

kesehatan masyarakat. Hal ini sangat berhubungan dengan ketersediaan 

fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan. Secara langsung, nampak bahwa urusan kesehatan 

merupakan prioritas masyarakat Tomohon. Jika dibandingkan dengan 

target dan realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja Umur Harapan 

Hidup sebesar 101,03% dan dikategorikan ñsangat tinggiò. 

 
ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Tersedianya sumber daya manusia Tenaga kesehatan dalam kualitas dan 

kuantitas yang memadai; 

2) Tersedianya fasilitas yang lengkap dan canggih; 

3) Tersedianya layanan kesehatan untuk manula; 

4) Kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih dan displin, serta menerapkan 

pola makan sehat; dan 

5) Akibat dari penyebaran Covid-19 yang belum bisa dihentikan, maka 

beberapa kegiatan yang secara rutin dilaksanakan untuk mendukung 

tercapainya target kinerja terkait  dengan kesehatan masyarakat, 

pengendalian dan pencegahan penyakit. 
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ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Persentase orang usia 15 ï 29 tahun yang mendapatkan skrining 

Kesehatan sesuai standard hingga tahun 2022 masih jauh dibawah target 

yang ditetapkan. Realisasi indikator ini di tahun 2022 hanya pada angka 

57,88% dari target 100%. Hal ini disebabkan oleh kar ena kondisi 

pandemic Covid 19 sehigga menyebakan masyarakat Kota Tomohon 

enggan datang memeriksakan diri ke Puskesmas karena adanya anggapan 

dari masyarakat bahwa jika memeriksakan diri di Puskesmas akan di vonis 

terkena Covid. 

2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pelayanan 

Kesehatan tidak dapat dijalankan dengan maksimal sehingga secara umum 

akan mempengaruhi target-target yang telah ditetapkan.  

3) Meningkatnya berbagai penyakit tidak menular seperti hypertensi, penyakit 

jantung, diabetes, stroke dan lain -lain . 

 

ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon 

meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialiasi pentingnya 

pendidikan kesehatan. 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon 

memperhatikan dan meningkatkan pembangunan fasilitas dan sarana 

kesehatan agar lebih terjangkau dan memadai. 

3) Meningkatkan kulitas tenaga kesehatan dan pemerataan bagi tenaga- 

tenaga kesehatan. 

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon 

melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat umum mengenai berbagai 

penyakit yang mengakibatkan umur harapan hidup menurun.  

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon 

meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialiasi kesehatan yang 

bersifat menyeluruh serta pentingnya hidup bersih dan sehat.  

Ada beberapa cara memperpanjang Umur Harapan Hidup : 

- Mengkonsumsi Makanan Sehat Dengan Gizi . 
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Mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang adalah salah 

satu cara untuk membantu memperpanjang umur harapan hidup. Ada 

beragam makanan sehat yang bisa dikonsumsi mulai dari buah dan 

sayuran segar, kacang-kacangan serta biji-bijian. 

Sebaliknya, batasi konsumsi makanan yang mengandung banyak 

lemak jenuh, tinggi g ula, dan tinggi garam. Ketiga jenis makanan ini 

beresiko tinggi memicu beragam penyakit yang dapat memperpendek 

umur harapan hidup. 

- Tetap Aktif Bergerak 

Studi membuktikan bahwa tetap aktif bergerak atau olahraga juga 

dapat membantu menurunkan resiko terjadinya berbagai penyakit. Hal 

itu tentu berdampak baik pada kualitas hidup seseorang, sehingga 

bisa membantu memperpanjang umur harapan hidup. Oleh karena itu 

disarankan untuk dapat berolahraga setidaknya 30 menit per har dan 

tentunya dengan jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh. 

- Istirahat  Yang Cukup 

Studi menyebutkan bahwa orang yang tidurnya sering kurang dari 5 -7 

jam per malam memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kematian 

dini. Hal ini dikarenakan kurang tidur. Oleh karena itu, cukupilah  

waktu tidur yaitu 7 -9 jam setiap malamnya. 

- Jangan Merokok dan Kurangi Konsumsi Minuma Beralkohol 

Sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahaya merokok dan 

mengkonsumsi alkohol berlebihan. Rokok dan alkohol bisa 

meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit. Semua penyakit itu 

nantinya dapat memicu kematian lebih cepat. 

- Kelola Stres Dengan Baik 

Pria dan wanita yang tidak mampu mengelola stres dengan baik maka 

beresiko lebih tinggi untuk meninggal.  
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ü Analisis  atas  Efisiensi  Sumberdaya  

Sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu pendukung 

dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan 

dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 

diketahui bahwa sumber daya manusia kesehatan terdiri dari 163 orang 

Tenaga Medis, 575 orang Tenaga Keperawatan, 117 orang Tenaga Kebidanan, 

38 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat, 21 orang Tenaga Kesehatan 

Lingkungan, 25 orang Tenaga Gizi, 13 orang Tenaga Ahli Labiratorium Medik, 

3 orang Tenaga Teknik Biomedika Lainnya, 19 orang Tenaga Keterapian Fisik, 

25 orang Tenaga Keteknisan Medis, dan 75 orang Tenaga Kefarmasian. 

 

ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Pemenuhan  Upaya  Kesehatan  Perorangan  dan  Upaya 

Kesehatan Masyarakat  

a) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil 

- Pengelolaan pelayanan ibu bersalin 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan balita 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif  

- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis 

kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 

- Pengelolaan surveilans kesehatan 

- Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA 

- Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 

- Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 

- Penyelenggaraan kabupetan/kota sehat 
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- Operasional layanan rumah sakit 

- Operasional pelayanan puskesmas 

- Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota 

b) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 

- Pengelolaan data dan informasi kesehatan 

- Pengelolaan sistem informasi 

2)  Program  Peningkatan  Kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur 

Kesehatan  

a) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota 

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai 

standar 

b) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber 

Daya Manusia kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber 

daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota 

3)  Program  Sediaan  Farmasi,  Alat  Kesehatan  dan  Makanan  dan 

Minuman  

a) Pemberian izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, 

usaha mikro obat tradisional (UMOT) 

- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan 

perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha 

mikro obat tradisional (UMOT) 

- Peneyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut 

pengawasan perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan 

optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) 

4)  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Bidang  Kesehatan  

a) Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta 

masyarakat dan lintas ektor tingkat daerah kabupaten/kota  

Peningkatan upaya promosi kesehatan, Advokasi, pemberdayaan, 

kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat 
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b) Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih sehat 

c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 
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SASARAN 

STRATEGIS  5  : 

 
 

 

 

 
 

 
Tabel  3.21  

Capaian  Kinerja  Sasaran  ñMeningkatkan infrastruktur  dan  pembangunan  Kota  terpadu,  berkualitas  berwawasan 
Lingkungan dan berkelanjutanò 

Tahun  2023  
 

 

 
No 

 

Indikator 

Kinerja  

 

 
Satuan  

 

Realisasi 

Tahun 

awal  

 

Tahun  2021  

 

Tahun  2022  

 

TAHUN 2023  
Target  Tahun 

2026 (Akhir 

Tahun 

RPJMD)  

Capaian 

s/d 

Tahun 

2023  

(%)  
Target  Realisasi  %  Target  Realisasi  %  Target  Realisasi  %  

1 
Indeks 

infrastruktur  
Indeks 86,49 87 77,26 88,8 87,2 78,57 90,10 87,5 77,871) 88,99 88,5 87,99 

 

2 

Indeks kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

 

Indeks 

 

75 

 

78 

 

62,57 

 

80,22 
 

80 

 

62,35 

 

77,94 

 

82 

 

63,122) 

 

76,98 

 

85 

 

74,26 

 

3 

Persentase 

Rumah Tinggal 

Bersanitasi Layak 

 
Persentase 

 
95.52 

 
96 

 
95,82 

 
99,81 

 

97 

 

95,81 

 

98,77 

 

98 

 

96,2633) 

 

98.22 

 

100 

 

96,26 

4 
Akses Air Minum 

Layak 
Persentase 85 90 48,93 54,37 92 49,43 53,73 93 50,103) 53,87 95 52,74 

Sumber: 1)Data olahan dari LKJIP Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah Kota Tomohon 
2)LKJIP Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon 
3)LKJIP Tahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon 
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1.  Indeks  Infrastruktur  
 

 

Indeks infrastruktur  merupakan parameter yang dapat digunakan untuk 

mengukur layanan infrastruktur  terhadap pembangunan di Kota Tomohon. Pada 

tahun 2023, Indeks infrastruktur Kota Tomohon diukur melalui 3 (tiga) indeks 

pengukuran, yaitu:  

1) persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik, 

diperoleh dari data survey kondisi jalan tahun 2023 yang merupakan 

akumulasi dari hasil kegiatan fisik baik itu melalui pekerjaan pembangunan, 

pemeliharaan maupun peningkatan jalan, 

2) drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat, 

3) rasio luas irigasi kota dalam kondisi baik. 

Adapun formula perhitungan dari indikator penunjang persentase indeks 

infrastruktur, adalah sebagai berikut:  

1. Persentase Panjang jalan kota dalam kondisi baik 

Tabel  3.22  
Panjang  Jalan  Kota  Tomohon  

 

 

 

 
No 

 

 

 
Indikator 

Kinerja  

 

Capaian  Tahun  2021  

 

Capaian  Tahun  2022  

 

Capaian  Tahun  2023 1)  

 
Target  

 
Realisasi  

 
Capaian  

 
Target  

 
Realisasi  

 
Capaian  

Target  Realisasi  Capaian  

 
 
 
 

 
1 

 

 
Persentase 

Panjang 

jalan kota 

dalam 

kondisi baik 

(indeks 

Infrastruktur)  

 
 
 
 

 
84% 

 
 
 
 

 
86,79% 

 
 
 
 

 
103% 

 
 
 
 

 
84% 

 
 
 
 

 
85.72% 

 
 
 
 

 
102% 

 
 
 
 

 
85.90% 

 
 
 
 

 
80.29% 

 
 
 
 

 
93.58% 

Sumber: 1)LKJIP Tahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon 

 

Panjang jalan kota dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat 

dari data kondisi jalan tersebut dapat dihitung persentase panjang jalan kota dalam 

kondisi baik dengan menggunakan rumus: 
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Panjang  jalan  kota  dalam  kondisi  baik  (km)  
 

 

Panjang  jalan  kota  seluruhnya  

x 100% 

456,54  Km 
 

 

568,58  Km 

 

x 100% 

=  80,29%  

 

 
Dari Capaian sampai dengan tahun 2023 tersebut diatas dimana dari 

target yang direncanakan sebesar 85.90% atau sepanjang 488,41 km, dan yang 

direalisasikan 80.29 % atau sepanjang 456,54 km dari total panjang jalan di Kota 

Tomohon sepanjang 568.58 km, sehingga capaian kinerja sebesar 93.58 %. 

Gambar  3.3  

Program  Penyelengaraan  Jalan  
 

Sumber: LKJIP Tahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon 
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Gambar 3.4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jalan  

 

Sumber: LKJIP Tahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon 

 
2. Drainase dalam kondisi baik 

Panjang drainase dalam kondisi baik/aliran tidak tersumbat dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.23 
Drainase  dalam  Kondisi  Baik  

 
 

 

 
N 

o 

 

 

 
Indikator 

Kinerja  

 

Capaian  Tahun  2021  

 

Capaian  Tahun  2022  

 

Capaian  Tahun  2023 1)  

 
Targe 

t 

 
Realisas 

i 

 
Capaia 

n 

 
Targe 

t 

 
Realisas 

i 

 
Capaia 

n 

 
Targe 

t 

 
Realisas 

i 

 
Capaia 

n 

 
 

 
1 

Drainase dalam 

kondisi 

baik/pembuanga 

n aliran air tidak 

tersumbat 

(indeks 

infrastruktur)  

 
 

 
87% 

 
 

 
90% 

 
 

 
103% 

 
 

 
90% 

 
 

 
91% 

 
 

 
101% 

 
 

 
94% 

 
 

 
92,85% 

 
 

 
98,77% 

Sumber: 1)LKJIP Tahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan 

Tahun 2023 untuk indikator drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak 

tersumbat memunyai realisasi sebesar 92,85% dan capaian 98,77. Realisasi tersebut 

diperoleh dengan menggunakan rumus : 

 

Panjang  drainase  dalam  kondisi  baik  (km)  
 

 

Panjang  seluruh  drainase  kota  (km)  

x 100% 

65  Km 
 

 

70  Km 

 

x 100% 

=  92,85%  

 
 

 
Gambar  3.5  

Pengelolaan  dan  Pengembangan  Sistem  Drainase  

 

Sumber: LKJIP Tahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon 
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3. Persentase luas irigasi kota dalam kondisi baik 

Persentase luas irigasi kota dalam kondisi baik dalam dilihat pada tabel di 

bawah ini:  

Tabel  3.24  

Luas  Irigasi  Kota  Tomohon  dalam  Kondisi  Baik  
 

 
 

 

No 

 

 
Indikator 

Kinerja  

Capaian  Tahun  2021  Capaian  Tahun  2022  Capaian  Tahun  2023 1)  

 
Target  

 
Realisasi  

 
Capaian  

 
Target  

 
Realisasi  

 
Capaian  

 
Target  

 
Realisasi  

 
Capaian  

 
 

 

1 

Luas irigasi 

Kota dalam 

kondisi baik 

(indeks 

infrastruktur)  

 
 

 

73 % 

 
 

 

55 % 

 
 

 

75.34% 

 
 

 

76.5 % 

 
 

 

59% 

 
 

 

77.12% 

 
 

 

75 % 

 
 

 

60,48% 

 
 

 

80,64% 

Sumber : 1)LKJIP Tahun 2023, Dinas PPUPR Daerah Kota Tomohon 

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kinerja Tahun 2023 untuk indikator luas 

irigasi kota dalam kondisi baik terealisasi 60,48% dari target 75% dengan capaian 80,64%. 

Luas irigasi kota dalam kondisi baik termasuk dihitung dengan menggunakan rumus:  

 
 

 

Luas  irigasi  kota  dalam  kondisi  baik  (ha)  
 

 

Luas  irigasi  kota  (ha)  

x 100% 

252,80  ha 
 

 

418  ha 

 

x 100% 

=  60,48%  
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Capaian indikator luas irigasi kota dalam kondisi baik yang terealisasi sebesar 

59% dengan capaian 77,12% mengalami peningkatan 1,78 % dibandingkan tahun 

2021. 

Gambar 3.6 
Irigasi  di  Kota  Tomohon  

 

Sumber : LKJIP Tahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon 

Berdasarkan 3 (tiga)  indeks pengukuran di atas, maka diperoleh formula 

perhitungan untuk mengetahui persent ase Indeks infrastruktur sebagai berikut:  

 

 

Dari formula perhitungan di atas maka dapat di peroleh persentase indeks 

infrastruktur sebagai berikut :  

 

80,29  + 92,85 +  60,48  

3 
x 100%  =  77,87%  

Realisasi Persentase Jalan dalam Kondisi baik + 
Realisasi  Persentase  Drainase  Dalam  Kondisi  Baik  +  

Realisasi  Persentase  Irigasi  dalam  kondisi  baik  

x 100%  

Jumlah  Indeks  Ukuran  
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Berdasarkan hasil di atas maka dapat terlihat bahwa realisasi indikator indeks 

infrastruktur berada pada angka 77,87% dengan capaian 88,99% sehingga 

memperoleh predikat pencapaian indikator kinerja ñtinggiò. 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Adanya komitemen Pemerintah Kota Tomohon dan stakeholders dalam 

mendukung aksesibiltas jalan untuk menjamin masyarakat sampai pada 

tempat asal-tujuan dengan aman dan nyaman. 

2) Pemeliharaan jalan telah mendapat perhatian cukup besar tergambar 

dengan tersedianya alokasi anggaran yang cukup besar. 

3) Komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam pendanaan pembangunan 

infrastruktur drainase dan sarana pejalan kaki (pedestrian).  

4) Adanya perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Kota Tomohon dan 

stakeholders terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan tergambar dengan 

tersedianya alokasi anggaran yang cukup besar. 

5) Adanya ketepatan dalam penentuan tujuan dan sasaran melalui program- 

program dan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon. 

6) Adanya peraturan-peraturan dan sikap kepatuhan terhadap aturan yang 

berlaku yang disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. 

7) Dengan adanya TIFF yang saat ini diselenggarakan setiap tahun 

berdampak positif terhadap jaminan meningkatnya kualitas jalan.  

8) Tersedianya pembiayaan anggaran lain yang didapatkan dari DAU, DAK, 

dan PEN yang bisa menambahkan anggaran untuk memperbanyak 

program khususnya jalan yang akan di perbaiki atau dipelihara serta 

sumberdaya manusianya yang memadai dan melaksanakan tugas serta 

kewajiban yang harus pelaksana jalankan. 

9) Komitmen Pemerintah kota Tomohon untuk pemenuhan kebutuhan 

pangan khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan irigasi untuk 

menunjang pertanian. 
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ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Penerapan terhadap NSPK (Norma, Standar, Pedoman, Kriteria) di sektor 

pemeliharaan jalan dan jembatan belum maksimal. 

2) Pemutakhiran database jalan dan jembatan belum secara reguler. 

3) Kegiatan inspeksi kondisi infrastuktur jalan tidak rutin dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

4) Dimensi saluran drainase yang telah dibangun terkadang tidak lagi mampu 

menampung volume air hujan yang cukup tinggi pada saat hujan turun.  

5) Kebiasaan buruk masyarakat dengan membuang sampah pada saluran 

drainase, menggunakan saluran drainase untuk kepentingan lain sehingga 

menghambat fungsi dari drainase itu.  

6) Adanya Refocussing anggaran karena pandemi COVID-19 sehingga ada 

beberapa kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 

tidak bisa di relisasikan. 

7) Pergeseran anggaran menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan 

program pembangunan infrastruktur Kota Tomohon.  

8) Faktor cuaca, bila faktor cuaca tidak mendukung disaat melaksanakan 

pemeliharaan maka akan menghambat untuk jalan diperbaiki dan akan 

menjadi lama dalam prosesnya 

 
ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang melakukan evaluasi berkala atau inspeksi secara rutin terhadap 

kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik 

maupun keuangan. 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang menyiapkan pemetaan jaringan jalan yang ter-update sesuai 

kebutuhan. 

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang melakukan perencanaan strategi agar penerapan NSPK dapat 

berjalan secara optimal dan terpadu di sektor infrastruktur.  
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4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang melaksanakan koordinasi baik ditingkat Perangkat Daerah maupun 

tingkat Kota untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan 

infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum 

Perumahan Penataan Ruang. 

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang mencoba pro aktif dalam melibatkan semua perangkat daerah 

terkait dan Stakeholders dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 

6) Menguji kembali kelayakan desain saluran drainase yang ada agar dapat 

berfungsi secara maksimal. 

7) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan fungsi penting dari 

keberadaan saluran drainase baik tingkat kelurahan maupun kecamatan 

yang melibatkan instansi teknis. 

8) Kebijakan anggaran dari Pemerintah Kota untuk terus mengalokasikan 

anggaran bagi pembangunan saluran irigasi guna menunjang pertanian 

sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan. 

 
ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan dalam 

meningkatkan indeks infrastruktur yakni Sumber Daya Manusia yang 

kompeten, Sumber Dana yang mencukupi dan Sarana dan Prasarana yang 

memadai. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan seluruh 

program kegiatan dalam rangka pencapaian indeks infrastruktur berasal dari 

unsur Pemerintah Kota Tomohon dengan perangkat daerah terkait dan 

seluruh stakeholders yang terlibat.  

 
ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program Cakupan Pen gelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder 

pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) 

Daerah kabupaten/Kota 
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2)  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 

Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah 

Kabupaten/Kota  

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung 

langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten / kota 

3)  Program  Penyelenggaraan  Jalan  

Penyelenggaraan Jalan Kota 
 

 

 

1.  Indeks  Kualitas  Lingkungan  Hidup  
 

 
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi 

awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada 

lingkup dan periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dapat 

dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan. 

Perhitungan IKLH dengan mempertimbangkan tiga faktor, yaitu Indeks Kualitas Air 

(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Pada 

Tahun 2023 (Lihat Tabel 3.25), Indeks Kualitas Udara di Tomohon sebesar 92,64. 

Terdapat juga Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD) Program Langit Biru yang 

menggambarkan respon Pemerintah Daerah terhadap capaian target IKLH dimana 

untuk tahun 2023 IRKD Kota Tomohon sebesar 8,36. Sesuai dengan data LKjIP 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon tahun 2023, IKLH Kota Tomohon pada 

tahun 2023 sebesar 63,12 yang naik jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 62,35. 

Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka capaian untuk 

indikator kinerja IKLH sebesar 76,98% dan dikategorikan ñtinggiò. 

Realisasi  IKLH  Tahun  2023  diperoleh  berdasarkan  formulasi  sebagai 

berikut. 

IKLH  =  (0,376  X IKA)  +  (0,405  x IKU)  +  (0,219  x IKL)  

=  (0,376  x 43,75)  +  (0,405 x  92,64) +  (0,219 x  41,80)  

=  16,45  +  37,52  +  9,15  

=  63,12  
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Tabel  3.25  

Indeks  Kualitas  Udara  dan  Indeks  Respon  Program  Langit  Biru  2023  
 

 

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Direktorat Pengendalian dan Pencemaran 
Udara dan Kerusakan Lingkungan 

 
ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota 

Tomohon melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan RI untuk pelaksanaan pengujian kualitas udara Kota 

Tomohon. 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota 

Tomohon telah memiliki dan melaksanakan metode yang jelas dalam 

peningkatan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kota Tomohon. 

3) Kesuburan tanah merupakan suatu nilai kualitas dari kemampuan tanah 

untuk menyediakan hara bagi pertumbuhan suatu jenis tanaman dalam 

jumlah yang memadai dan seimbang. 

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota 

Tomohon melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan 

iklim melalui kampung iklim yang terdiri dari kelompok masyarakat yang 

berpartisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan aksi lokal untuk 
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meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca. 

ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Faktor sosial yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi salah satu 

faktor penghambat peningkatan IKLH (Indeks  Kualitas Lingkungan Hidup) 

Kota Tomohon. 

2) Faktor teknologi yang kurang memadai menyebabkan peningkatan atau 

pelaksanaan program dan kegiatan penunjang IKLH (Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup) Kota Tomohon. 

3) Perbedaan target IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kota Tomohon 

di dokumen RPJMD dengan target di Perangkat Daerah mengakibatkan 

capaian perangkat darah tidak mampu mencapai 100%. 

4) Pencemaran udara sebagai dampak dari kemajuan transportasi dan 

industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri 

menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Udara. 

5) Rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tomohon sehingga perlu 

ditingkatkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang mengamanatkan ketersediaan Ruang Terbuka 

Hijau 30% dari luas wilayah kota. 

6) Semakin Tingginya alih fungsi lahan produktif  ke lahan terbangun. 

7) Semakin rendahnya ketersediaan sumber air baku belum memadai. 

8) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan 

dankesehatan lingkungan. 

9) Pencemaran udara sebagai dampak kemajuan transportasi dan 

industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan 

limbah rumah tangga. 

10) Kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 

berpotensimenimbulkan pencemaran Iingkungan.  

11) Sistem Drainase yang tidak baik sehingga berdampak terjadinya banjir 

ketika hujan.  

12) Sarana dan prasarana persampahan yang belum optimal. 
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13) Sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih 

menggunakan sistem open dumping berdampak tidak baik terhadap 

kesehatan lingkungan di sekitar TPA. 

 
ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota 

Tomohon  memperbaiki  kebijakan  dan  regulasi  terkait  IKLH 

(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kota Tomohon 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota 

Tomohon melakukan identifikasi dan analisis sumber pencemar pada air 

permukaan di Kota Tomohon. 

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota 

Tomohon melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala dan 

berkelanjutan serta memasyarakatkan car free day, mengupayakan 

adanya angkutan masal (Bus Rapid Transportation). 

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota 

Tomohon menyelenggarakan sosialisasi lebih lanjut dan intensif kepada 

masyarakat disekitar badan air tentang perilaku hidup bersih dan sehat. 

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota 

Tomohon melaksanakan pembangunan IPAL Komunal pada lokasi yang 

nilai fecal coli dan coliform melebihi baku mutu.  

6) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota 

Tomohon meningkatkan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, 

termasuk pembuatan sumur resapan, embung, lubang resapan biopori. 

7) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota 

Tomohon memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang dampak 

perubahan iklim. 

8) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota 

Tomohon mengupayakan pengelolaan sampah pada skala lingkungan 

(rumah tangga).  
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ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Sumber daya manusia merupakan salah satu pendukung dalam 

peningkatan terkait IKLH (Indeks  Kualitas Lingkungan Hidup) Kota Tomohon. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk peningkatan terkait IKLH Kota 

Tomohon, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon memiliki sumber 

daya manusia sebanyak 23 pegawai bersama dengan stakeholders yang 

terlibat dalam pelaksanaan indikator ini serta 139 petugas kebersihan. Sarana 

prasarana yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon 

antara lain 2 gedung kantor dan 1 gedung Laboratorium Pengujian Kualitas 

Air, 11 unit truk sampah, dan 7 Unit Bank Sampah di setiap Kecamatan. 

 

ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Pengendalian  Pencemaran  Dan/Atau  Kerusakan 

Lingkungan Hidup  

a. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

kabupaten/Kota 

b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

kabupaten/kota 

2)  Program  Pengelolaan  Keanekaragaman  Hayati  (KEHATIA)  

Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota 

3)  Program Pembinaan  Dan Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup PPLH  

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan 

yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah 

4)  Program Penanganan Pengaduan Lingk ungan Hidup Pengelolaan 

ruang terbuka hijau (RTH) 

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 

5)  Program  Pengelolaan  Persampahan  

Pengelolaan Sampah 
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2.  Persentase  Rumah  Tinggal  Bersanitasi  Layak  
 

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi 

terhadap jumlah rumah tinggal dihitung dengan membandingkan antara Jumlah 

penduduk yang terlayani dengan tangki septik / MCK dibagi dengan jumlah seluruh 

penduduk. Dalam perhitungan persentase rumah tinggal bersanitasi ini diasumsikan 

sama dengan Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan 

pengolahan air limbah domestik. 

Jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik /  MCK dalam perhitungan 

yang dilakukan adalah menjumlahkan Jumlah rumah yang memiliki akses 

pengolahan berupa cubluk +  jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT 

+  jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD. 

Untuk jumlah seluruh penduduk di hitung dengan asumsi jumlah seluruh rumah yang 

ada. 

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon dalam pelaksanaan indikator Persentase Rumah 

Tinggal bersanitasi Layak memperoleh realisasi sebesar 98,22 dari target 98% yang 

ditetapkan untuk tahun 2023. Dari realisasi ini, diketahui jumlah unit rumah yang 

terfasilitasi akses sanitasi sebanyak 21.876 rumah dari keseluruhan jumlah rumah 

yang ada di Kota Tomohon tahun 2023 yakni 22.726 unit. Realisasi ini diperoleh 

berdasarkan formula perhitungan sebagai berikut. 

 

Persentase rumah 
tinggal  bersanitasi 

layak  

=  Jumlah  Rumah  Tangga  Berakses  Sanitasi  

x 100  
Jumlah  seluruh  rumah  tangga  

 =  21.876  
x 100  

22.726  
 =  96,26%  

 

Berdasarkan formula perhitungan di atas, dapat dikatakan Persentase jumlah 

rumah tinggal bersanitasi layak termasuk dalam kategori capaian ñsangat tinggiò . 

Realisasi dan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 

Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
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Tabel  3.26  

Persentase  Rumah  Tinggal  Bersanitasi  Layak  Tahun  2023  

 

 
No.  

 
Indikator  

Tahun  2021  Tahun  2022  Tahun  2023  

Target  Realisasi  %  Target  Realisasi  %  Target  Realisasi  %  

1 Persentase 
rumah 

tinggal 
bersanitasi 
layak 

 

96% 

 

95,82% 

 

99,8% 

 

97% 

 

95,81% 

 

98,77% 

 

98% 

 

96,26%1) 

 

98,22% 

Sumber: 1)LKJIP Tahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon 
 

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja di atas, membuktikan bahwa 

indikator Persentase Rumah Tinggal bersanitasi Layak Kota Tomohon tahun 2023 

memperoleh predikat indikator kinerja ñsangat tinggiò. 

 

Gambar  3.7  

Pengelolaan  dan  Pengembangan  Sistem  Air  Limbah  
 

 

 

Sumber: LKJIP Tahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon 
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ü Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Adanya komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam pendanaan 

pembangunan infrastruktur drainase. 

2) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing 

penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah 

ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022. 

3) Adanya perhatian khusus oleh Pemerintah melalui program bantuan bedah 

rumah terhadap masyarakat Kota Tomohon yang belum memiliki rumah 

tempat tinggal.  

4) Adanya koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan 

dan penganggaran untuk pencapaian indikator ini, yang telah melibatkan 

perangkat daerah lainnya serta adanya pelaksanaan yang dilakukan secara 

swakelola oleh masyarakat. 

5) Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan dan masyarakat 

melalui kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung pencapaian 

target untuk sanitasi yang layak.  

6) Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan 

program dari Kementerian PUPR, seperti pembinaan dan pengawasan 

peningkatan kualitas rumah swadaya, peningkatan kualitas kawasan 

permukiman, dan pembangunan PSU. 

 
ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Masih terdapat keluarga yang belum memiliki rumah layak tinggal, hal ini 

menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah karena Kebutuhan akan rumah 

layak huni dan kesehatan lingkungan yang baik menjadi salah satu 

kebutuhan utama masyarakat. 

2) Dimensi saluran drainase yang telah dibangun terkadang tidak lagi mampu 

menampung volume air hujan yang cukup tinggi p ada saat hujan turun.  

3) Kebiasaan buruk masyarakat dengan membuang sampah pada saluran 

drainase, menggunakan saluran drainase untuk kepentingan lain sehingga 

menghambat fungsi dari drainase itu.  
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ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon menguji kembali kelayakan desain saluran 

drainase yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal. 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat 

akan fungsi penting dari keberadaan saluran drainase baik tingkat 

kelurahan maupun kecamatan yang melibatkan instansi teknis. 

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon melakukan pendataan kembali kebutuhan 

rumah tangga bersanitasi yang diharapkan warga sehingga tidak terjadi 

salah sasaran dari program yang akan diturunkan ke masyarakat. 

 

ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya 

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan dalam 

meningkatkan Persentase Rumah Tinggal bersanitasi Layak yakni Sumber 

Daya Manusia yang kompeten, Sumber Dana yang mencukupi dan Sarana dan 

Prasarana yang memadai. Sumber daya manusia yang mendukung 

pelaksanaan seluruh program kegiatan dalam rangka pencapaian Persentase 

Rumah Tinggal bersanitasi Layak berasal dari unsur Pemerintah Kota 

Tomohon dengan perangkat daerah terkait dan seluruh stakeholders yang 

terlibat.  

 
ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase 

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung 

langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten / kota 

2)  Program  Pengembangan  pemukiman  

Penyelengaraan Infrastruktur  pada Pemukiman di kawasan strategis 

daerah kabupaten / kota  
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3.  Akses  Air  Minum  Layak  
 

 

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon dalam pelaksaan indikator Akses Air Minum Layak 

melalui indikator kinerja perangkat daerah yaitu Persentase Penduduk Berakses Air 

Minum. Persentase Indikator ini diperoleh melalui formula perhitungan sebagai 

berikut:  

Jumlah  Rumah  Tangga  pengguna  Air  Bersih 

Jumlah Seluruh Rumah Tangga  

11.386  
 

22.726  

 

x 100% 

 
 

 
x 100% 

=  50,10%  
 

 
Berdasarkan formula perhitungan di atas, diketahui bahwa Persentase 

penduduk berakses air minum pada tahun 2023 terealisasi sebesar 50,10% atau 

sebanyak 11.386 rumah tangga yang memiliki akses air minum layak. Namun pada 

tahun 2022 jumlah keseluruhan rumah tangga mencapai 22.726 rumah tangga, hal 

ini mengindikasikan bahwa realisasi persentase penduduk berakses air minum pada 

tahun 2023 belum mampu mencapai target 93% dengan capaian 53,83% sehingga 

capaian indikator kinerja ini masih tergolong dalam kategori  ñrendahò apabila 

mengacu pada target yang ditetapkan dalam RPJMD. Namun apabila realisasi ini 

berpatokan pada target yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon selaku unsur pelaksana indikator kinerja ini, diketahui 

realisasi 50,10% mampu mencapai angka 62,63% target 80% yang ditetapkan. 

Persentase penduduk berakses air minum layak belum mampu mecapai target 

diakibatkan oleh besarnya tingkat kebocoran sehinga pekerjaan fisik yang diarahkan 

bagi peningkatan jaringan perpipaan. 
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Gambar  3.8  

Pengelolaan  dan  Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  
 

Sumber: LKJIP Tahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon 

 

Tabel  3.27  
Realisasi  Rumah  Tangga  Pengguna  Air  Bersih 

Tahun 2022 ï 2023  

 
 

 

 

No. 

 

 
Indikator 

Kinerja  

Capaian  Capaian  2022  Capaian  2023  

 

2020  

 

2021  

 

Target  

 

Realisasi  

 

Capaian  

 

Target  

 

Realisasi  

 

Capaian  

 

 
1. 

 

 
Akses Air Minum 

Layak 

 

 
50.94% 

 

 
54.37% 

 

 
92% 

 

 
49,43% 

 

 
53,73% 

 

 
93% 

 

 
50,10%1) 

 

 
53,87% 

Sumber: 1)LKJIP Tahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon 
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ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Adanya komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam pendanaan program 

dan kegiatan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Tomohon. 

2) Adanya perhatian khusus oleh Pemerintah melalui program Cakupan 

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan program Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum terhadap masyarakat Kota 

Tomohon. 

ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Masih tingginya tingkat kebocoran air akibat kerusakan jaringan perpipaan 

infrastruktur air minum yang terbangun telah lama dengan usia 

produktivitas yang menurun.  

2) Maraknya pencurian air oleh masyarakat yang mengakibatkan daerah 

aliran air tidak bekerja secara maksimal dengan tingkat kebocoran hingga 

30 % ï 40 %.  

3) Kurangnya kesadaran masyarakat (peopleôs behavior) tentang infrastruktur 

air bersih hal ini terlihat dengan maraknya penebangan pohon serta 

membuang sampah secara sembarangan di daerah resapan air. 

4) Menyesuaikan Kemampuan keuangan daerah dalam menunjang program 

kegiatan infrastruktur air bersih. Kemampuan pencapaian keterlaksanaan 

setiap kegiatan tentunya tidak lepas dengan ketersediaan dana kabupaten 

/  kota tersebut. 

 
 

ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon menguji kembali kelayakan akses air minum 

layak yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal. 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat 

akan fungsi penting dan pentingnya akses air minum layak baik tingkat 

kelurahan maupun kecamatan yang melibatkan instansi teknis. 
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3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon Meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya pemeliharaan Sumber Mata air. 

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon mengangarkan biaya pemeliharaan terhadap 

jaringan perpipaan guna menekann angka kebocoran 

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon memberikan sanksi terhadap pelangaran 

pencurian air melalui jaringan perpipaan tanpa sepengetahuan Pemda. 

6) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah Kota Tomohon Meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya pemeliharaan Sumber Mata air melalui kegiatan 

sosialisasi. 

ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya 

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan dalam 

meningkatkan akses air minum layak yakni Sumber Daya Manusia yang 

kompeten, Sumber Dana yang mencukupi dan Sarana dan Prasarana yang 

memadai. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan seluruh 

program kegiatan dalam rangka akses air minum layak berasal dari unsur 

Pemerintah Kota Tomohon dengan perangkat daerah terkait dan seluruh 

stakeholders yang terlibat.  

 
ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program Pengelolaan dan Pen gembangan Sistem penyediaan Air 

Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota  

a. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan 

b. Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan 
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SASARAN 

STRATEGIS  6  : 

 

 

 

 

 

Tabel  3.28  

Capaian  Kinerja  Sasaran  ñMeningkatnya Kunjungan  Wisatawan  Dan  Pemajuan  Budaya  Lokalò 
Tahun 2023  

 

 

 
No 

 

 
Indikator 

Kinerja  

 

 
Satuan  

 

Realisasi 

Tahun 

awal  

Tahun  2021  Tahun  2022  Tahun  2023  
Target 

Tahun 

2026  

(Akhir 

Tahun  

RPJMD)  

Capaian 

s/d 

Tahun 

2023 

(%)  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

 

1 

Peningkatan 
PAD dari 

sektor 
pariwisata 

Juta 

Rupiah 

 

582,64 

 

1000 

 

510 

 

51 

 

1.050 

 

348,23 

 

33,16 

 

1.155 

 

322,5151) 

 

27,92 

 

1.537 

 

20,98 

 
2 

Lama 
tinggal 
wisatawan 
(length of 
stay) 

 
Hari 

 
0 

 
2 

 
2 

 
100 

 
2 

 
2 

 
100 

 
3 

 

 

31) 
 

100 
 

4 
 

75 

Sumber : 1)LKJIP Tahun 2023, Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 
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1.  Peningkatan  PAD dari  sektor  pariwisata  
 

 
Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi 

penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan 

daerah. Sebagai sektor unggulan di Kota Tomohon, pariwisata ditargetkan mampu 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Tomohon sebesar Rp. 1.150.000.000 namun realisasinya kontribusi sektor pariwisata 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon masih sangat kecil. 

Berdasarkan data dari tahun ke tahun sampai tahun 2023, Peningkatan PAD dari 

sektor cenderung berkurang. Hal ini perlu dikaji lebi jauh lagi mengingat investasi 

Pemerintah Kota dalam pengembangan pariwisata dalam 20 tahun ini sngat besar, 

mempertimbangkan juga dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) pada tahap 20 tahun berikutnya tetap mempertimbangkan Tomohon  

sebagai wisata dunia. Perlunya arah kebijakan dalam RPJPD yang berfokus kepada 

pengembangan pariwisata sebagai faktor kunci inovasi daerah yang mampu 

mengangkat daya saing daerah. Jika dibandingkan dengan target dan 

realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja Peningkatan PAD sektor 

pariwisata sebesar 27,92% dan dikategorikan ñsangat rendahò. 

 

Realisasi Penerimaan Pendapatan pariwisata 

Target  penerimaan  pendapatan  pariwisata  

Rp. 322.515.000  
 

Rp. 1.150.000.000  

 
X 100 

 
 
 

X 100 
 

 
=  27,92%  

 
F 

 
 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Adanya komitmen dari pimpinan dan pegawai di Dinas Pariwisata Kota 

Tomohon untuk menjalankan program dan kegiatan yang menunjang 

keberhasilan indikator Peningkatan PAD dari sektor pariwisata. 
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2) Terciptanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Dinas Pariwisata 

Kota Tomohon dengan stakeholders pariwisata lainnya, untuk 

mempromosikan dan memasarkan destinasi daya tarik pariwisata di Kota 

Tomohon. 

 
ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Dampak Pandemi Covid-19 bagi sktor pariwisata masih terasa sampai 

tahun 2023. Hal ini juga berdampak pada jumlah pengunjung hotel dan 

penginapan di Kota Tomohon sehingga mengakibatkan PAD di sektor 

Pariwisata tidak mampu mencapai target. 

2) Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan destinasi 

wisata dan pelaksanaan kemitraan pariwisata. 

 
ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam 

rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah. 

2) Menjalin kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun 

pemungutan pajak daerah. 

3) Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah. 

4) Mendorong investasi melalui pengembangan destinasi wisata dan 

pengembangan kawasan wisata berbasis partisipasi masyarakat, 

pembinaan masyarakat yang sadar wisata, diversifikasi produk wisata yang 

bisa menjadi ciri khas daerah dibanding daerah lainnya, 

5) Menumbuhkan gerakan sadar wisata, melestarikan budaya lokal sebagai 

keunikan wisata dan peningkatan promosi dan publikasi destinasi wisata. 

6) Percepatan penyelesaian proyek infrastruktut.  

7) Mendorong perkembangan atraksi wisata. 

8) Memperkuat promosi wisata melalui penyelenggaraan event-event 

kepariwisataan. 

9) Pelaksanaan Tomohon Internasional Festival (TIFF). 
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ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Dalam aspek sumber daya, dinilai belum optimal karena kekurangan 

SDM untuk bidang pemasara pariwisata dan bidang pengembangan destinasi, 

dan juga minimnya anggaran untuk pengembangan destinasi serta pemasaran 

pariwisata. 

 

ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Peningkatan  Daya  Tarik  Destinasi  Pariwisata  

a) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota 

Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata 

kabupaten/kota 

b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota 

Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam 

pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota 

c) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota 

- Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota 

- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata 

kabupaten/kota 

2)  Program  Pemasaran  Pariwisata  

a) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan 

kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota 

- Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media 

lainnya baik dalam dan luar negeri 

- Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri 

pariwisata kabupaten/kota 
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2.  Lama  Tinggal  Wisatawan  ( length  of  stay )  
 

Meningkatnya lama tinggal wisatawan akan berpengaruh pada perekonomian di 

Kota Tomohon karena semakin lama tinggal wisatawan akan semakin banyak juga 

pengeluaran dari wisatawan. Rata-rata lama tinggal wisatawan ini dihitung dari 

tingkat rata -rata lamanya wisatawan berada disuatu daerah untuk satu kali 

kunjungan. Data ini diperoleh dari pendataan rutin yang dilakukan Dinas Pariwisata 

Daerah Kota Tomohon terhadap hotel/ penginapan yang tersebar di Kota Tomohon 

dimana indikator rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Tomohon apabila dilihat 

dari jumlah kamar yang terjual di seluruh hotel/ penginapan yaitu 29.415 room, 

dengan lama tinggal selama 3 hari, dengan demikian realisasi lama tinggal 

wisatawan ini mampu memenuhi target yang ditetapkan sehingga capaian indikator 

kinerja ini dikategorikan ñsangat tinggiò. 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Tersedianya  website baik milik pemerintah maupun swasta untuk 

bisa mengakses dan menyebarluaskan potensi dan perkembangan 

pariwisata Kota Tomohon 

2) Kerja sama dan koordinasi antar faktor terkait terjalin relatif cukup 

bagus 

3) Tersedianya hotel atau penginapan untuk para wisatawan 

4) Adanya tempat-tempat wisata yang bisa menarik wisatawan untuk 

tetap lama tinggal di Kota Tomohon 

5) Pengemban 

6) gan dan peningkatan fasilitas daya tarik wisata 

 

ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) SDM yang ada belum berjalan secara optimal 

2) Pemahaman terhadap peran serta dunia kepariwisataan dalam 

peningkatan kesadaran masyarakat masih rendah; 

3) Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya 

tarik wisata bagi pramuwisata 
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4) Belum secara berkala pengelola obyek wisata dan rekreasi hiburan 

umum (RHU) dan maupun hotel /  rumah makan melaporkan 

kunjungan wisata 

5) Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan 

6) Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan destinasi 

wisata dan pelaksanaan kemitraan pariwisata. 

7) Masih dalam proses pemulihan covid-19. 

 

ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Menambah sarana dan prasarana di obyek wisata 

2) Memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada sebagai obyek 

wisata 

3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar dan pengelola obyek 

wisata tentang arti penting sarana dan prasarana serta lingkungan 

4) Menyediakan sistem informasi berbasis teknologi, e-Government dalam 

rangka mendukung percepatan pencapaian target kinerja 

5) Prioritas pada pembenahan destinasi 

6) Penguatan Regulasi masuknya Wisatawan Mancanegara 

7) Mengoptimalkan pengguna platform/promosi  pariwisata digital untuk 

meningkatkan distribusi produk 

8) Pelaksanaan Tomohon Internasional Festival (TIFF). 

 

ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Dalam mempertahankan indikator lama tinggal wisatawan, Pemerintah 

Kota Tomohon melalui Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon memiliki 

sumber daya manusia dan fasilitas penunjang parwisata yang memadai. 

 
ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Peningkatan  Daya  Tarik  Destinasi  Pariwisata  

a) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota 

Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata 

kabupaten/kota 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 

125 

 

 

b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota 

Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam 

pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota 

c) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota 

- Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota 

- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata 

kabupaten/kota 

 

2)  Program  Pemasaran  Pariwisata  

a) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan 

kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota 

- Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media 

lainnya baik dalam dan luar negeri 

- Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri 

pariwisata kabupaten/kota 

 

3)  Program  Pengembangan  Sumber  Daya  Pariwisata  dan  Ekonomi 

Kreatif  

a) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata 

dan ekonomi kreatif tingkat dasar  

- Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 

tingkat dasar 

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan 

kemitraan pariwisata 

- Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan 

pelajar (mahasiswa dan/atau siswa) 
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SASARAN 

STRATEGIS  7  : 

 
 

Tabel  3.29  

Capaian  Kinerja  Sasaran  ñMeningkatnya Produksi  Komoditas  Pertanianò 
Tahun 2023  

 

 

 
No 

 

 
Indikator 

Kinerja  

 

 
Satuan  

 

Realisasi 

Tahun 

awal  

Tahun  2021  Tahun  2022  Tahun  2023  
Target 

Tahun 

2026  

(Akhir  

Tahun 

RPJMD)  

Capaian 

s/d 

Tahun 

2023 

(%)  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

 
Target  

 
Realisasi  

 
%  

1 

Produktivitas 
bahan 

pangan 
Kwa/ha 60 61 60 98 62 60 96,77 63 

 

601)0 95,24 66 90,91 

Sumber: 1)LKJIP Tahun 2023, Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 
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1.  Produktivitas  Bahan  Pangan  
 

 
Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah 

Kota Tomohon dalam mewujudkan indikator produktivitas bahan pangan 

menggunakan teknologi dan inovasi unggul untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Tomohon. Realisasi indikator ini pada 

tahun 2023 tercatat sama dengan tahun 2022 sebesar 60 Kwa/ha dari target 63 

Kwa/ha yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah produksi 

pangan padi mengalami penurunan dari 8.405 ton pada tahun 2022 menjadi 8.223 

ton pada tahun 2023. Ini disebabkan karena adanya iklim elnino yang 

berkepanjangan sehingga lahan sawah tadah hujan tidak bisa ditanami padi. 

Tabel  3.29  

Jumlah  Produksi,  Luas  Panen  dan  Produktivitas  Bahan  Pangan  Jenis 
Padi sampai Tahun 2023  

 

Tahun  
Jumlah  Produksi 

Padi (Ton)  

Jumlah  Luas  Panen 

(Ha)  

Produktivitas  
Bahan  Pangan  padi 

(Kw/Ha)  

2022 8.405 1.401 60 

2023 8.223 1.371 60 

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon, Tahun 2024 

 
Nilai produktivitas bahan pangan padi Tahun 2023 dihitung berdasarkan 

formula realisasi produksi padi angka 8.223 ton dibagi jumlah luas panen 1.371 

dikalikan 100% berada pada angka 60 Kwa/Ha (600 Ton). Jika dibandingkan 

dengan target dan realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja 

produktivitas bahan pangan sebesar 5,24% dan dikategorikan ñsangat 

tinggiò. 

https://republika.co.id/tag/inovasi
https://republika.co.id/tag/produktivitas
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Gambar  3.9  

Tanaman  Padi  di  Kota  Tomohon  

 

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon 

 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pertanian dan Perikanan telah 

mengambil kebijakan dengan menganggarkan bantuan benih dan pakan 

kepada pokdakan. 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pertanian dan Perikanan telah 

menganggarkan bantuan pengadaan sarana bagi Kelompok Pengolah dan 

Pemasar perikanan melalui Dana Insentif Daerah. 

3) Adanya kebijakan dalam hal koordinasi secara vertikal maupun horizontal 

dengan stakeholder bidang perikanan untuk mendapatkan bantuan. 

4) Adanya kebijakan penguatan kelembagaan melalui penyuluhan oleh 

tenaga aparatur perikanan kepada kelompok perikanan binaan. 
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5) Adanya ketersedian fasilitas produksi bahan pangan tepat guna 

6) Adanya penanganan bencana pertanian (bahan pangan) 

7) Adanya pendampingan kelompok tani 

8) Adanya peningkatan pertumbuhan produksi bahan pangan diukur dari 

jumlah produksi hasil budidaya jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, 

dan ubi jalar serta penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana 

pertanian 

 

ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Adanya ahli fungsi lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat 

pemukiman dan tempat pariwisata 

2) Pengaruh iklim dan cuaca terhadap stabilitas ketahanan pangan Kota 

Tomohon 

 
ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Dalam menuju kemandirian pangan, produktivi tas pangan dilakukan 

dengan penggunaan teknologi dan inovasi yang unggul. 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah 

Kota Tomohon mengajak petani memanfaatkan semua program kaitan 

pengembangan pertanian sehingga dapat mengembangkan hasil-hasil 

pertanian. 

3) Melaksanakan panen raya di Kota Tomohon. 

4) Pengembangan hilirisasi dan inovasi jagung hibrida untuk mendorong 

gerakan bakobong (berkebun) dalam rangka memanfaatkan lahan lahan 

tidur di tengah masyarakat hingga menjadi produktif untuk mewujudkan 

ketahanan dan kedaulatan pangan. 

 
ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Penggunaan sumber daya Manusia di Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota 

Tomohon dapat dijabarkan sebagai berikut, jumlah ASN yang mendukung pelaksanaan 

Tugas Pokok dan Fungsi dalam tahun 2022, sebanyak 88 pegawai. 
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ü Analisis  Program  yan g Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Penyediaan  dan  Pengembangan  Sarana  Pertanian  

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan 

Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 

c. Pengembangan Prasarana Pertanian 

d. Pembangunan Prasarana Pertanian Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang 

sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 

2)  Program  Pengendalian  dan  Penanggulangan  Bencana  Pertanian  

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 

3)  Program  Penyuluhan  Pertanian  

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 



131 

 

 

 

 

SASARAN 

STRATEGIS  8  : 

 
 

Tabel  3.30  
Capaian  Kinerja  Sasaran  ñMeningkatnya Ketahanan  Panganò 

Tahun 2023  
 

 

 
No 

 

 
Indikator 

Kinerja  

 

 
Satuan  

 
Realisasi 

Tahun 

awal  

 
Tahun  2021  

 
Tahun  2022  

 
Tahun  2023  

Target 

Tahun 

2026  

(Akhir 

Tahun  

RPJMD)  

Capaian 

s/d 

Tahun 

2023 

(%)  

 

Target  

 

Realisasi  

 

%  

 

Target  

 

Realisasi  

 

%  

 

Target  

 

Realisasi  

 

%  

 

1 

Cadangan 

beras 
Pemerintah 
Kota 

 

ton 

 

3,55 

 

3 

 

3,621 

 

120,7 

 

3 

 

3,591 

 

119,7 

 

37 

 

11,81) 

 

31,89 

 

37 

 

31,89 

 

2 

Pola Pangan 

Harapan 
Ketersediaan 

 

skor 

 

85,77 

 

88,8 

 

89,74 

 

101,06 

 

87,1 

 

91,45 

 

104,99 

 

87,6 

 

91,451) 

 

104,39 

 

89,1 

 

102,64 

Sumber : 1)LKJIP Tahun 2023, Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 
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1.  Cadangan  Beras  Pemerintah  Kota  
 

Penyediaan cadangan pengan utama dalam hal ketersediaan beras wajib 

disiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi apabila disuatu 

wilayah atau sulitnya pasokan bahan pangan dari suatu wilayah akibat adanya 

gangguan/bencana pada daerah pemasok beras, hal ini juga sejalan dengan 

peraturan menteri pertanian tentang cadangan beras pemerintah kabupaten/kota. 

Penguatan cadangan pangan yang dimaksudkan adalah penyediaan cadangan 

pangan beras pemerintah/cadangan beras pemerintah kota (CBPK). Parameter yang 

digunakan untuk menghitung kebutuhan cadangan pangan suatu daerah/kabupaten 

kota adalah: 

 

 
Penguatan  Cadangan  Pangan  =  

80% x cadangan beras total 

propinsi x ratio jumlah penduduk 

Kota Tomohon terhadap jumlah 

penduduk propinsi  

Berdasarkan formula perhitungan di atas, diperoleh penguatan cadangan 

beras Pemerintah Kota Tomohon pada tahun 2023 dari target 37 Ton terealisasi 12 

Ton dengan capaian kinerja 32,43% dengan predikat kriteria penilaian realisasi 

kinerja ñsangat  rendahò. Capaian kegiatan yang terlaksana belum mencapai target 

yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 namun telah mencapai 

target Cadangan Beras Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pangan 

Nasional Nomor 15 tahun 2023. Untuk penyaluran cadangan pangan belum dapat 

dilaksanakan karena belum ada aturan pelaksanaan yang ditetapkan. Aturan yang 

menjadi dasar pelaksanaan penyaluran masih dalam proses pembahasan dengan 

Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon. 

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 untuk cadangan pangan 

pemerintah daerah dengan menggunakan target nasional yaitu 0,49% dengan  

jumlah target Cadangan beras Nasional 2,4 juta ton dan jumlah realisasi 11,8 ton. 

Target Nasional tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional 

Nomor 02/HK.02.05/K/1/2023  tentang Jumlah, Standar Mutu dan Harga Pembelian 

dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2023. 
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Capaian kinerja Tahun 2023 ditambahkan dengan stok akhir Cadangan beras capaian 

berdasarkan standar nasional berjumlah 1,61%.  

Stok akhir =  27,03 ton 

Pengadaan Tahun 2023 =  11,8 ton 

Total keselurahan Cadangan beras =  38,8 ton 

Target Nasional = 2,4 juta ton  

Gambar  3.10  

Pengadaan  Cadangan  Pangan  Pemerintah  Daerah  Tahun  2023  

Sumber: Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Adanya sikap kooperatif dan terbuka dari pihak pemberi data pada saat 

pelaksanaan kegiatan pendataan dan permintaan data Cadangan beras 

Pemerintah Kota Tomohon; 

2) Sumber data Cadangan beras Pemerintah Kota Tomohon yang di ambil 

dapat dipercaya tingkat kebenarannya; dan 

3) Adanya dukungan pemerintah melalui anggaran untuk memenuhi 

kebutuhan pengadaan cadangan beras serta kerja sama yang baik antara 

pimpinan dan pelaksana kegiatan pengadaan cadangan baik Dinas Pangan 

maupun Pihak ketiga (bulog). 
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ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Penyebab terjadinya penurunan kinerja pada indikator Cadangan Beras 

Pemerintah Kota adalah adanya pergeseran anggaran Tahun 2023 serta 

belum adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan 

penyaluran Cadangan pangan pemerintah Kota Tomohon, sehingga 

optimalisasi anggaran disesuaikan dengan prioritas yang lain. Dengan total 

realisasi sepanjang 3 tahun berjalan periode renstra Pemerintah Kota 

Tomohon telah berkontribusi sebesar 1,61 % pada pencapaian target 

Ketersedian Cadangan Beras Nasional Tahun 2023. 

2) Terbatasanya petugas pendataan cadangan beras Pemerintah Kota 

Tomohon atau enumerator di lapangan;  

3) Data cadangan beras Pemerintah Kota Tomohon yang dibutuhkan sebagai 

bahan analisis seringkali tidak lengkap; dan 

4) Terbatasnya waktu terhadap kebutuhan data cadangan beras Pemerintah 

Kota Tomohon dengan ketersediaan data yang masih terlambat. 

ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

melakukan penyediaan pangan di Kota Tomohon harus dibangun atas 

dasar kemampuan produksi dalam daerah melalui optimalisasi seluruh 

potensi yang ada di dalam daerah, mencakup sumber daya alam lahan dan 

air, teknologi, dan sumber daya manusia; 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

membentuk tim kerja dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan 

peningkatan cadangan beras Pemerintah Kota Tomohon; 

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

melakukan penguatan unit organisasi pelaksanaan kegiatan melalui 

bimbingan teknis dan pelatihan; dan 

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

melakukan evaluasi rutin dalam rangka peningkatan pemberdayaan fungsi 

manajemen organisasi. 
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ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Hasil analisis pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya Manusia di 

Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon dalam melaksanakan program Indikator 

Cadangan Beras Pemerintah Kota, dari Capaian Kinerja Sasaran sebesar 

31,89% dengan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,6% berarti 

penggunaan sumber daya belum efisien karena capaian kinerja belum 

memenuhi target yang ditetapkan dengan efisiensi sumber daya hanya 

mencapai 32%. 

 

ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan  

dan kemandirian pangan  

a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan 

sesuai kewenangan kabupaten/kota; 

b. Penyediaan infrastruktur  pendukung kemandirian pangan lainnya; 

c. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur 

logistik; 

d. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai 

dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota daam rangka stabilisasi 

pasokan dan harga pangan; 

e. Penyedia informasi harga pangan dan neraca bahan makanan; 

f. Pemantauan stock, pasokan dan harga pangan; 

g. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota;  

h. Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;  

i. Penyusunan dan penetapan target komsumsi pangan per kapita per 

tahun; dan  

j. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi 

pangan berbasis sumber daya lokal. 

2)  Program  penanganan  kerawanan  pangan  

a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; 

dan 
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b. Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan 

kerentanan pangan. 

3)  Program  pengawasan  keamanan  pangan  

a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah 

kabupaten/kota;  

b. Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah 

kabupaten/kota; dan  

c. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan 

pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota. 

 

 

2.  Pola  Pangan  Harapan  Ketersediaan  
 

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pemerintah Kota Tomohon diperoleh 

melalui formula perhitungan sebagai berikut:  

Skor  Pola  Pangan  Harapan  =  Persentse  AKG x Bobot  Masing -masing  

Kelompok  Bahan  

 
Berdasarkan formula perhitungan di atas, diperoleh realisasi skor pola pangan 

harapan ketersediaan Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 sebesar 91,45 dari 

target 87,6. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Tomohon berhasil 

mencapai target yang telah dite tapkan dengan capaian 104,39% dan termasuk 

dalam predikat kriteria penilaian realisasi kinerja ñsangat tinggiò. Hal ini juga 

membuktikan bahwa tingkat ketersediaan terhadap bahan pangan di pasaran cukup 

tersedia. 

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan di dapat dari 2 (dua) alat analisis 

sebagai dasar perhitungan, yakni (1) Analisis Neraca Bahan Makanan, dan (2) 

Analisis Pola Pangan Harapan Ketersediaan, produk akhir dari 2 jenis alat analisis 

adalah Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan. 

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 91,45 Angka Kecukupan Gizi: 

 

ü Ketersediaan Energy per Kapita per Hari : 2.416 Kkal/Kapita/Hari 

ü Ketersediaan protein per Kapita per Hari : 159,24 Gram/Kapita/Hari 
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ü Analisis Skor PPH Ketersediaan 

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan 

atas proporsi keseimbangan energy dari 10 (Sepuluh) kelompok bahan pangan, 

teridiri dari kelompok  padi padi - padian, umbi ï umbian, hewani, minyak dan 

lemak, buah/biji berminyak, kacang ï kacangan, gula, buah dan sayur, lainnya 

dengan skor 91,45. Kegunaan dari skor pola pangan harapan ketersediaan 

adalah untuk membandingkan kontribusi konsumsi/ketersediaan energi (% 

AKG) aktual dengan komposisi energi harapan, hasil analisis untuk Kota 

Tomohon Tahun 2023. Skor Pola Pangan Harapan 91,45 artinya untuk 

ketersediaan energi 2.416 Kkl/perkapita/hari dengan prosentase Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) 91,45. Secara ringkas dapat digambarkan pada tabel 

berikut ini:  

Tabel  3.31  
Perbandingan  Tareget  dan  Realisasi  Kinerja  Tahun  2023 

Berdasarkan Indikator Tujuan/Sasaran  

 

 

NO 

INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN 
(RENSTRA 2021 -2026)  

PERBANDINGAN  CAPAIAN  KINERJA  

TARGET REALISASI  CAPAIAN  (%)  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Skor Pola Pangan Harapan 

Konsumsi 

   

1 
Konsumsi energi per kapita 
per hari 

2100 Kkal 2335,2 Kkal 111,2% 

2 
Konsumsi protein per kapita 

per hari 
57 Gram 76,3 Gram 133,8% 

3 
Pola Pangan Harapan (PPH) 
Konsumsi 

92.5 skor 90,7 skor 98% 

4 
Wilayah ketahanan dan 

kerentanan pangan 
1 dokumen 1 dokumen 100% 

Penguatan Cadangan Pangan 
   

1 
Cadangan beras pemerintah 

kota 
37 ton 11,8 ton 31,89% 

Stabilitas Harga Pangan Pokok 
(CV Harga Pangan) 

   

1 Komoditi Beras 5 % 4,65 % 93% 

2 Komoditi Cabai Rawit 25 % 56 % 224% 

3 Bawang Merah 20 % 16,1 % 80,5% 
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4 Telur Ayam Ras 10 % 6,72 % 67,2% 

5 Daging Ayam Ras 10 % 3,64 % 36,4% 

Skor Pola Pangan Harapan 
Ketersediaan 

   

1 
Ketersediaan energi per 

kapita per hari 
2400 Kkal 2416 Kkal 100,66% 

2 
Ketersediaan protein per 
kapita per hari 

63 Gram 
159,24 
Gram 

252,75% 

3 
Analisis Skor PPH 

Ketersediaan 
87,6 skor 91.45 skor 104,39% 

4 
Analisis Neraca Bahan 

Makanan (NBM) 
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

Sumber: LKJIP Tahun 2023, Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

 
ü Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 

Analisis Neraca Bahan Makanan digunakan untuk mengukur dan mengetahui 

kemampuan ketersediaan bahan pangan dalam suatu daerah/wilayah ditinjau 

dari; aspek kebutuhan, aspek ketersedian, dan aspek keterjangkauan. Hasil 

analisis berdasarkan data yang tersedia untuk Kota Tomohon Tahun 2023 

ketersediaan bahan pangan ditinjau dari aspek ketersediaan, kebutuhan, dan 

keterjangkaiuan, cukup tersedia dengan gambaran hasil analisis dapat dilihat 

pada tabel berikut:  
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Tabel  3.32  

Hasil  Analisis  Neraca  Bahan  Makanan  Terhadap  Ketersediaan 
Kalori -Protein -Lemak Tahun 2023  

 

 
NO 

JENIS  BAHAN 

MAKAKAN  

KETERSEDIAAN  PER KAPITA  

KALORI  
(Kkal/Hari)  

PROTEIN  
(Gram/Hari)  

LEMAK 
(Gram/Hari)  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

1 Padi ï Padian 934 41,5 9,98 

2 Makanan Berpati 413 5,48 14,2 

3 G u l a 250 0,01 0,02 

4 Buah/Biji Berminyak 113 54,12 49,49 

5 Buah ï Buahan 49 1,1 2,19 

6 Sayur ï Sayuran 130 21,14 5,49 

7 Daging 119 18,4 40,52 

8 T e l u r 49 3,67 3,45 

9 S u s u 24 1,17 1,27 

10 I k a n 37 12,21 1,91 

11 Minyak dan Lemak 298 0,44 63,17 
 T O T A L 2416  159,24  191,69  
 Sumber Nabati 2187 123,78 144,54 

Sumber Hewani 229 35,45 47,15 

Sumber: Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 
 

 
ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Penyebab keberhasilan dalam pelaksanaan analisis pola pangan harapan 

ketersedian adalah Data dan Sumber daya. Data yang benar akurat dan 

lengkap serta sumber daya yang memadai adalah penunjang keberhasilan 

indikantor ini. Baik pihak pemberi data yang bersikap terbuka, Sumber 

data yang akurat serta pengelola data yang kompeten sangat menunjang 

keberhasilan indikator pola pangan harapan ketersedian. 

2) Adanya sikap kooperatif dan terbuka dari pihak pemberi data pada saat 

pelaksanaan kegiatan pendataan dan permintaan data pola pangan 

harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon; 

3) Sumber data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon 

yang di ambil dapat dipercaya tingkat kebenarannya; 

4) Pejabat pengolah data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota 

Tomohon memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsi; dan 

5) Sumber daya yang memadai adalah penunjang keberhasilan indikantor ini. 
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ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Terbatasanya petugas pendataan pola pangan harapan ketersediaan 

pangan di Kota Tomohon atau enumerator di lapangan; 

2) Data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon yang 

dibutuhkan sebagai bahan analisis seringkali tidak lengkap; dan 

3) Terbatasnya waktu terhadap kebutuhan data pola pangan harapan 

ketersediaan pangan di Kota Tomohon dengan ketersediaan data yang 

masih terlambat. 

 
ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

membentuk tim kerja dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan 

peningkatan pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon; 

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

melakukan penguatan unit organisasi pelaksanaan kegiatan melalui 

bimbingan teknis dan pelatihan;  

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

melakukan evaluasi rutin dalam rangka peningkatan pemberdayaan fungsi 

management organisasi; 

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

melakukan peningkatan kapasitas sumber daya penganalisis ketahanan 

pangan; dan 

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon 

melakukan penganggaran dana dan sumber dana pendukung 

pelaksanaan kegiatan. 

 
ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Efisiensi didefinisikan sebagi suatu hubungan antara hasil (output) 

yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam 

pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.  
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INDIKATOR 

KINERJA  

 

 
SATUAN 

KINERJA  ANGGARAN 
TAHUN 

2023  

 
TARGET 

 
REALISASI  

 
%  

 
TARGET 

 
REALISASI  

 
%  

EFISIENSI 

SUMBER 

DAYA 

Pola Pangan 

Harapan 

Ketersediaan  

 
SKOR 

 
87.6  

 
91.45  

 
104.39  

Rp 

10,000,000 

Rp 

9,716,300 

 

 
97,16  

 

 
107,44%  

Dalam pelaksanaan indikator ini efesien sumber daya sangat efisien 

yaitu 107,44%, karena capaian realisasi kinerja 104,39% sedangkan capaian 

anggaran hanya 97,16% artinya efisiensi sumber daya sangat baik. 

 

ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan  

dan kemandirian pangan  

a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan 

sesuai kewenangan kabupaten/kota; 

b. Penyediaan infrastruktur  pendukung kemandirian pangan lainnya; 

c. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur 

logistik; 

d. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai 

dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota daam rangka stabilisasi 

pasokan dan harga pangan; 

e. Penyedia informasi harga pangan dan neraca bahan makanan; 

f. Pemantauan stock, pasokan dan harga pangan; 

g. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota;  

h. Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;  

i. Penyusunan dan penetapan target komsumsi pangan per kapita per 

tahun; dan  

j. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi 

pangan berbasis sumber daya lokal. 

2)  Program  penanganan  kerawanan  pangan  

a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; 

b. Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan 

kerentanan pangan. 
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3)  Program  pengawasan  keamanan  pangan  

a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah 

kabupaten/kota;  

b. Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah 

kabupaten/kota;  

c. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan 

pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota. 
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SASARAN 

STRATEGIS  9  : 

 
 

 

 
 

 

Tabel  3.33  
Capaian  Kinerja  Sasaran  ñMelaksanakan Reformasi  Birokrasi  Dan Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintah  Yang  Baikò 

Tahun 2023  
 

 

 
No 

 
Indikator 

Kinerja  

 
Satu 

an 

 
Realisasi 

Tahun 

awal  

 
Tahun  2021  

 
Tahun  2022  

 
Tahun  2023  

Target  Tahun 

2026 (Akhir 

Tahun 

RPJMD)  

Capaian 

s/d 

Tahun 

2023  

(%)  
Target  Realisasi  %  Target  Realisasi  %  Target  Realisasi  %  

1 
Indeks Reformasi 

Birokrasi 
Nilai 54,12 58-61 55,09 94,98 61-64 58,68 96,19 64-67 64,581) 100,9 >75 86,11 

2 
Opini BPK 
terhadap laporan 
keuangan 

WTP WTP WTP WTP 100 WTP WTP 100 WTP WTP2) 100 WTP 100 

3 Indeks SPBE Nilai 1,65 2 1,67 83,5 2,5 1.76 70,4 3 33) 100 3,8 78,95 

4 

Skor Kinerja 
penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 
Skor 3,1543 3,4 3,5660*  104,88 3,45 2,5406 73,64 3,8 2,5406 66,85 4,25 81,795) 

5 Nilai SAKIP Kota Nilai 62,99 65-67 64,01 98,47 67-71 64,45 96,19 71-74 64,714) 91,14 >80 80,89 

Sumber: 1)Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Inondesia Nomor: B/570/RB.06/2024 Perihal Hasil 
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2024 
2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon 
3) Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Inondesia Nomor 13 Tahun 2024 
4)Laporan hasil Evaluasi SAKIP Kota Tomohon Tahun 2023 
5)Merupakan capaian sampai tahun 2022, karena mengacu pada realisasi tahun 2022 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 
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1.  Indeks  Reformasi  Birokrasi  
 

 

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi 

pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang 

bertujuan pada pemerintahan yang efektif  dan efisien, bersih dari KKN, dan 

memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Hasil penilaian pelaksanaan 

Reformasi Birkorasi (Lihat Tabel 3.33) sepajang tahun 2021 sampai 

tahun 2023 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Ini berarti 

Pemerintah Kota Tomohon dari tahun ke tahun terus 

melaksanakan dan meningkatkan reformasi birokrasi. Jika sampai 

tahun 2022 indeks reformasi birokrasi masih dikategorikan CC, 

maka pada tahun 2023 telah dikategorikan B, dengan nilai 64,58,  

capaian 100,90% predikat ñsangat tinggiò. 

Mulai  tahun  2023  dilakukan  penajaman  terhadap  indikator 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan indikator yang terdapat dalam 

Rencana Aksi Roformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik 

sehingga tidak lagi menggunakan indikator pada 8 (delapan) Area 

Perubahan. Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum 

penajaman adalah ñPemerintahan yang baik dan bersihò, sedangkan tujuan 

dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah ñBirokrasi yang 

bersih, efektif dan ber daya saing mendorong pembangunan nasional dan 

pelayanan publikò. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu 

utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah 

terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan 

kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas 

KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara 

lainnya. Hasil evaluasi ssecara rinci seperti pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 
Laporan  Hasil  Evaluasi  

Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  Kota  Tomohon  Tahun  2023  

 

Sumber: LHE Pelaksanaan RB Tahun 2023 
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ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Adanya komitmen pimpinan untuk membuat program pendukung indikator 

RB General dan RB Tematik; 

2) Rencana aksi pada indikator RB General dan RB Tematik telah 

dilaksanakan oleh PD pengampu melalui implementasi program dan 

kegiatan; 

3) Menyempurnakan indikator kinerja individu; 

4) Memperkuat pelaksanaan agen perubahan; 

5) Meningkatkan pengendalian internal;  

6) Meningkatkan pembangunan Zona Integritas;  dan 

7) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Kurangnya pemahaman terkait penajaman RB General dan RB Tematik; 

2) Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Tomohon; 

3) Terdapat Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan 

Rencana aksi pada indikator RB General dan RB Tematik dikarenakan 

keterbatasan anggaran; dan 

4) Kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 

 
 

ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Dalam menyusun road map Reformasi Birokrasi tahun 2021-2024 harus 

memperhatikan hasil reviu terhadap kekurangan road map periode 

sebelumnya, mengintegrasikan dengan RPJMD Kota Tomohon dan 

menindaklanjuti Rencana Aksi pembangunan RB General dan RB Tematik; 

2) Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait Penajaman Rencana Aksi 

pembangunan RB General dan RB Tematik terhadap seluruh PD; 

3) Pemerintah Kota Tomohon perlu menganggarkan dana yang 

diperuntukkan untuk pembuatan inovasi-inovasi dalam Rencana Aksi 

pembangunan RB General dan RB Tematik; dan 
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4) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi 

pembangunan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kota Tomohon. 

 

ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang mendukung 

tercapainya indikator aksi reformasi birokrasi general dan tematik tahun 2023 

didukung program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan reformasi 

birokrasi Kota Tomohon. 

 
ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

Keberhasilan indikator ini didukung oleh Program Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi, 

dan Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

 

 
2.  Opini  BPK terhadap  laporan  keuangan  

 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terhadap 

penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon dijadikan indikator 

dalam menilai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan 

daerah dengan tertib, taat pada perat uran perundang-undangan, efisien, ekonomis 

efektif dan transparan. Dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan provinsi 

Sulawesi Utara terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon 

Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan pada Tahun 2024, BPK RI memberikan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kali secara berturut-turut. BPK telah 

memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon yang terdiri atas 

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember. Menurut Opini BPK, Laporan 

keuangan Pemerintah Kota Tomohon disajikan secara Wajar dalam semua hal yang 

material. Hal ini menunjukkan predikat pencapaian indikator kinerja sampai 

dengan tahun 2023 termasuk dalam kategori ñsangat tinggiò. 
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Terget Kinerja tahun 2024 yang ingin dicapai adalah kembali meraih opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesebelas kali guna menjaga kepercayaan 

publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan didukung oleh penyampaian 

laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP. Disadari bahwa opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) bukan lagi merupakan sebuah prestasi melainkan sebuah 

kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota 

Tomohon melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bersama- 

sama dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada dan Instansi terkait, bertekat akan 

terus bekerja keras untuk mempert ahankan Opini yang diberikan oleh BPK RI. 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Adanya sosialisasi Peraturan walikota Tomohon Nomor 1 tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

2) Komitmen Pimpinan untuk mempertahankan Opini WTP dengan 

melaksanakan Evaluasi dan pengawasan secara berjenjang; 

3) Komitmen  yang  kuat  dari  pimpinan  daerah  untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Govenrnance); 

 

ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Belum efisiennya penyerahan Laporan Keuangan oleh perangkat daerah 

karena laporan tersebut diserahkan secara manual (tidak secara online) 

oleh masing-masing perangkat daerah sehingga terjadinya 

keterlambatan penyerahan laporan keuangan perangkat daerah itu 

sendiri; dan 

2) Masih kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 
ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Mendayagunakan komitmen dari setiap Perangkat Daerah untuk taat 

waktu dalam penyerahan Laporan Keuangan Perangkat Daerah; 
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2) Meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK 

melalui kegiatan rekonsiliasi antar bidang; 

3) Meningkatkan komitemen koordinasi yang baik antara Perangka 

Daerah; 

4) Mendayagunakan ide-ide dalam pengembangan sarana dan prasarana; 

5) Pemanfaatan lembaga diklat dan penyesuaian penyusunan laporan 

keuangan; dan 

6) Menciptakan produk hukum sebagai acuan sistem pengendalian intern;  

7) Melakukan perbaikan berkelanjutan disetiap OPD dalam setiap tahap 

pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan sampai dengan 

pertanggungjawaban; 

8) Mentaati aturan yang berlaku; 

9) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan; 

10)Pengembangan SDM yang berkesinambungan; 

 
ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang berkaitan dengan 

Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon 

dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkompetensi. Sumber daya 

manusia dalam hal ini berasal dari unsur Pemerintah Kota Tomohon melalui 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sebagai 

pelaksana program dan kegiatan. 

 

ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Penunjang  Urusan  Pemerintah  Daerah  

- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

- Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2)  Program  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 
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- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 

- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

Lingkup Keuangan Daerah 

 

3)  Program  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

4)  Program  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

 
 

 

3.  Indeks  SPBE 
 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan 

pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memberikan layanan kepada Pengguna yaitu: instansi pusat, pemerintah daerah, 

pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak 

lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. SPBE dilaksanakan dengan prinsip: 

efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, 

dan keamanan. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat 

pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif 

dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Hasil 

audit Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi terhadap tingkat penerapan SPBE Kota Tomohon tahun 2023 

sebesar 3,00 dengan kategori baik (lihat Tabel 3.34). Ini sesuai terget yang 

ditetapkan Pemerintah Kota Tomohon pada tahun 2023, sehingga realisasinya 

sebesar 100% dengan kategori ñsangat tinggiò. 
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Tabel  3.34  

Hasil  Evaluasi  SPBE Pemerintah  Daerah 
Sulawesi Utara Tahun 2023  

 

No.  Nama  Instansi  Indeks  Predikat  

1 Pemerintah Provinisi Sulawesi Utara 2.30 Cukup 

2 Pemerintah Kab. Minahasa 1,81 Cukup 

3 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow 3,52 Sangat Baik 

4 Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe 2,29 Cukup 

5 Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 2,19 Cukup 

6 Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud 2,18 Cukup 

7 Pemerintah Kab. Minahasa Utara 2,68 Baik 

8 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara 2,19 Cukup 

9 Pemerintah Kab. Siau Tagulangdang Biaro 2,15 Cukup 

10 Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara 2,83 Baik 

11 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2,34 Cukup 

12 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur 2,46 Cukup 

13 Pemerintah Kota Manado 2,95 Baik 

14 Pemerintah Kota Bitung 2,83 Baik 

15 Pemerintah Kota Tomohon 3,00 Baik 

16 Pemerintah Kota Kotamobagu 2,73 Baik 

Sumber: SK Menpan RB Nomor 13 Tahun 2024 

 
ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon telah 

menghasilkan inovasi ï inovasi Pelayanan Publik bahkan Inovasi Layanan 

Pemerintahan yang berbasis elektronik bahkan secara online yang telah 

dilaunching ke publik;  

2) Perlu melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE 

3) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan pemerintah  

4) Menerapkan manajemen keamananinformasi yang terpadu 
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ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Inovasi Layanan Pemerintahan yang berbasis elektronik belum didukung 

dengan kebijakan / aturan mengikat terhadap pelaksanaan layanan; 

2) Belum dilakukan monitoring dan evaluasi SPBE secara rutin 

3) Masih kurangnya manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat 

guna dan tepat sasaran. 

4) Kurangnya harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah 

dan pimpinan instansi; 

ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Peningkatan kualitas SDM yang ditunjang dengan komitment Pimpinan 

untuk membangun sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang 

handal; 

2) Membuat kebijakan terkait pengelolaan Pemerintahan yang berbasis 

elektronik serta kebijakan terkait layanan internal Pemerintah maupun 

layanan Publik; 

3) Melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan disetiap domain dan 

aspekyang dinilai seperti kebijakan internal definitive, adanya tim 

pengarah SPBE, rencana induk SPBE, kebijakan integrasi data dan 

integrasi aplikasi pemerintah 

4) Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE 

5) Meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan 

masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE; 

 

ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Indeks 

SPBE Kota Tomohon dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang 

berkompetensi. Sumber daya manusia dalam hal ini berasal dari unsur 

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 

Kota Tomohon sebagai pelaksana program dan kegiatan dan Tim Penyelenggara 

SPBE Pemerintah Daerah Kota Tomohon sebagai pengolah. 
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ü Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

1)  Program  Aplikasi  Informatika  

- Pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

- Pengelolaan E-government di lingkup Pemerintah daerah 

kabupaten/kota 

2)  Program  Informasi  dan  Komunikasi  Publik  

- Perumusan kebijakan teknbis bidang informasi dan komunikasi publik 

- Layanan hubungan media 
 

 
4.  Skor  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang 

disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat 

capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah 

memiliki kewajiban untuk  menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD 

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Ealuasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis penyusunan LPPD tahun 2023 

telah diberikan pedoman dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 1 Desember 2023 perihal Penyampaian Pedoman 

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2023. 

Adapun hasil yang diperoleh Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023 belum ada, karena LPPD 

tahun 2023 pengerjaannya masih dalam tahapan perampungan di tahun 2024 ini. 

Sebagai bahan evaluasi diambil realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,5406 

(sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tomohon). Jika mengacu 

pada target tahun tersebut maka capaiannya sebesar 73,64% dan dikategorikan 

ñsedangò. 
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Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu: 

indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) 

dengan bobot 5%.  

Pengelompokan prestasi capaian kinerja:  

 

 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan Perangkakt Daerah 

terhadap penyusunan LPPD; 

2) Penyusunan LPPD telah dilaksanakan secara elektronik (E-LPPD); 

3) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Tomohon dengan 

seluruh perangkat Daerah; 

4) Mengidentifikasi urusan pemerintahan dan indikator capaian kinerja yang 

masih rendah, sebagai bahan untuk kebijakan pengalokasian anggaran 

yang lebih baik; dan 

5) Tingkat pemahaman tim penyusun LPPD sudah baik. 

 
ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Beberapa perangkat daerah tidak menyampaikan data secara tepat 

waktu;  

2) Hasil EKPPD belum sepenuhnya menjadi bahan penetapan target capaian 

kinerja dalam perencanaan perangkat daerah maupun RKPD; 

3) Beberapa perangkat daerah tidak menyampaikan data secara tepat 

waktu;  

4) Penyajian data pendukung belum terpilah secara baik dan rapih; dan 

5) Kesalahan persepsi dalam menentukan data pendukung yang dibutuhkan. 

 

 

artinya berprestasi Rendah (R). 
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ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Mengidentifikasi urusan pemerintahan dan indikator capaian kinerja yang 

masih rendah, sebagai bahan untuk kebijakan pengalokasian anggaran 

yang lebih baik; 

2) Menyelenggarakan bimbingan teknis atau workshop bersama pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara intensif dalam rangka 

mengoptimalkan pemahaman terhadap metode dan cara penghitungan 

capaian kinerja, serta menyusun data dukung akurat, jelas, rapih, baik dan 

dapat dipertanggungjawabkan; dan 

3) Memberikan batas waktu penyampaian data pendukung LPPD kepada 

Perangkat Daerah. 

 

ü Analisis  Efisiensi  Penggunaan  Sumber  Daya  

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang mendukung 

tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 

didukung oleh Tim Penyusun Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah 

Kota Tomohon yang termuat dalam Surat Keputusan Walikota Tomohon 

Nomor 42 tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjaaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Tahun 2023. 

 

ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indik ator  

Keberhasilan indikator ini didukung oleh Program Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut: 

1) Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan; 

3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah; 

4) Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri; 

5) Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri; 

6) Fasilitasi kerja sama daerah. 
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Nilai SAKIP Kota Tomohon 
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5.  Nilai  SAKIP  Kota  

 

 
Sasaran Strategis 3 (tiga) ini merupakan upaya untuk mencapai Misi ke-5 

yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, yaitu 

ñMewujudkan Pelayanan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Berintegritasò. Salah 

satu indikator pendukung keberhasilan misi ke-5 melalui Nilai SAKIP yang diperoleh 

oleh Pemerintah Kota Tomohon. Pemberian nilai evaluasi SAKIP kepada Pemerintah 

Daerah bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban  

atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya 

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) serta 

memberikan saran perbaikan yang diperlukan. 

Hasil evaluasi ini diberikan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk piagam penghargaan dan 

Laporan Hasil Evaluasi kepada Kepala Daerah atas capaian tersebut. 

Evaluasi AKIP dilakukan dengan tujuan:  

 
1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem 

akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP). 

2) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja 

dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. 

3) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan 

kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

Gambar  3.12  

Trend  Nilai  SAKIP  Kota  Tomohon  Sampai  Tahun  2023  

Sumber: Data olahan 
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Adapun capaian kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Tomohon 

menunjukkan hasil yang baik, penilaian tahun 2016 dengan kategori  CC, penilaian 

tahun 2017 dengan nilai 60,03 (kategori B) , penilaian tahun 2018 dengan nilai 

62,17 (kategori B) , penilaian tahun 2019 dengan nilai 62,99 (kategori B) , 

penilaian tahun 2020 dengan nilai 64,01 (kategori B) , penilaian tahun 2021 

dengan nilai 63,09 (kategori B), penilaian tahun 2022 dengan nilai 63,93 

(kategori B) , dan penilaian tahun 2023 dengan nilai 64,45 (kategori B) . 

Sedangkan capaian kinerja tahun 2024 untuk penilaian kinerja tahun 2023 adalah 

64,71 (kategori B) . Secara lengkap hasil evaluasi SAKIP Kota Tomohon untuk 

tahun 2023 termasuk dalam kategori kinerja ñsangat tinggiò seperti gambar 

berikut. 

 

Gamb ar  3.13  

Hasil  Evaluasi  SAKIP  Kota  Tomohon  Tahun  2023  

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tomohon Tahun 2023 
 

ü Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Indikator  

1) Melakukan penyempurnaan keselarasan penjabaran kinerja baik dari 

sasaran strategis sampai ke indikator yang telah ada sampai ke level 

individu; 

2) Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran 

dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran; 
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3) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Perangkat 

Daerah, serta kualitas evaluasi program; 

4) Adanya peningkatan dari Perangkat Daerah Dalam penyusunan LKjIP 

walaupun disadari masih banyak kekurangan; 

5) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas 

dan manajemen kinerja serta melakukan inovasi ï inovasi, baik inovasi 

percepatan pelayanan publik maupun inovasi peningkatan kinerja pegawai; 

6) Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP; 

7) Tetap menjaga sinergitas birokrasi dan meminimalisasi ego sektoral yaitu 

bekerja secara tim bukan Superman tetapi Supertim; 

8) Terus menerus melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah 

tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP), sehingga diharapkan Perangkat Daerah secara bertahap lebih 

paham terhadap SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP. 

 
ü Hambatan/Permasalahan  yang  dihadapi  

1) Sistem pengumpulan data/informasi di perangkat daerah belum optimal;  

2) Kurangnya pemahaman sumber daya manusia pengelola SAKIP Perangkat 

Daerah dalam metode dan sistematika penyusunan SAKIP; 

3) Belum optimalnya akurasi data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pelaporan sebagai bahan penyusunan SAKIP Kota Tomohon; 

4) Perangkat Daerah belum memahami cara menetapkan Indikator yang baik 

dan belum mengerti dalam menentukan Indikator Eselon II, eselon III dan 

eselon IV; 

5) Pelaksanaan manajemen kinerja yang masih berorientasi pada ñoutputò 

daripada ñoutcomeò; 

6) Kualitas perencanaan kinerja yang belum menggambarkan alur logika 

program dan kinerja yang logis;  

7) Penetapan kinerja baik kinerja utama maupun kinerja sasaran atau kinerja 

program yang belum berorientasi hasil (outcome);  

8) Belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta dibahas 

dalam SAKIP; dan 
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9) Belum dimanfaatkannya SAKIP dalam penyusunan rencana dan 

pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya. 

 

ü Strategi/solusi  pemecahan  masalah  

1) Memperbaiki Dokumen Perencanaan seiring dengan Perubahan RPJMD dan 

Renstra; 

2) Penguatan komitmen. Penguatan komitmen merupakan keniscayaan dalam 

rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon; 

3) Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah secara 

berkala; 

4) Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional; 

5) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SAKIP kepada seluruh 

perangkat daerah; 

6) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Perangkat 

Daerah, serta kualitas evaluasi program; 

7) Melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap capaian 

kinerja, baik di tingkat Kota maupun di PD masing-masing, sebagai dasar 

penerapan pemberian reward and punishment, dalam rangka semakin 

mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan 

Pemerintah Kota Tomohon; 

8) Mengoptimalkan evaluasi kinerja Internal;  dan 

9) Memberikan batas waktu penyampaian data pendukung SAKIP kepada 

Perangkat Daerah. 

 
ü Analisis  Efisiens i Penggunaan  Sumber  Daya  

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang mendukung 

meningkatnya Nilai SAKIP Pemerintah Kota Tomohon, Tahun 2024 didukung 

oleh Tim Penyusun SAKIP Pemerintah Kota Tomohon bersama dengan 

pengelola SAKIP Perangkat Daerah yang susunan tugas dan keanggotaannya 

ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 17 Tahun 2024 

tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota 

Tomohon Tahun 2023 dan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. 
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ü Analisis  Program  yang  Mendukung  Keberhasilan  Indikator  

Keberhasilan indikator ini didukung oleh Program Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi, 

dan Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 
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B. REALISASI  ANGGARAN 

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 23 indikator 

sebagaimana yang telah ditetapkan maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk 

setiap sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.35. Total anggaran Pendapatan Daerah 

sebesar Rp.632.808.516,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.616.085.641.555,93, 

capaian 97,36%. Total anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.676.237.054.062,00 

dengan realisasi sebesar Rp.638.650.110.939,00, capaian 94,44%. Total anggaran 

Pembiayaan Daerah sebesar Rp.56.948.235.162,00 dengan realisasi sebesar 

Rp.56.948.235.162,44, capaian 100%. Sedangkan untuk total anggaran Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar Rp.391.999.049.593,00 

dengan realisasi sebesar Rp.373.176.155.616,00. capaian 95,20%. Anggaran 

realisasi dan capaian Program lainnya seperti pada Tabel 3.35. 

Tabel  3.35  

Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kota  Tomohon 

Menurut Organisasi dan Program  
Tahun  Anggaran  2023  

 

URAIAN  ANGGARAN (Rp)  REALISASI  (Rp)  %  

PENDAPATAN DAERAH 632.808.516.000,0  
0 

 
616.085.641.555,93  

 
97,36%  

 
URUSAN PEMERINTAHAN  WAJIB  YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR  

 

 
11.375.000.000,00  

 

 
8.626.315.977,00  

 

 
75,84%  

  
KESEHATAN 

10.375.000.000,00  8.134.666.137,00  78,41%  

   
NON PROGRAM 

10.375.000.000,00 8.134.666.137,00 78,41% 

  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

1.000.000.000,00  491.649.840,00  49,16%  

   
NON PROGRAM 

1.000.000.000,00 491.649.840,00 49,16%  

 
URUSAN PEMERINTAHAN  WAJIB  YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  

 

 
2.800.000.000,00  

 

 
1.462.255.545,00  

 

 
52,22%  

  
LINGKUNGAN  HIDUP  

2.000.000.000,00  1.081.057.600,00  54,05%  

   
NON PROGRAM 

2.000.000.000,00 1.081.057.600,00 54,05% 

  
PERHUBUNGAN 750.000.000,00  319.971.945,00  42,66%  

   
NON PROGRAM 750.000.000,00 319.971.945,00 42,66% 

  
KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA  

50.000.000,00  61.226.000,00  
122,45  

%  

   
NON PROGRAM 50.000.000,00 61.226.000,00 122,45% 

 
URUSAN PEMERINTAHAN  PILIHAN  

2.500.000.000,00  322.515.000,00  12,90%  

  
PARIWISATA  

2.500.000.000,00  322.515.000,00  12,90%  

   
NON PROGRAM 2.500.000.000,00 322.515.000,00 12,90% 
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URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  616.133.516.000,0  
0 

 
605.674.555.033,93  

 
98,30%  

  

KEUANGAN 616.133.516.000,0  
0 

 
605.674.555.033,93  

 

   NON PROGRAM 

 
616.133.516.000,00 

 
605.674.555.033,93 

 
98,30% 

BELANJA DAERAH 676.237.054.062,0  
0 

 
638.650.110.939,00  

 
94,44%  

 
URUSAN PEMERINTAHAN  WAJIB  YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR  

 
339.768.498.151,0  

0 

 

 
318.163.485.058,00  

 

 
93,64%  

  

PENDIDIKAN  129.699.381.997,0  
0 

 
123.733.250.894,00  

 
95,40%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
93.495.303.903,00 

 

 
89.300.303.250,00 

 

 
95,51% 

   
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 

738.407.200,00 656.095.140,00 88,85% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

28.800.512.404,00 27.390.770.658,00 95,11% 

   PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN 
TRADISIONAL 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 

   
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

6.501.338.190,00 6.231.909.046,00 95,86% 

   
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 

25.227.300,00 23.242.000,00 92,13% 

   
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

 

 
118.593.000,00 

 

 
110.930.800,00 

 

 
93,54% 

  KESEHATAN 

117.480.408.478,0  
0 

 
108.941.972.532,00  

 
92,73%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
61.494.068.403,00 

 

 
57.677.675.822,00 

 

 
93,79% 

   PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

 

 
54.287.548.975,00 

 

 
49.777.191.759,00 

 

 
91,69% 

   
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA KESEHATAN 

 

 
242.449.100,00 

 

 
167.693.600,00 

 

 
69,17% 

   
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN 
DAN MAKANAN MINUMAN 

 

 
400.342.000,00 

 

 
274.811.351,00 

 

 
68,64% 

   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN 

 

 
1.056.000.000,00 

 

 
1.044.600.000,00 

 

 
98,92% 

  
PEKERJAAN UMUM  DAN PENATAAN RUANG 

38.830.808.019,00  33.312.497.487,00  85,79%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
10.049.650.930,00 

 

 
8.935.707.878,00 

 

 
88,92% 

   PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 
(SDA) 1.786.956.135,00 1.778.766.372,00 99,54% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

 

 
4.144.524.191,00 

 

 
1.294.399.027,00 

 

 
31,23% 

   
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN 
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 

 

 
850.000.000,00 

 

 
552.240.000,00 

 

 
64,97% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR LIMBAH 

 

 
1.357.246.500,00 

 

 
1.311.976.500,00 

 

 
96,66% 
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PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM DRAINASE 

 

 
1.488.087.393,00 

 

 
1.477.498.780,00 

 

 
99,29% 

   
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 

467.366.122,00 467.366.000,00 100,00% 

   
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 

286.278.500,00 224.648.742,00 78,47% 

   
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 
LINGKUNGANNYA 

 

 
90.000.000,00 

 

 
- 

 

 
0,00% 

   
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 17.291.351.823,00 16.577.443.551,00 95,87% 

   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 

1.019.346.425,00 692.450.637,00 67,93% 

  PERUMAHAN  RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  11.224.204.399,00  10.724.374.627,00  95,55%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
7.258.803.086,00 

 

 
6.894.090.820,00 

 

 
94,98% 

   
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 

50.923.100,00 35.536.000,00 69,78% 

   
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 

3.361.800,00 1.453.500,00 43,24% 

   
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

 

 
1.154.300.400,00 

 

 
1.149.079.000,00 

 

 
99,55% 

   
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA 
DAN UTILITAS UMUM (PSU) 

 

 
2.756.816.013,00 

 

 
2.644.215.307,00 

 

 
95,92% 

  
KETENTRAMAN,  KETERTIBAN  UMUM  SERTA 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  

 

 
25.155.148.697,00  

 

 
24.649.743.838,00  

 

 
97,99%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
9.736.189.755,00 

 

 
9.408.275.208,00 

 

 
96,63% 

   
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

 

 
14.561.385.932,00 

 

 
14.424.148.130,00 

 

 
99,06% 

   
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 817.122.900,00 781.870.200,00 95,69% 

   
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 
NON KEBAKARAN 

 
 

 
40.450.110,00 

 
 

 
35.450.300,00 

 
 

 
87,64% 

  
SOSIAL  

17.378.546.561,00  16.801.645.680,00  96,68%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
4.297.367.871,00 

 

 
4.063.860.797,00 

 

 
94,57% 

   
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 

637.479.500,00 581.729.232,00 91,25% 

   
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN 
KORBAN TINDAK KEKERASAN 

 

 
2.008.000,00 

 

 
- 

 

 
0,00% 

   
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 

694.950.100,00 668.285.135,00 96,16% 

   
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 

11.166.031.070,00 10.914.364.200,00 97,75% 

   
PROGRAM PENANGANAN BENCANA 

579.957.620,00 572.656.316,00 98,74% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM 

PAHLAWAN 

 

 
752.400,00 

 

 
750.000,00 

 

 
99,68% 

 URUSAN PEMERINTAHAN  WAJIB  YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  

 

 
71.341.131.180,00  

 

 
67.783.731.692,00  

 

 
95,01% 

  
TENAGA KERJA 

7.119.190.733,00  7.006.837.440,00  98,42%  
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
3.350.141.633,00 

 

 
3.258.116.840,00 

 

 
97,25% 

   
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

 

 
209.868.100,00 

 

 
195.180.400,00 

 

 
93,00% 

   
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 

203.623.500,00 201.882.200,00 99,14% 

   
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 

3.351.663.500,00 3.347.948.000,00 99,89% 

   PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU 
TERBARUKAN 3.894.000,00 3.710.000,00 95,27% 

  PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN  ANAK 3.941.958.488,00  3.718.191.578,00  94,32%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
3.059.560.721,00 

 

 
2.960.389.200,00 

 

 
96,76% 

   
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

 

 
44.993.650,00 

 

 
35.562.300,00 

 

 
79,04% 

   
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

35.456.400,00 30.737.800,00 86,69% 

   
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 

268.319.450,00 245.533.078,00 91,51% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER 
DAN ANAK 

 

 
10.867.597,00 

 

 
8.977.500,00 

 

 
82,61% 

   
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 

488.781.280,00 413.976.700,00 84,70% 

   
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 

33.979.390,00 23.015.000,00 67,73% 

  
PANGAN 

3.940.348.806,00  3.831.073.898,00  97,23%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
3.350.499.111,00 

 

 
3.254.023.792,00 

 

 
97,12% 

   PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN 
KEMANDIRIAN PANGAN 

 

 
2.000.000,00 

 

 
1.757.200,00 

 

 
87,86% 

   
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 

 

 
509.398.885,00 

 

 
497.361.906,00 

 

 
97,64% 

   
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 

19.871.300,00 19.630.500,00 98,79% 

   
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 

58.579.510,00 58.300.500,00 99,52% 

  
LINGKUNGAN  HIDUP  9.714.542.349,00  9.517.599.816,00  97,97%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
4.342.061.117,00 

 

 
4.209.673.643,00 

 

 
96,95% 

   
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 

149.854.292,00 139.403.000,00 93,03% 

   
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN 
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

 
117.730.000,00 

 

 
117.373.300,00 

 

 
99,70% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN 
HAYATI (KEHATI) 

 

 
30.187.000,00 

 

 
30.000.000,00 

 

 
99,38% 

   
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP 
UNTUK MASYARAKAT 

 

 
38.132.933,00 

 

 
29.464.000,00 

 

 
77,27% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 

5.036.577.007,00 4.991.685.873,00 99,11% 

  ADMINISTRASI  KEPENDUDUKAN  DAN 
PENCATATAN SIPIL  3.840.455.507,00  3.625.516.623,00  94,40%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
3.392.978.006,00 

 

 
3.188.476.493,00 

 

 
93,97% 
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PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 

118.596.651,00 118.174.200,00 99,64% 

   
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 

143.956.962,00 134.274.380,00 93,27% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

 
168.009.967,00 

 

 
167.728.200,00 

 

 
99,83% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 16.913.921,00 16.863.350,00 99,70% 

  PENGENDALIAN  PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA 

 
6.529.878.280,00  

 
6.196.273.287,00  

 
94,89%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
3.219.115.080,00 

 

 
3.087.326.288,00 

 

 
95,91% 

   
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 

1.987.463.400,00 1.863.948.269,00 93,79% 

   PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 
(KB) 387.865.000,00 370.894.100,00 95,62% 

   
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 

KELUARGA SEJAHTERA (KS) 

 

 
935.434.800,00 

 

 
874.104.630,00 

 

 
93,44% 

  
PERHUBUNGAN  

6.465.251.677,00  
 

5.764.433.719,00  
 

89,16%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
4.704.398.727,00 

 

 
4.211.287.989,00 

 

 
89,52% 

   
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

 

 
1.760.852.950,00 

 

 
1.553.145.730,00 

 

 
88,20% 

  
KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA  

9.332.321.277,00  8.514.041.091,00  91,23%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
4.975.264.840,00 

 

 
4.683.717.212,00 

 

 
94,14% 

   
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.704.378.900,00 2.695.014.005,00 99,65% 

   PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 
SEKTORAL 511.710.500,00 18.220.500,00 3,56% 

   
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 

1.140.967.037,00 1.117.089.374,00 97,91% 

  
KOPERASI,  USAHA KECIL,  DAN MENENGAH 

3.866.833.919,00  3.730.027.094,00  96,46%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
2.912.490.419,00 

 

 
2.795.562.891,00 

 

 
95,99% 

   PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KOPERASI 177.525.600,00 174.254.100,00 98,16% 

   
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, 
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 

 

 
584.973.500,00 

 

 
581.122.003,00 

 

 
99,34% 

   
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 

191.844.400,00 179.088.100,00 93,35% 

  
PENANAMAN  MODAL 

4.898.586.140,00  4.705.180.488,00  96,05%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
3.915.903.288,00 

 

 
3.778.058.586,00 

 

 
96,48% 

   
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 
MODAL 

 

 
505.170.000,00 

 

 
471.720.502,00 

 

 
93,38% 

   
PROGRAM PROMOSI PENAMAN MODAL 

46.855.852,00 44.795.000,00 95,60% 

   
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 50.000.000,00 38.204.100,00 76,41% 

   
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

 

 
365.200.000,00 

 

 
361.745.200,00 

 

 
99,05% 
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PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN MODAL 

 

 
15.457.000,00 

 

 
10.657.100,00 

 

 
68,95% 

  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

8.109.831.733,00  7.742.761.467,00  95,47%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
3.372.624.707,00 

 

 
3.299.612.557,00 

 

 
97,84% 

   
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEPEMUDAAN 

 

 
253.236.900,00 

 

 
208.076.350,00 

 

 
82,17% 

   
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 
SAING KEOLAHRAGAAN 

 

 
4.172.279.326,00 

 

 
3.924.841.260,00 

 

 
94,07% 

   
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 

KEPRAMUKAAN 

 

 
311.690.800,00 

 

 
310.231.300,00 

 

 
99,53% 

  
KEARSIPAN  

3.581.932.271,00  3.431.795.191,00  95,81%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
3.202.130.421,00 

 

 
3.087.139.646,00 

 

 
96,41% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 20.232.750,00 20.154.600,00 99,61% 

   
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 310.000.000,00 278.991.340,00 90,00% 

   PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN 

ARSIP 
 

49.569.100,00 
 

45.509.605,00 
 

91,81% 

 
URUSAN PEMERINTAHAN  PILIHAN  

28.048.993.978,00  26.268.734.991,00  93,65% 

  
PARIWISATA  

8.279.828.677,00  7.903.162.443,00  95,45%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
4.330.115.427,00 

 

 
4.032.174.930,00 

 

 
93,12% 

   
PROGRAM PENINGKATN DAYA TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

 

 
1.056.662.130,00 

 

 
1.000.486.018,00 

 

 
94,68% 

   
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.128.346.400,00 2.118.574.713,00 99,54% 

   
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

 

 
764.704.720,00 

 

 
751.926.782,00 

 

 
98,33% 

  
PERTANIAN  15.917.094.797,00  14.687.666.326,00  92,28%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
11.639.261.414,00 

 

 
10.921.838.720,00 

 

 
93,84% 

   
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

 

 
3.434.469.983,00 

 

 
2.994.638.623,00 

 

 
87,19% 

   
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN 

 

 
109.538.100,00 

 

 
77.609.320,00 

 

 
70,85% 

   
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN 
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 

 

 
211.061.600,00 

 

 
191.391.000,00 

 

 
90,68% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 

87.620.000,00 85.079.531,00 97,10% 

   
PROGRAM PENGENDALIAN DAN 
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 

 

 
47.225.300,00 

 

 
38.124.000,00 

 

 
80,73% 

   
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 

387.918.400,00 378.985.132,00 97,70% 

  
PERDAGANGAN 

3.852.070.504,00  3.677.906.222,00  95,48%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
3.167.169.033,00 

 

 
3.039.656.735,00 

 

 
95,97% 
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PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN 
INDUSTRI 

 

 
369.282.894,00 

 

 
360.476.031,00 

 

 
97,62% 

   
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 

 

 
550.000,00 

 

 
540.000,00 

 

 
98,18% 

   
PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG 
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 

 

 
129.406.950,00 

 

 
124.703.850,00 

 

 
96,37% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 
INDUSTRI NASIONAL 

 

 
27.386.750,00 

 

 
26.237.150,00 

 

 
95,80% 

   
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 

41.841.227,00 40.890.600,00 97,73% 

   
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

 

 
89.842.900,00 

 

 
59.870.306,00 

 

 
66,64% 

   
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN 
PRODUK DALAM NEGERI 

 

 
26.590.750,00 

 

 
25.531.550,00 

 

 
96,02% 

 

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  101.619.042.970,0  
0 

 
96.208.719.992,00  

 
94,68%  

  
SEKRETARIAT  DAERAH 

60.973.088.088,00  58.746.198.079,00  96,35%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
48.750.391.193,00 

 

 
46.813.632.128,00 

 

 
96,03% 

   
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

 

 
10.592.772.735,00 

 

 
10.360.909.834,00 

 

 
97,81% 

   
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

1.629.924.160,00 1.571.656.117,00 96,43% 

  
SEKRETARIAT  DPRD 

40.645.954.882,00  37.462.521.913,00  92,17%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
20.370.137.732,00 

 

 
18.837.070.971,00 

 

 
92,47% 

   
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN 
FUNGSI DPRD 

 

 
20.275.817.150,00 

 

 
18.625.450.942,00 

 

 
91,86% 

 
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  

57.605.590.856,00  53.615.458.832,00  93,07%  

  
PERENCANAAN 8.719.414.668,00  7.983.948.872,00  91,57%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
6.438.621.108,00 

 

 
6.094.618.778,00 

 

 
94,66% 

   
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 
1.379.397.050,00 

 

 
1.220.293.114,00 

 

 
88,47% 

   PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH 492.080.000,00 351.730.700,00 71,48% 

   
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 
409.316.510,00 

 

 
317.306.280,00 

 

 
77,52% 

  
KEUANGAN 

41.633.298.015,00  38.712.173.343,00  92,98% 

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
18.123.127.298,00 

 

 
17.009.064.719,00 

 

 
93,85% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

19.620.264.858,00 18.039.512.549,00 91,94% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

844.916.100,00 828.284.125,00 98,03% 

   
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

3.044.989.759,00 2.835.311.950,00 93,11% 

  
KEPEGAWAIAN  

7.252.878.173,00  6.919.336.617,00  95,40%  
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
5.689.667.873,00 

 

 
5.505.473.789,00 

 

 
96,76% 

   
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 

1.480.275.300,00 1.331.126.189,00 89,92% 

   PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 82.935.000,00 82.736.639,00 99,76% 

 
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN  7.359.560.667,00  7.039.224.010,00  95,65%  

  
INSPEKTORAT  

7.359.560.667,00  7.039.224.010,00  95,65%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
6.278.792.867,00 

 

 
6.135.719.553,00 

 

 
97,72% 

   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 

649.869.800,00 545.982.149,00 84,01% 

   
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 

 

 
430.898.000,00 

 

 
357.522.308,00 

 

 
82,97% 

 
UNSUR KEWILAYAHAN  

56.833.290.409,00  56.018.340.254,00  98,57%  

  
KECAMATAN 

56.833.290.409,00  56.018.340.254,00  98,57%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

 

 
33.666.801.712,00 

 

 
33.327.494.050,00 

 

 
98,99% 

   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELYANAN PUBLIK 

 

 
14.085.727.597,00 

 

 
13.908.023.289,00 

 

 
98,74% 

   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

 

 
9.072.054.700,00 

 

 
8.777.322.915,00 

 

 
96,75% 

   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

 

 
4.476.400,00 

 

 
2.750.000,00 

 

 
61,43% 

   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

 

 
4.230.000,00 

 

 
2.750.000,00 

 

 
65,01% 

 
UNSUR PEMERINTAHAN  UMUM 

13.660.945.851,00  13.552.416.110,00  99,21%  

  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  

13.660.945.851,00  13.552.416.110,00  99,21%  

   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KAB/KOTA 

 

 
3.416.411.918,00 

 

 
3.366.112.331,00 

 

 
98,53% 

   
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA 
DAN KARAKTER KEBANGSAAN 

 

 
1.543.601.736,00 

 

 
1.518.235.225,00 

 

 
98,36% 

   PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK 
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI 

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA 
SERTA BUDAYA POLITIK 

 
 

 
5.230.317.316,00 

 
 

 
5.217.498.954,00 

 
 

 
99,75% 

   
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

 

 
49.074.500,00 

 

 
49.074.500,00 

 

 
100,00% 

   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 

 

 
1.054.280.700,00 

 

 
1.054.072.500,00 

 

 
99,98% 

   
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN 
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 

 
 

 
2.367.259.681,00 

 
 

 
2.347.422.600,00 

 
 

 
99,16% 

PEMBIAYAAN  DAERAH 
56.948.235.162,00  56.948.235.162,44  

100,00  
%  

 
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  

56.948.235.162,00  56.948.235.162,44  
100,00  

%  

  
KEUANGAN 56.948.235.162,00  56.948.235.162,44  

100,00  
%  
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   NON PROGRAM 
56.948.235.162,00 56.948.235.162,44 100,00% 

Sumber: Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 
(unaudited) 
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C. Capaian  Prestasi  dan  Penghargaan  

Pemerintah Kota Tomohon telah mendapatkan beberapa penghargaan dan 

prestasi yang diraih meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih dapat dilihat pada 
tabel berikut:  

 

Tabel  3.36  
Daftar  Penghargaan  Pemerintah  Kota  Tomohon 

Tahun 2023  

 

NO. PENGHARGAAN DARI  

1 Penghargaan Kota Layak Anak Nindya Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 
Anak 

2 Penghargaan Manggala Karya Kencana atas 

komitmen tinggi Pemkot Tomohon dalam 
menggerakkan program pembangunan 
keluarga, Kependudukan & KB serta 
Percepatan Penurunan Stunting 

Kepala BKKBN RI 

3 Sertifikat Adipura dalam pengelolahan sampah 
dan RTH Wilayah Kota 

Menteri LHK RI 

4 Universal Helth Coverage (UHC) Award 2023 
sebagai komitmen Pemkot Tomohon 
mendukung program JKN di Tomohon 

Diserahkan Mendagri RI 

5 Anugrah Meritokrasi KASN 2023 atas 
keberhasilan menerapkan sistem merit dalam 

manajemen ASN di Pemkot Tomohon 

KASN RI 

6 Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional 2023, 
yakni drg. Jean dôarc Senduk-Karundeng 

Diserahkan Bunda PAUD 
Nasional Iriana Joko Widodo 

7 Anugrah Mapalus Pendidikan 2023 atas 

dukungan publikasi program prioritas 
Kemendikbudristek 

Gubernur Sulut 

8 Sukses meraih WTP Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan memepertahankan WTP 10 kali 

berturut turut  

BPK 

9 Apresiasi atas kepatuhan pelayanan publik 
mencapai nilai 92,93 dengan predikat kualitas 
tertinggi  

Ombudsman RI 

10 Penghargaan Kota Peduli HAM 2023 Kanwil Kumham Provinsi Sulut 

11 Penghargaan Anubhawa Sasana 2023 bagi 5 
Kelurahan sadar hokum 

Kanwil Kumham Provinsi Sulut 

12 Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya 

2023 sebagai bentuk pengakuan atas 
komitmen dan peran Pemkot Tomohon dalam 

Kementrian PPPA RI 
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 upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender melalui strategi pengarusutamaan 
gender (PUG) 

 

13 Menparekraf Dr. Sandiaga melakukan visitasi 
dan meresmikan desa wisata Kakaskasen Dua 
kategori kelembagaan desa wisata, menjadi 

sebagai 75 besar Anugerah Desa Wisata 
Indonesia (ADWI) 2023. Pada 19 Desember 

2023, Tomohon lewat kampung wisata 
Kakaskasen Dua tersertifikasi SNI CHSE. 

Kementrian Parekraf RI 

14 Penghargaan Anugerah Parahita Ekaparya 
Tingkat Madya Tahun 2023 dalam 

pembangunan reponsif gender. 

Kementrian PPPA RI 

15 Bunda PAUD Kota Tomohon, drg Jean dôarc 
Senduk-Karundeng meraih Apresiasi Bunda 
PAUD Tingkat Nasional 2023 atas kinerja dan 

kepedulian yang tinggi dalam mendukung 
pendidikan anak usia dini di Indoensia melalui 

ñGerakan Transisi PAUD ke SD yang 
Menyenangkanò. 

Kemendikbudristek RI 

16 Penghargaan Paritrana Award 2023 terbaik IV 
untuk dukungan Pemerintah Kota Tomohon 

terhadap implementasiPerlindungan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan kategori 

kabupaten/kota tingkat Propinsi Sulawesi Utara 

Gubernur Sulawesi Utara 

17 Kota Tomohon menjadi daerah terendah 
Prevalenzi Stunting di Provinsi Sulawesi Utara 

dan menjadi Pilot Project Zero Stunting 

 

18 Kota Tomohon mendapat apresiasi bidang 
pendidikan melalui Lembaga Penjamin Mutu 

Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Utara 
dengan meraih penghargaan dalam kategori: 

- Progres pemanfaatan platform Merdeka 
Belajar, 

- Bunda PAUD inspiratif, 
- Peserta Sulingjar terbanyak 
- Sekolah sehat (SD GMIM IV Tomohon) 

Kemendikbudristek RI 

19 Anugerah kebudayaan Maestro Seni Tradisi 
kepada penggiat budaya dari Kota Tomohon: 

Yulin Pangemanan sebagai Maestro Seni 
Tradisi, Penutur Seni Tradisi Maengket dan 
Mahôzani (Zazanian atau Raranian) 

Kemendikbudristek RI 

Sumber: Progress Report Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023 
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LAMPIRAN  
 

1.  Beberapa  Dokumentasi  Penghargaan  yang  Diterima  Pemerintah  Kota 
Tomohon Tahun 2023  
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